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P U T U S A N 

No. 127 PK/Pid.Sus/2012 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

M A H K A M A H        A G U N G 

 

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat peninjauan kembali 

telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana : 

N a m a  : YUSAK YALUWO, SH., M.Si. ;  

Tempat lahir  : Kampung Firiwage ;  

Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 20 Mei 1970 ; 

Jenis kelamin : Laki-laki ; 

Kebangsaan  : Indonesia ; 

Tempat tinggal : Jalan Trans Papua, Tanah Merah,   

        Boven Digoel, Papua ; 

Agama   : Katholik ; 

Pekerjaan  : Bupati Boven Digoel Masa Jabatan  

        2005 – 2010 ; 

Mahkamah Agung tersebut ; 

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi 

Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta sebagai berikut :   

PRIMAIR : 

Bahwa Terdakwa YUSAK YALUWO, SH. M.Si, yang menjabat sebagai 

Bupati Boven Digoel diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam 

Negeri Republik Indonesia No.131.81-724 Tahun 2005 tanggal 10 Agustus 

2005, baik secara sendiri atau bersama-sama dengan Robertus Anggawen 

selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Boven Digoel, 

pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan September 

2005 sampai dengan bulan November 2007 atau setidak-tidaknya pada waktu-

waktu lain dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor 

Bupati Boven Digoel, Jalan Trans Papua Tanah Merah, Kabupaten Boven 

Digoel Provinsi Papua atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang 

berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 34 huruf a Undang-Undang No.46 Tahun 2009 

tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam wilayah hukum 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang 

berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan serangkaian  

perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri 

sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, secara melawan hukum yaitu  

melaksanakan pengadaan 1 (satu) unit Kapal Tanker LCT 180 (Kapal Wambon) 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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dengan cara yang bertentangan dengan Keputusan Presiden Republik 

Indonesia (Keppres RI) No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan menggunakan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2006 

dan Tahun Anggaran 2007 secara bertentangan dengan Undang-Undang 

Republik Indonesia No.1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara, Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah,  Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan 

Daerah No.1 Tahun 2006 tentang APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2006 

serta Peraturan Daerah No.3 Tahun 2007 tentang APBD Kabupaten Boven 

Digoel Tahun 2007, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang 

lain atau suatu korporasi, yaitu Terdakwa telah mengambil uang selisih dari 

pengadaan 1 (satu) unit Kapal Tanker LCT 180 (Kapal Wambon) dan 

mempergunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boven 

Digoel Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007, yang seluruhnya 

sejumlah Rp.66.777.767.123,- (enam puluh enam milyar tujuh ratus tujuh puluh 

tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) untuk 

kepentingan pribadi atau tidak untuk kepentingan kedinasan atau tidak sesuai 

dengan peruntukkannya, yang dapat merugikan keuangan Negara Cq 

Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel sebesar Rp.66.777.767.123,- 

(enam puluh enam milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam 

puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) atau setidak-tidaknya dapat 

merugikan keuangan Negara sejumlah tersebut, yang dilakukan dengan cara-

cara sebagai berikut : 

Pengadaan Kapal Tanker LCT 180 (Kapal Wambon) ; 

- Terdakwa selaku Bupati Boven Digoel pada bulan September 2005 

bermaksud melakukan pengadaan Kapal Tanker dengan tujuan untuk 

kepentingan pengangkutan minyak di Kabupaten Boven Digoel, selan jutnya 

Terdakwa memerintahkan Johny Ramly Markus Sumual untuk mencari 

Kapal Tanker dimaksud ; 

-  Atas perintah Terdakwa tersebut, kemudian Johny Ramly Markus Sumual 

mencari kapal dimaksud dan setelah diperoleh Kapal Tanker milik Alfred 

Wibowo Korah di Tenggarong Kalimantan Timur diberitahukan kepada 

Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan pengecekan kondisi kapal dan 

setelah dilakukan penawaran harga dengan Alfred Wibowo, Terdakwa 

menyetujui harga 1 (satu) unit Kapal Tanker LCT 180 (Kapal Wambon) 

sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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- Terdakwa dalam pengadaan kapal tersebut menunjuk langsung Alfred 

Wibowo Korah selaku Penyedia Barang serta menentukan harga tanpa 

melalui proses pelelangan, sehingga bertentangan dengan Keppres RI 

No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah ;  

- Sehubungan dalam APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2005 

tidak tersedia anggaran untuk pengadaan kapal, Terdakwa pada tanggal 27 

Oktober 2005 meminjam uang ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang 

Merauke atas nama Johny Ramly Markus Sumual sebesar 

Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) untuk pembayaran pembelian 

Kapal Tanker tersebut sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta 

rupiah) ; 

- Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2006 memerintahkan Robertus 

Anggawen selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten 

Boven Digoel untuk membayar pinjaman tersebut menggunakan APBD 

Tahun Anggaran 2006, selanjutnya Robertus Anggawen membuka cek 

senilai Rp.6.016.767.123,- (enam milyar enam belas juta tujuh ratus enam 

puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) dari rekening Kas Daerah 

No.0352-01-000245-30-2 dan diserahkan kepada Hengky Kayoi untuk 

membayar pinjaman berikut bunganya, padahal harga pengadaan 1 (satu) 

unit Kapal Tanker LCT 180 (Kapal Wambon) tersebut sebesar 

Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), sehingga terdapat 

selisih sebesar Rp.2.516.767.123,- (dua milyar lima ratus enam belas juta 

tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) digunakan 

oleh Terdakwa ; 

- Terdakwa pada bulan Juni 2006  memerintahkan kepada Sadrak Toni 

sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel, u ntuk 

melengkapi Dokumen Pengadaan Kapal tersebut, kemudian Sadrak Toni 

bersama dengan Innocentius Tethool Kepala Badan Pengawasan Daerah 

Kabupaten Boven Digoel, Albertus Felubun dan Daud Pakidi membuat 

kelengkapan Dokumen Pengadaan Kapal di Jakarta, yang kesemua 

Dokumen Pengadaan tersebut tidak sesuai kenyataannya dan dibuat hanya 

untuk memenuhi formalitas Dokumen Pengadaan yang seolah -olah proses 

tahapan pengadaan tersebut telah dilakukan, sehingga bertentangan dengan 

Keppres RI No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah ; 

Penggunaan APBD Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 

2006 dan Tahun Anggaran 2007 : 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- Terdakwa sekitar bulan Januari 2006 sampai dengan November 2007 

beberapa kali memerintahkan Robertus Anggawen baik secara langsung 

maupun melalui telepon untuk mencairkan dana dari Kas Daerah Kabupaten  

Boven Digoel untuk kepentingan Terdakwa, kemudian Robertus Anggawen 

atas persetujuan Terdakwa beberapa kali mencairkan dana untuk diserahkan 

kepada Terdakwa, secara berturut-turut dalam kurun waktu bulan Januari 

2006 sampai dengan bulan November 2007 seluruhnya sebesar 

Rp.64.261.000.000,- (enam puluh empat milyar dua ratus enam puluh satu 

juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 

1.  Tanggal 9 Januari 2006, sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta 

rupiah) dari Pos Mata Anggaran Stabilitas Daerah diserahkan oleh 

Fransisca Yuliana di kantor Bupati Boven Digoel ; 

2.  Tanggal 18 Januari 2006, sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta 

rupiah) dari Pos Mata Anggaran Stabilitas Daerah diserahkan oleh 

Fransisca Yuliana di kantor Bupati Boven Digoel ; 

3.  Tanggal 23 Februari 2006, sebesar Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga 

puluh lima juta rupiah) dari Pos Mata Anggaran Stabilitas Daerah 

diserahkan oleh Fransisca Yuliana di rumah dinas Bupati Boven Digoel ; 

4.  Tanggal 1 Maret 2006, sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh 

juta rupiah) dari Pos Mata Anggaran Stabilitas Daerah ditransfer oleh 

Fransisca Yuliana ke rekening titipan sementara atas nama Yusak 

Yaluwo ; 

5.  Tanggal 3 Maret 2006, sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) 

dari Pos Mata Anggaran Stabilitas Daerah diserahkan oleh Fransisca 

Yuliana di kantor Bupati Boven Digoel ; 

6.  Tanggal 8 Maret 2006, sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) 

dari Pos Dana Stabilitas Daerah diserahkan oleh Fransisca Yuliana di 

kantor Bupati Boven Digoel ; 

7.  Tanggal 12 April 2006, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) 

dari Pos Dana Stabilitas Daerah diserahkan oleh Fransisca Yuliana di 

kantor Bupati Boven Digoel ; 

8.  Tanggal 20 April 2006, sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta 

rupiah) dari Pos Mata Anggaran Bantuan Sosial diserahkan oleh Maria S 

Kuruwop di rumah dinas Bupati Boven Digoel ; 

9.  Tanggal 3 Juni 2006, sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) 

dari Pos Mata Anggaran Stabilitas Daerah diserahkan oleh Fransisca 

Yuliana di kantor Bupati Boven Digoel ; 

10.  Tanggal 9 Juni 2006, sebesar Rp.376.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh 
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Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

 
Hal. 5 dari 182 hal. Put. No.127 PK/Pid.Sus/2012 

 

 
 
 

 

enam juta rupiah) dari Pos Mata Anggaran Stabilitas Daerah Rekening 

Kas Daerah No.0352-01-000245-30-2 dipindahbukukan ke Rekening 

Terdakwa No.0230-01-019131-50-6 pada BRI Cabang Cut Mutiah 

Jakarta ; 

11.  Tanggal 12 Juni 2006, sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) 

dari Pos Mata Anggaran Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah Rekening Kas Daerah No.0352-01-000245-30-2 dipindah-

bukukan ke Rekening Terdakwa No.0230-01-019131-50-6 pada BRI 

Cabang Cut Mutiah Jakarta ; 

12.  Tanggal 12 Juni 2006, sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) 

dari Rekening Titipan Pemda No.0352-01-015904-50-1 dipindahbukukan 

ke Rekening Terdakwa No.0230-01-019131-50-6 pada BRI Cabang Cut 

Mutiah Jakarta ; 

13. Tanggal 14 Juli 2006, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) 

dari Rekening Titipan Pemda No.0352-01-015904-50-1 dipindahbukukan 

ke Rekening Terdakwa No.0230-01-019131-50-6 pada BRI Cabang Cut 

Mutiah Jakarta ; 

14.  Tanggal 7 Agustus 2006, sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima 

puluh juta rupiah) dari Rekening Kas Daerah No.0352-01-000245-30-2 

dipindahbukukan ke Rekening Terdakwa No.0230-01-019131-50-6 pada 

BRI Cabang Cut Mutiah Jakarta ; 

15.  Tanggal 5 September 2006, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta 

rupiah) dari Pos Mata Anggaran Stabilitas Daerah diserahkan oleh 

Fransisca Yuliana di kantor Bupati Boven Digoel ; 

16.  Tanggal 23 September 2006, sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta 

rupiah) dari Pos Mata Anggaran Stabilitas Daerah diserahkan oleh 

Fransisca Yuliana di kantor Bupati Boven Digoel ; 

17.  Tanggal 26 September 2006, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta 

rupiah) dari Rekening Kas Daerah No.0352-01-000245-30-2 dipindah-

bukukan ke Rekening Terdakwa No.0230-01-019131-50-6 pada BRI 

Cabang Cut Mutiah Jakarta ; 

18.  Tanggal 29 September 2006, sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta 

rupiah) dari Rekening Titipan Pemda No.0352-01-015904-50-1 

dipindahbukukan ke Rekening Terdakwa No.0230-01-019131-50-6 pada 

BRI Cabang Cut Mutiah Jakarta ; 

19. Tanggal 3 Oktober 2006, sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta 

rupiah) dari Rekening Kas Daerah No.0352-01-000245-30-2 dipindah-

bukukan ke Rekening Terdakwa No.0230-01-019131-50-6 pada BRI 
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Cabang Cut Mutiah Jakarta ; 

20. Tanggal 6 Oktober 2006, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta 

rupiah) dari Rekening Kas Daerah No.0352-01-000245-30-2 dipindah-

bukukan ke Rekening Terdakwa No.0230-01-019131-50-6 pada BRI 

Cabang Cut Mutiah Jakarta ; 

21. Tanggal 11 Oktober 2006, sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta 

rupiah) dari Rekening Kas Daerah No.0352-01-000245-30-2 dipindah-

bukukan ke Rekening Terdakwa No.0230-01-019131-50-6 pada BRI 

Cabang Cut Mutiah Jakarta ; 

22. Tanggal 16 Oktober 2006, sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta 

rupiah) dari Rekening Titipan Pemda No.0352-01-015904-50-1 

dipindahbukukan ke Rekening Terdakwa No.0230-01-019131-50-6 pada 

BRI Cabang Cut Mutiah Jakarta ; 

23. Tanggal 13 Desember 2006, sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta 

rupiah) dari Pos Dana Stabilitas Daerah diserahkan oleh Fransisca 

Yuliana di kantor Bupati Boven Digoel ; 

24. Tanggal 18 Desember 2006, sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar 

rupiah) dari Pos Dana Stabilitas Daerah diserahkan oleh Fransisca 

Yuliana di kantor Bupati Boven Digoel ; 

25. Tanggal 22 Desember 2006, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta 

rupiah) dari Pos Bantuan Sosial diserahkan oleh Maria S Kuruwop di 

rumah dinas Bupati Boven Digoel ; 

26. Tanggal 24 Desember 2006, sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima 

puluh juta rupiah) dari Pos Dana Stabilitas Daerah diserahkan oleh 

Fransisca Yuliana di kantor Bupati Boven Digoel ; 

27. Tanggal 30 Desember 2006, sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta 

rupiah) dari Pos Bantuan Sosial diserahkan oleh Maria S Kuruwop di 

rumah dinas Bupati Boven Digoel ; 

28. Tanggal 25 Januari 2007, sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar 

rupiah) dari Pos Bantuan Sosial diserahkan oleh Maria S Kuruwop di 

rumah dinas Bupati Boven Digoel ; 

29. Tanggal, 25 Januari 2007 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta 

rupiah) dari Pos Bantuan Sosial diserahkan oleh Maria S Kuruwop di 

rumah dinas Bupati Boven Digoel ; 

30. Tanggal, 26 Januari 2007 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar 

rupiah) dari Pos Bantuan Sosial diserahkan oleh Maria S Kuruwop di 

rumah dinas Bupati Boven Digoel ; 

31. Tanggal, 14 Juni 2007 sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta 
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rupiah) dari Pos Bantuan Sosial diserahkan oleh Yulita Maria Imap di 

rumah dinas Bupati Boven Digoel ; 

32. Tanggal, 14 Juni 2007 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) 

dari Pos Bantuan Sosial diserahkan oleh Yulita Maria Imap di rumah 

dinas Bupati Boven Digoel ; 

33. Tanggal, 18 Juni 2007 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) 

dari Pos Bantuan Sosial diserahkan oleh Yulita Maria Imap di rumah 

dinas Bupati Boven Digoel ; 

34. Tanggal, 20 Juni 2007 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) 

dari Pos Bantuan Sosial diserahkan oleh Yulita Maria Imap di rumah 

dinas Bupati Boven Digoel ; 

35. Tanggal 11 September 2007, sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas 

milyar rupiah) dari Pos Bantuan Sosial Rekening Kas Daerah 

No.00003809-01-000243-30-4 dipindahbukukan ke Rekening Hengky 

Kayoi di BRI Cabang Merauke, yang selanjutnya setelah dicairkan oleh 

Hengky Kayoi diserahkan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa Jalan 

Sasate Merauke ; 

36. Tanggal 4 Oktober 2007, sebesar Rp.10.500.000.000,- (sepuluh milyar 

lima ratus juta rupiah) dari Pos Bantuan Sosial Rekening Kas Daerah 

No.00003809-01-000243-30-4 dipindahbukukan ke Rekening Hengky 

Kayoi di BRI Cabang Merauke, yang selanjutnya setelah dicairkan oleh 

Hengky Kayoi diserahkan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa Jalan 

Sasate Merauke ; 

37. Tanggal 30 Oktober 2007, sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar 

rupiah) dari Dana Sekretariat Daerah diserahkan oleh Anastasia Bokon ; 

38. Tanggal 9 November 2007, sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar 

rupiah) dari Dana Sekretariat Daerah diserahkan oleh Anastasia Bokon ; 

39. Tanggal 9 November 2007, sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar 

rupiah) dari Dana Sekretariat Daerah diserahkan oleh Anastasia Bokon ; 

40. Tanggal 10 November 2007, sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar 

rupiah) dari Dana Sekretariat Daerah diserahkan oleh Anastasia Bokon ; 

41. Tanggal 14 November 2007, sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar 

rupiah) dari Dana Sekretariat Daerah diserahkan oleh Anastasia Bokon ; 

42. Tanggal 15 November 2007, sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar 

rupiah) dari Dana Sekretariat Daerah diserahkan oleh Anastasia Bokon ; 

43. Tanggal 20 November 2007, sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar 

rupiah) dari Dana Sekretariat Daerah rekening Kas Daerah 

No.00003809-01-000006-30-4 dipindahbukukan ke rekening Hengky 
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Kayoi di BRI Cabang Merauke, yang selanjutnya setelah dicairkan oleh 

Hengky Kayoi diserahkan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa Jalan 

Sasate Merauke ; 

44. Tanggal 27 November 2007, sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar 

rupiah) dari Dana Sekretariat Daerah oleh Patrisia Morgan ; 

45. Tanggal 29 November 2007, sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar 

rupiah) dari Dana Sekretariat Daerah diserahkan oleh Patrisia Morgan ; 

-  Bahwa Terdakwa menggunakan APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun 

Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007 yang diterimanya tersebut tidak 

sesuai dengan peruntukkannya atau tidak untuk kepentingan kedinasan 

tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi sehingga berten tangan dengan 

Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.58 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,  Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2006 

tentang APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2006 serta Peraturan Daerah  

No.3 Tahun 2007 tentang APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2007 ; 

- Dari rangkaian perbuatan Terdakwa dalam pengadaan Kapal Tanker LCT 

180 (Kapal Wambon) telah memperkaya diri Terdakwa sebesar 

Rp.2.516.767.123,- (dua milyar lima ratus enam belas juta tujuh ratus enam 

puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) dan dalam penggunaan APBD 

Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007 

sebesar Rp.64.261.000.000,- (enam puluh empat milyar dua ratus enam 

puluh satu juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.66.777.767.123,- 

(enam puluh enam milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam 

puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) yang mengakibatkan kerugian 

keuangan Negara Cq Pemerintah Kabupaten Boven Digoel sebesar 

Rp.66.777.767.123,- (enam puluh enam milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh 

juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah), sesuai 

dengan laporan hasil perhitungan kerugian Negara/Daerah yang dilakukan 

oleh Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), 

atas penyalahgunaan dana APBD dan Dana Otonomi Khusus Pemerintah 

Daerah Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Tahun Anggaran 2006 dan  

Tahun Anggaran 2007 atau setidak-tidaknya dapat merugikan keuangan 

Negara/Daerah sejumlah tersebut ; 

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 

ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 
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tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo 

Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; 

SUBSIDAIR : 

Bahwa Terdakwa YUSAK YALUWO, SH. M.Si, dalam kedudukannya 

selaku Bupati Boven Digoel yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.131.81-724 Tahun 2005 tanggal 

10 Agustus 2005, yang karena jabatannya adalah Pemegang Kekuasaan 

Umum Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai kewenangan menye -

lenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah, baik secara sendiri 

atau bersama-sama dengan Robertus Anggawen selaku Kepala Bagian 

Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Boven Digoel, pada hari dan tanggal 

yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan September 2005 sampai dengan 

bulan November 2007 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam 

tahun 2005 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Bupati Boven 

Digoel, Jalan Trans Papua Tanah Merah, Kabupaten Boven Digoel Provinsi 

Papua atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo  

Pasal 34 huruf a Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang 

memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan serangkaian perbuatan yang 

masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga 

merupakan beberapa kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri 

atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu Terdakwa telah mengambil uang 

selisih dari pengadaan 1 (satu) unit Kapal Tanker LCT 180 (Kapal Wambon) 

dan mempergunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007, 

yang seluruhnya sejumlah Rp.66.777.767.123,- (enam puluh enam milyar tu juh  

ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua pu luh 

tiga rupiah) untuk kepentingan pribadi atau tidak untuk kepentingan kedinasan 

atau tidak sesuai dengan peruntukkannya, menyalahgunakan kewenangan, 

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, 

yaitu Terdakwa melaksanakan pengadaan 1 (satu) unit Kapal Tanker LCT 180 

(Kapal Wambon) tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana diatur dalam 

Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) No.80 Tahun 2003 

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan 
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menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten  

Boven Digoel Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007 tanpa 

mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatu r 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.58 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,  Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Republik Indonesia No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2006 tentang APBD 

Kabupaten Boven Digoel Tahun 2006 serta Peraturan Daerah No.3 Tahun 2007 

tentang APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2007, yang dapat merugikan 

keuangan Negara atau perekonomian Negara, yaitu menimbulkan kerugian 

keuangan Negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel sebesar 

Rp.66.777.767.123,- (enam puluh enam milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta 

tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) atau setidak-

tidaknya dapat merugikan keuangan Negara sejumlah tersebut, yang dilakukan  

dengan cara-cara sebagai berikut : 

Pengadaan Kapal Tanker LCT 180 (Kapal Wambon) ; 

- Terdakwa pada bulan September 2005 bermaksud melakukan pengadaan 

Kapal Tanker dengan tujuan untuk kepentingan pengangkutan minyak di 

Kabupaten Boven Digoel, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Johny 

Ramly Markus Sumual untuk mencari Kapal Tanker dimaksud ; 

- Atas perintah Terdakwa tersebut, kemudian Johny Ramly Markus Sumual 

mencari kapal dimaksud dan setelah diperoleh Kapal Tanker milik Alfred 

Wibowo Korah di Tenggarong Kalimantan Timur diberitahukan kepada 

Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan pengecekan kondisi kapal dan 

setelah dilakukan penawaran harga dengan Alfred Wibowo, Terdakwa 

menyetujui harga 1 (satu) unit Kapal Tanker LCT 180 (Kapal Wambon) 

sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ; 

- Terdakwa dalam pengadaan kapal tersebut, dengan menyalahgunakan 

kewenangannya menunjuk langsung Alfred Wibowo Korah selaku Penyedia 

Barang serta menentukan harga tanpa melalui proses pelelangan, dengan 

tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keppres RI No.80 

Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah ;  

- Sehubungan dalam APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2005 

tidak tersedia anggaran untuk pengadaan kapal, Terdakwa pada tanggal 27 

Oktober 2005 meminjam uang ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang 

Merauke atas nama Johny Ramly Markus Sumual sebesar 
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

 
Hal. 11 dari 182 hal. Put. No.127 PK/Pid.Sus/2012 

 

 
 
 

 

Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) untuk pembayaran pembelian 

Kapal Tanker tersebut sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta 

rupiah) ; 

- Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2006 memerintahkan Robertus 

Anggawen selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten 

Boven Digoel untuk membayar pinjaman tersebut menggunakan APBD 

Tahun Anggaran 2006, selanjutnya Robertus Anggawen membuka cek 

senilai Rp.6.016.767.123,- (enam milyar enam belas juta tujuh ratus enam 

puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) dari rekening Kas Daerah 

No.0352-01-000245-30-2 dan diserahkan kepada Hengky Kayoi untuk 

membayar pinjaman berikut bunganya, padahal harga pengadaan 1 (satu) 

unit Kapal Tanker LCT 180 (Kapal Wambon) tersebut sebesar 

Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), sehingga terdapat 

selisih sebesar Rp.2.516.767.123,- (dua milyar lima ratus enam belas juta 

tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) yang 

digunakan oleh Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada 

padanya ; 

- Terdakwa pada bulan Juni 2006, dengan menyalahgunakan kewenangannya 

memerintahkan kepada Sadrak Toni sebagai Kepala Dinas Perhubungan 

Kabupaten Boven Digoel, untuk melengkapi Dokumen Pengadaan Kapal 

tersebut, kemudian Sadrak Toni bersama dengan Innocentius Tethool 

Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Boven Digoel, Albertus 

Felubun dan Daud Pakidi membuat kelengkapan Dokumen Pengadaan 

Kapal di Jakarta, yang kesemua Dokumen Pengadaan tersebut tidak sesuai 

kenyataannya dan dibuat hanya untuk memenuhi formalitas Dokumen 

Pengadaan yang seolah-olah proses tahapan pengadaan tersebut telah 

dilakukan tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana diatur dalam 

Keppres RI No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah ; 

Penggunaan APBD Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 

2006 dan Tahun Anggaran 2007 : 

- Terdakwa sekitar bulan Januari 2006 sampai dengan November 2007 

dengan menyalahgunakan kewenangannya beberapa kali memerintahkan 

Robertus Anggawen baik secara langsung maupun melalui telepon untuk 

mencairkan dana dari Kas Daerah Kabupaten Boven Digoel untuk 

kepentingan Terdakwa, kemudian Robertus Anggawen atas persetujuan 

Terdakwa beberapa kali mencairkan dana untuk diserahkkan kepada 

Terdakwa, secara berturut-turut dalam kurun waktu bulan Januari 2006 
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sampai dengan bulan November 2007 seluruhnya sebesar 

Rp.64.261.000.000,- (enam puluh empat milyar dua ratus enam puluh satu 

juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 

1. Tanggal 9 Januari 2006, sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta 

rupiah) dari Pos Mata Anggaran Stabilitas Daerah diserahkan oleh 

Fransisca Yuliana di kantor Bupati Boven Digoel ; 

2. Tanggal 18 Januari 2006, sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta 

rupiah) dari Pos Mata Anggaran Stabilitas Daerah diserahkan oleh 

Fransisca Yuliana di kantor Bupati Boven Digoel ; 

3. Tanggal 23 Februari 2006, sebesar Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga 

puluh lima juta rupiah) dari Pos Mata Anggaran Stabilitas Daerah 

diserahkan oleh Fransisca Yuliana di rumah dinas Bupati Boven Digoel ; 

4. Tanggal 1 Maret 2006, sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh 

juta rupiah) dari Pos Mata Anggaran Stabilitas Daerah ditransfer oleh 

Fransisca Yuliana ke rekening titipan sementara atas nama Yusak 

Yaluwo ; 

5. Tanggal 3 Maret 2006, sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) 

dari Pos Mata Anggaran Stabilitas Daerah diserahkan oleh Fransisca 

Yuliana di kantor Bupati Boven Digoel ; 

6. Tanggal 8 Maret 2006, sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) 

dari Pos Dana Stabilitas Daerah diserahkan oleh Fransisca Yuliana di 

kantor Bupati Boven Digoel ; 

7. Tanggal 12 April 2006, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) 

dari Pos Dana Stabilitas Daerah diserahkan oleh Fransisca Yuliana di 

kantor Bupati Boven Digoel ; 

8. Tanggal 20 April 2006, sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta 

rupiah) dari Pos Mata Anggaran Bantuan Sosial diserahkan oleh Maria S 

Kuruwop di Rumah Dinas Bupati Boven Digoel ; 

9. Tanggal 3 Juni 2006, sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) 

dari Pos Mata Anggaran Stabilitas Daerah diserahkan oleh Fransisca 

Yuliana di kantor Bupati Boven Digoel ; 

10. Tanggal 9 Juni 2006, sebesar Rp.376.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh 

enam juta rupiah) dari Pos Mata Anggaran Stabilitas Daerah Rekening 

Kas Daerah No.0352-01-000245-30-2 dipindahbukukan ke Rekening 

Terdakwa No.0230-01-019131-50-6 pada BRI Cabang Cut Mutiah 

Jakarta ; 

11. Tanggal 12 Juni 2006, sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) 

dari Pos Mata Anggaran Operasional Kepala Daerah dan Wakil  Kepala 
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Daerah Rekening Kas Daerah No.0352-01-000245-30-2 dipindah-

bukukan ke Rekening Terdakwa No.0230-01-019131-50-6 pada BRI 

Cabang Cut Mutiah Jakarta ; 

12. Tanggal 12 Juni 2006, sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) 

dari Rekening Titipan Pemda No.0352-01-015904-50-1 dipindahbukukan 

ke Rekening Terdakwa No.0230-01-019131-50-6 pada BRI Cabang Cut 

Mutiah Jakarta ; 

13. Tanggal 14 Juli 2006, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) 

dari Rekening Titipan Pemda No.0352-01-015904-50-1 dipindahbukukan 

ke Rekening Terdakwa No.0230-01-019131-50-6 pada BRI Cabang Cut 

Mutiah Jakarta ; 

14. Tanggal 7 Agustus 2006, sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima 

puluh juta rupiah) dari Rekening Kas Daerah No.0352-01-000245-30-2  

dipindahbukukan ke Rekening Terdakwa No.0230-01-019131-50-6 pada 

BRI Cabang Cut Mutiah Jakarta ; 

15. Tanggal 5 September 2006, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta 

rupiah) dari Pos Mata Anggaran Stabilitas Daerah diserahkan oleh 

Fransisca Yuliana di kantor Bupati Boven Digoel ; 

16. Tanggal 23 September 2006, sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta 

rupiah) dari Pos Mata Anggaran Stabilitas Daerah diserahkan oleh 

Fransisca Yuliana di kantor Bupati Boven Digoel ; 

17. Tanggal 26 September 2006, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta 

rupiah) dari Rekening Kas Daerah No.0352-01-000245-30-2 dipindah-

bukukan ke Rekening Terdakwa No.0230-01-019131-50-6 pada BRI 

Cabang Cut Mutiah Jakarta ; 

18. Tanggal 29 September 2006, sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta 

rupiah) dari Rekening Titipan Pemda No.0352-01-015904-50-1 dipindah -

bukukan ke Rekening Terdakwa No.0230-01-019131-50-6 pada BRI 

Cabang Cut Mutiah Jakarta ; 

19. Tanggal 3 Oktober 2006, sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta 

rupiah) dari Rekening Kas Daerah No.0352-01-000245-30-2 dipindah-

bukukan ke Rekening Terdakwa No.0230-01-019131-50-6 pada BRI 

Cabang Cut Mutiah Jakarta ; 

20. Tanggal 6 Oktober 2006, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta 

rupiah) dari Rekening Kas Daerah No.0352-01-000245-30-2 dipindah-

bukukan ke Rekening Terdakwa No.0230-01-019131-50-6 pada BRI 

Cabang Cut Mutiah Jakarta ; 

21. Tanggal 11 Oktober 2006, sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta 

Disclaimer
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rupiah) dari Rekening Kas Daerah No.0352-01-000245-30-2 dipindah-

bukukan ke Rekening Terdakwa No.0230-01-019131-50-6 pada BRI 

Cabang Cut Mutiah Jakarta ; 

22. Tanggal 16 Oktober 2006, sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta 

rupiah) dari Rekening Titipan Pemda No.0352-01-015904-50-1 dipindah -

bukukan ke Rekening Terdakwa No.0230-01-019131-50-6 pada BRI 

Cabang Cut Mutiah Jakarta ; 

23. Tanggal 13 Desember 2006, sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta 

rupiah) dari Pos Dana Stabilitas Daerah diserahkan oleh Fransisca 

Yuliana di kantor Bupati Boven Digoel ; 

24. Tanggal 18 Desember 2006, sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar 

rupiah) dari Pos Dana Stabilitas Daerah diserahkan oleh Fransisca 

Yuliana di kantor Bupati Boven Digoel ; 

25. Tanggal 22 Desember 2006, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta 

rupiah) dari Pos Bantuan Sosial diserahkan oleh Maria S Kuruwop di 

Rumah Dinas Bupati Boven Digoel ; 

26. Tanggal 24 Desember 2006, sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima 

puluh juta rupiah) dari Pos Dana Stabilitas Daerah diserahkan oleh 

Fransisca Yuliana di kantor Bupati Boven Digoel ; 

27. Tanggal 30 Desember 2006, sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta 

rupiah) dari Pos Bantuan Sosial diserahkan oleh Maria S Kuruwop di 

Rumah Dinas Bupati Boven Digoel ; 

28. Tanggal 25 Januari 2007, sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar 

rupiah) dari Pos Bantuan Sosial diserahkan oleh Maria S Kuruwop di 

Rumah Dinas Bupati Boven Digoel ; 

29. Tanggal, 25 Januari 2007 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta 

rupiah) dari Pos Bantuan Sosial diserahkan oleh Maria S Kuruwop di 

Rumah Dinas Bupati Boven Digoel ; 

30. Tanggal, 26 Januari 2007 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar 

rupiah) dari Pos Bantuan Sosial diserahkan oleh Maria S Kuruwop di 

Rumah Dinas Bupati Boven Digoel ; 

31. Tanggal, 14 Juni 2007 sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta 

rupiah) dari Pos Bantuan Sosial diserahkan oleh Yulita Maria Imap di 

Rumah Dinas Bupati Boven Digoel ; 

32. Tanggal, 14 Juni 2007 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) 

dari Pos Bantuan Sosial diserahkan oleh Yulita Maria Imap di Rumah 

Dinas Bupati Boven Digoel ; 

33. Tanggal, 18 Juni 2007 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) 
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dari Pos Bantuan Sosial diserahkan oleh Yulita Maria Imap di rumah 

dinas Bupati Boven Digoel ; 

34. Tanggal, 20 Juni 2007 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) 

dari Pos Bantuan Sosial diserahkan oleh Yulita Maria Imap di rumah 

dinas Bupati Boven Digoel ; 

35. Tanggal 11 September 2007, sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas 

milyar rupiah) dari Pos Bantuan Sosial rekening Kas Daerah 

No.00003809-01-000243-30-4 dipindahbukukan ke rekening Hengky 

Kayoi di BRI Cabang Merauke, yang selanjutnya setelah dicairkan oleh 

Hengky Kayoi diserahkan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa Jalan 

Sasate Merauke ; 

36. Tanggal 4 Oktober 2007, sebesar Rp.10.500.000.000,- (sepuluh milyar 

lima ratus juta rupiah) dari Pos Bantuan Sosial rekening Kas Daerah 

No.00003809-01-000243-30-4 dipindahbukukan ke rekening Hengky 

Kayoi di BRI Cabang Merauke, yang selanjutnya setelah dicairkan oleh 

Hengky Kayoi diserahkan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa Jalan 

Sasate Merauke ; 

37. Tanggal 30 Oktober 2007, sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar 

rupiah) dari Dana Sekretariat Daerah diserahkan oleh Anastasia Bokon ; 

38. Tanggal 9 November 2007, sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar 

rupiah) dari Dana Sekretariat Daerah diserahkan oleh Anastasia Bokon ; 

39. Tanggal 9 November 2007, sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar 

rupiah) dari Dana Sekretariat Daerah diserahkan oleh Anastasia Bokon ; 

40. Tanggal 10 November 2007, sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar 

rupiah) dari Dana Sekretariat Daerah diserahkan oleh Anastasia Bokon ; 

41. Tanggal 14 November 2007, sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar 

rupiah) dari Dana Sekretariat Daerah diserahkan oleh Anastasia Bokon ; 

42. Tanggal 15 November 2007, sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar 

rupiah) dari Dana Sekretariat Daerah diserahkan oleh Anastasia Bokon ; 

43. Tanggal 20 November 2007, sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar 

rupiah) dari Dana Sekretariat Daerah rekening Kas Daerah 

No.00003809-01-000006-30-4 dipindahbukukan ke rekening Hengky 

Kayoi di BRI Cabang Merauke, yang selanjutnya setelah dicairkan oleh 

Hengky Kayoi diserahkan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa Jalan 

Sasate Merauke ; 

44. Tanggal 27 November 2007, sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar 

rupiah) dari Dana Sekretariat Daerah oleh Patrisia Morgan ; 

45. Tanggal 29 November 2007, sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar 
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rupiah) dari Dana Sekretariat Daerah diserahkan oleh Patrisia Morgan ; 

-  Bahwa Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya menggunakan 

APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 

2007 yang diterimanya tersebut tidak sesuai dengan peruntukkannya atau 

tidak untuk kepentingan kedinasan tetapi digunakan untuk kepentingan 

pribadi sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia 

No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah,  Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan 

Daerah No.1 Tahun 2006 tentang APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun 

2006 serta Peraturan Daerah No.3 Tahun 2007 tentang APBD Kabupaten 

Boven Digoel Tahun 2007 ; 

-  Dari rangkaian perbuatan Terdakwa dalam pengadaan Kapal Tanker LCT 

180 (Kapal Wambon) telah menguntungkan Terdakwa sebesar 

Rp.2.516.767.123,- (dua milyar lima ratus enam belas juta tujuh ratus enam 

puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) dan dalam penggunaan APBD 

Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007 

sebesar Rp.64.261.000.000,- (enam puluh empat milyar dua ratus enam 

puluh satu juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.66.777.767.123,- 

(enam puluh enam milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam 

puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) yang mengakibatkan kerugian 

keuangan Negara Cq Pemerintah Kabupaten Boven Digoel sebesar 

Rp.66.777.767.123,- (enam puluh enam milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh 

juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah), sesuai 

dengan laporan hasil perhitungan kerugian Negara/Daerah yang dilakukan 

oleh Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), 

atas penyalahgunaan dana APBD dan Dana Otonomi Khusus Pemerintah 

Daerah Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Tahun Anggaran 2006 dan  

Tahun Anggaran 2007 atau setidak-tidaknya dapat merugikan keuangan 

Negara/Daerah sejumlah tersebut ; 

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 

ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo 

Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; 
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           Mahkamah Agung tersebut ; 

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan  

Korupsi Republik Indonesia di Jakarta tanggal 19 Oktober 2010 sebagai berikut: 

1. Menyatakan Terdakwa YUSAK YALUWO, SH., M.Si telah terbukti dengan 

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang 

dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana 

dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No.31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 

2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No.31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 

ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

dalam dakwaan Subsidair ; 

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yusak Yaluwo, SH., M.Si dengan 

pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada 

dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan ditambah 

dengan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) 

Subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan ; 

3. Menghukum Terdakwa Yusak Yaluwo, SH., M.Si membayar uang pengganti 

sebesar Rp.66.777.767.123,- (enam puluh enam milyar tujuh ratus tujuh 

puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga 

rupiah) dikompensasikan dengan barang bukti berupa uang yang disita dari  

Terdakwa sebesar Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta 

rupiah) sehingga menjadi Rp.65.427.767.123,- (enam puluh lima milyar 

empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus 

dua puluh tiga rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar 

uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan 

memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh 

Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti 

tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk 

membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara 

selama 4 (empat) tahun ; 

4. Menyatakan barang bukti berupa : 

1)  Uang Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ; 

2)  Uang Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta   

rupiah) ; 

Dirampas untuk Negara ; 

3)  Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.81-724 Tahun 2005 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

 
Hal. 18 dari 182 hal. Put. No.127 PK/Pid.Sus/2012 

 

 
 
 

 

tentang Pemberhentian Pejabat Bupati dan Pengesahan 

Pengangkatan Bupati Boven Digoel Provinsi Papua tanggal 10 

Agustus 2005 (2 lembar Kabag TU Kementerian Dalam Negeri) ; 

4)  Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten Boven Digoel tanggal 12 September 2005 (1 lembar   

asli) ; 

Dikembalikan Kepada Terdakwa ; 

5)  1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

-  1 (satu) lembar Nota Dinas untuk Koordinasi dengan Pemerintah 

Pusat ; 

-  1 (satu) lembar Kwitansi ;  

6)  1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

-  1 (satu) lembar Nota Dinas untuk pembayaran Koordinasi dengan 

Kabupaten Merauke ; 

-  1 (satu) lembar Kwitansi ; 

7)  1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

-  1 (satu) lembar Nota Dinas untuk pembayaran biaya Koordinasi 

dengan kabupaten Induk ; 

-  1 (satu) lembar Kwitansi ; 

8)  1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

-  1 (satu) lembar Disposisi Bupati ; 

-  1 (satu) lembar Disposisi Plt. Kabag Keuangan ; 

-  2 (dua) lembar Kwitansi tanda terima ; 

-  1 (satu) lembar UM 02 ; 

9)  1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

-  1 (satu) lembar Disposisi Bupati dalam rangka Pemilu ; 

-  1 (satu) lembar Disposisi Plt. Kabag Keuangan ; 

-  2 (dua) lembar Kwitansi tanda terima ; 

10)  1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

-  1 (satu) lembar Nota Dinas untuk biaya dalam rangka audiensi 

Bupati ; 

-  1 (satu) lembar Kwitansi ; 

11)  1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

-  1 (satu) lembar Nota Dinas untuk biaya Koordinasi ; 

-  1 (satu) lembar Kwitansi ; 

12)  1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

-  1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang Nomor SPMU : 

0004/I/OP/2007 beserta 3 (tiga) lembar lampirannya ; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
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-  1 (satu) lembar Disposisi Bupati ; 

-  1 (satu) lembar Disposisi Bag. Keuangan ; 

-  3 (tiga) lembar Kwitansi ; 

-  1 (satu) lembar UM 02 ; 

13)  1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

-  1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk Kunjungan Kasum ABRI ; 

-  1 (satu) lembar Disposisi Bagian Keuangan ; 

-  3 (tiga) lembar Kwitansi ; 

14)  1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

-  1 (satu) lembar Nota Dinas untuk Koordinasi dengan Bappenas 

Jakarta ; 

-  3 (tiga) lembar Kwitansi ; 

15)  1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

-  1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/436 ; 

-  1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/436 ; 

-  1 (satu) lembar Bilyet Giro No.GDV 348193 ; 

-  1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

-  1 (satu) lembar UM 04 ; 

16)  1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

-  1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.900/438/SET/2006 ; 

-  1 (satu) lembar Bilyet Giro No.GDV 348195 ; 

-  1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

-  1 (satu) lembar UM 04 ; 

17) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

-  1 (satu) lembar Nota Dinas untuk Study Mahasiswa Distrik Kouh ; 

-  1 (satu) lembar Kwitansi ; 

18) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

-  1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

-  1 (satu) lembar UM 04 ; 

19)  1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar UM 04 ; 

20)  1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang Nomor SPMU : 

0005/I/OP/2007 berikut 3 (tiga) lembar lampirannya ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bagian Keuangan ; 

- 3 (tiga) lembar Kwitansi ; 

21)  1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
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- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar UM 04 ; 

22) 3 (tiga) lembar Kwitansi untuk pembayaran Bantuan Biaya Kepada 

Masyarakat ; 

23) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Nota Dinas untuk Kunjungan Kerja Bupati ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi ; 

24) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Disposisi untuk Koordinasi ; 

- 3 (tiga) lembar Kwitansi ; 

25) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar UM 04 ; 

26) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar UM 04 ; 

27) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.GDV 346318 ; 

28) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.GDV 346320 ; 

29) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran dari Bupati ; 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar UM 04 ; 

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.GDV 346322 ; 

30) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar UM 04 ; 

31) 2 (dua) lembar Kwitansi untuk pembayaran Bantuan untuk Gereja 

dan Masjid ; 

32) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk Koordinasi dengan 

Bappenas Jakarta ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi ; 

33) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk Kegiatan Natal ; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
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- 1 (satu) lembar Kwitansi ; 

34) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang Nomor SPMU : 

0002/I/OP/2007 berikut 3 (tiga) lembar lampirannya ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk Safari Natal ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bagian Keuangan ; 

- 3 (tiga) lembar Kwitansi ; 

35) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk Biaya Natal dan Tahun 

Baru ; 

- 3 (tiga) lembar Kwitansi ; 

36) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang Nomor SPMU : 

0003/I/OP/2007 berikut 3 (tiga) lembar lampirannya ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk Safari Natal ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bagian Keuangan ; 

- 3 (tiga) lembar Kwitansi ; 

37) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang Nomor SPMU : 

0006/I/OP/2007 berikut 3 (tiga) lembar lampirannya ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk Pembangunan Gereja ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bagian Keuangan ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi ; 

38) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang Nomor SPMU : 

0007/I/OP/2007 berikut 1 (satu) bendel lampirannya ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk kunjungan ke Distrik 

Arimob ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bagian Keuangan ; 

- 4 (empat) lembar Kwitansi ; 

39) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang Nomor SPMU : 

0009/I/OP/2007 berikut 1 (satu) bendel lampirannya ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk peresmian kawasan   

wisata ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bagian Keuangan ; 

- 3 (tiga) lembar Kwitansi ; 

40) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
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- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang Nomor SPMU : 

0008/I/OP/2007 berikut 1 (satu) bendel lampirannya ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk kegiatan pemerintahan ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bagian Keuangan ; 

- 3 (tiga) lembar Kwitansi ; 

41) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk disposisi bantuan ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi ; 

42) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk bantuan masyarakat ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi ; 

43) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk bantuan masyarakat ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi ; 

44) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk bantuan masyarakat ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi ; 

45) 1 (satu) lembar Voucher TR 01 Pengiriman Uang BRI tanggal 25 

Juni 2007 senilai Rp.3.210.000.000,00 ; 

46) 1 (satu) lembar Voucher TR 01 Pengiriman Uang BRI tanggal 26 

Juni 2007 senilai Rp.1.000.000.000,00 ; 

47) 1 (satu) lembar Cek No. CEH 288433 ; 

48) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D:0902/UP/IV/2007 ; 

- 2 (dua) lembar SPM No.SPM/900/57/SETDA/2007 ; 

- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran No.900/57/SPP-

UP/2007 ; 

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP ; 

- 1 (satu) lembar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran 

No.900/57/SPP-UP/2007 ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Boven Digoel ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar 

Rp.200.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar 

Rp.100.000.000,- ; 

49) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D:0903/UP/IV/2007 ; 

- 1 (satu) lembar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22
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No.900/58/SPP-UP/2007 ; 

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran No.900/58/SPP-

UP/2007 ; 

- 1 (satu) lembar Rincian Pengeluaran Berdasarkan kegiatan ; 

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP ; 

- 2 (dua) lembar SPM No.SPM/900/58/SETDA/2007 ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Boven Digoel ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar 

Rp.1.000.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar 

Rp.670.000.000,- ; 

50) 1 (satu) lembar Cek No. CEH 288434 ; 

51) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D:0905/UP/IV/2007 ; 

- 1 (satu) lembar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran 

No.900/60/SPP-UP/2007 ; 

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran No.900/60/SPP-

UP/2007 ; 

- 1 (satu) lembar Rincian Pengeluaran Berdasarkan kegiatan ; 

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP ; 

- 3 (tiga) lembar SPM No.SPM/900/61/SETDA/2007 ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Boven Digoel ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar 

Rp.2.000.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar 

Rp.1.142.000.000,- ; 

52) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D:0904/UP/IV/2007 ; 

- 3 (tiga) lembar SPM No.SPM/900/59/SETDA/2007 ; 

- 1 (satu) lembar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran 

No.900/59/SPP-UP/2007 ; 

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran No.900/59/SPP-

UP/2007 ; 

- 1 (satu) lembar Rincian Pengeluaran Berdasarkan kegiatan ; 

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP ; 

- 2 (dua) lembar Disposisi Bupati Boven Digoel ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23
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- Rp.2.000.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar 

Rp.1.000.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar 

Rp.1.900.000.000,- ; 

53) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- senilai 

Rp.3.000.000.000,- dari Bupati Boven Digoel untuk pembayaran 

biaya operasional dan persiapan kegiatan kunjungan Bupati 

dalam rangka peresmian gereja Reformasi dan kunjungan kerja di 

Distrik Bomakia ; 

- 1 (satu) bendel rincian pengeluaran di Distrik Bomakia ; 

- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- senilai 

Rp.3.000.000.000,- dari Bendahara Sekretariat Daerah kepada 

YUSAK YALUWO untuk Pembayaran Operasional Pemerintah 

terkait dengan kunjungan ke Distrik Bomakia tanggal 14 

November 2007 ; 

54) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D:0901/UP/IV/2007 ; 

- 2 (dua) lembar SPM No.SPM/900/56/SETDA/2007 ; 

- 2 (dua) lembar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran 

No.900/56/SPP-UP/2007 ; 

- 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran No.900/56/SPP-

UP/2007 ; 

- 2 (dua) lembar Rincian Pengeluaran Berdasarkan kegiatan ; 

- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP ; 

- 2 (dua) lembar Disposisi Bupati Boven Digoel ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar 

Rp.1.000.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar 

Rp.600.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar 

Rp.1.000.000.000,- ; 

55) 1 (satu) lembar Cek No. CEH 288445 ; 

- 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D:0900/UP/IV/2007 ; 

- 2 (dua) lembar SPM No.SPM/900/55/SETDA/2007 ; 

- 1 (satu) lembar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
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No.900/55/SPP-UP/2007 ; 

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran No.900/55/SPP-

UP/2007 ; 

- 1 (satu) lembar Rincian Pengeluaran Berdasarkan kegiatan ; 

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Boven Digoel ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar 

Rp.4.000.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar 

Rp.1.000.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Cek No. CEH 288448 ; 

56) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Boven Digoel kepada Kabag 

Keuangan untuk perjalanan luar daerah tanggal 27 November   

2007 ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- senilai 

Rp.2.000.000.000,- dari Bupati Boven Digoel untuk bantuan Dana 

Pembangunan Infrastruktur tanggal 27 November 2007 ; 

- 1 (satu) lembar permohonan Distrik Firiwage No.900/12/DIS 

FR/XI/2007 kepada Bupati Kabupaten Boven Digoel perihal 

Bantuan Biaya Angkut 150 unit solarcell ke Firiwage tanggal 26 

November 2007 ; 

- 1 (satu) lembar permohonan Distrik Firiwage No.900/13/DIS 

FR/XI/2007 kepada Bupati Kabupaten Boven Digoel perihal 

Bantuan Dana Pembangunan Infrastruktur Ibukota Distrik Baru 

tanggal 26 November 2007 ; 

- 1 (satu) lembar permohonan Distrik Firiwage No.900/14/DIS 

FR/XI/2007 kepada Bupati Kabupaten Boven Digoel perihal 

Bantuan Pembersihan Kampung dan Operasional Kampung-

kampung tanggal 27 November 2007 ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- senilai 

Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari Bendahara Sekretariat 

Daerah kepada YUSAK YALUWO, SH., M.Si untuk pembayaran 

Operasional Penunjang dalam rangka Koordinasi Kepala Daerah 

dengan Pemerintah Pusat tanggal 27 November 2007 ; 

- 2 (dua) lembar Kwitansi senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar 

rupiah) dari Bendahara Sekretariat Daerah kepada YUSAK 

YALUWO, SH., M.Si untuk Pembayaran Operasional Penunjang 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
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dalam rangka Koordinasi Kepala Daerah dengan Pemerintah 

Pusat tanggal 27 November 2007 ; 

57) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Boven Digoel kepada Kabag 

Keuangan perihal keluarkan dana Rp.1.000.000.000,- untuk 

perjalanan luar daerah tanggal 29 November 2007 ; 

- 28 (dua puluh delapan) lembar Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- 

tanggal 29 November 2007 dengan jumlah Rp.498.000.000,- 

(empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) ; 

- 37 (tiga puluh tujuh) lembar Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- bulan 

Desember 2007 dengan jumlah Rp.502.000.000,- (lima ratus dua 

juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- senilai 

Rp.1.000.000.000,- dari Bendahara Sekretariat Daerah kepada 

YUSAK YALUWO untuk Operasional Penunjang dalam rangka 

Koordinasi Kepala Daerah dengan Pemerintah Pusat tanggal 29 

November 2007 ; 

58) 1 (satu) lembar Voucher TR 01 Bank Rakyat Indonesia ; 

59) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. GDT 849252 ; 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar Surat No.640/26/Z/2006 perihal Pemindah - 

bukuan ; 

- 1 (satu) berkas Turunan Akta Jual Beli Kapal pada Notaris Nancy 

Nirwana Somalinggi, SH tanggal 16 Oktober 2006 ; 

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Uang Rp.2.450.000.000,- 

tanggal 27 Oktober 2005 ; 

60) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk biaya penerimaan kunjungan kerja 

Pejabat Negara/Departemen/Departemen/Lembaga Pemerintah  

Non Departemen - Luar Negeri sebesar Rp.600.000.000,- tanggal 

30 Oktober 2007 ; 

- 1 (satu) bendel Cek Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor Cek 

CEH. 288426 sampai dengan CEH. 288450 ; 

- 1 (satu) bendel Dokumen pengeluaran dana untuk dialog/audiensi 

dengan tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial 

dan masyarakat sebesar Rp.5.000.000.000,- Tahun Anggaran 

2007, dengan 1 (satu) lembar Disposisi dari Wakil Bupati Boven 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26
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Digoel ; 

- 1 (satu) bendel Dokumen pengeluaran dana untuk Kunjungan 

Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten 

Boven Digoel sebesar Rp.5.800.000.000,- Tahun Anggaran 2007 

dengan 1 (satu) lembar asli Disposisi dari Wakil Bupati Boven 

Digoel ; 

- 1 (satu) bendel Dokumen pengeluaran dana untuk Kegiatan 

Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

lainnya sebesar Rp.3.366.000.000,- Tahun Anggaran 2007, 

dengan 1 (satu) lembar asli Disposisi dari Wakil Bupati Boven 

Digoel ; 

- 1 (satu) bendel Dokumen pengeluaran dana untuk belanja 

operasional penunjang kegiatan penerimaan kunjungan kerja 

Pejabat Negara/Departemen Lembaga Pemerintah Non 

Departemen/Luar Negeri sebesar Rp.3.000.000.000,- Tahun 

Anggaran 2007 dengan 1 (satu) lembar asli Disposisi dari Wakil 

Bupati Boven Digoel ; 

- 1 (satu) bendel Dokumen pengeluaran dana untuk Kegiatan Rapat 

Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah sebesar 

Rp.2.000.000.000,- Tahun Anggaran 2007 dengan 1 (satu) lembar 

asli Disposisi dari Wakil Bupati Boven Digoel ; 

- 1 (satu) bendel Dokumen Pengeluaran Dana untuk Belanja 

Operasional Penunjang Kegiatan Rapat Koordinasi Unsur 

Muspida sebesar Rp.300.000.000,- Tahun Anggaran 2007 dengan 

1 (satu) lembar asli Disposisi dari Wakil Bupati Boven Digoel ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Kabupaten Boven Digoel kepada 

Kabag Keuangan (Pampilia Montayop) untuk pengeluaran 

sebesar Rp.2.000.000.000,- tanggal 4 September 2007 ; 

- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/149/SET/2007 sebesar 

Rp.2.000.000.000,- tanggal 4 September 2007 ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Kabupaten Boven Digoel kepada 

Kabag Keuangan (Pampilia Montayop) untuk pengeluaran 

sebesar Rp.2.000.000.000,- tanggal 4 Mei 2007 ; 

- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/152/SET/2007 sebesar 

Rp.2.000.000.000,- tanggal 4 September 2007 ; 

- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Kabupaten Boven Digoel kepada 

Kabag Keuangan (Pampilia Montayop) untuk pengeluaran 

sebesar Rp.1.000.000.000,- tanggal 4 September 2007 ; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27
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- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/153/SET/2007 sebesar 

Rp.1.000.000.000,- tanggal 4 September 2007 ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Kabupaten Boven Digoel kepada 

Kabag Keuangan (Pampilia Montayop) untuk pengeluaran 

sebesar Rp.500.000.000,- tanggal 4 September 2007 ; 

- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/150/SET/2007 sebesar 

Rp.500.000.000,- tanggal 4 September 2007 ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Kabupaten Boven Digoel kepada 

Kabag Keuangan (Pampilia Montayop) untuk pengeluaran dana 

sebesar Rp.1.000.000.000,- tanggal 4 September 2007 ; 

- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/153/SET/2007 sebesar 

Rp.1.000.000.000,- tanggal 4 September 2007 ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Kabupaten Boven Digoel kepada 

Kabag Keuangan untuk mengeluarkan dana sebesar 

Rp.600.000.000,- dalam rangka kunjungan kerja dalam daerah di 

Wilayah Distrik Jair dan Sekitarnya tanggal 30 Oktober 2007 ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bagian Keuangan (Sekda Boven Digoel) 

kepada Bendahara Sekda tanggal 30 Oktober 2007 ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk biaya penerimaan kunjungan kerja 

Pejabat Negara/Departemen/Departemen/Lembaga Pemerintah 

Non Departemen - Luar Negeri sebesar Rp.600.000.000,- tanggal 

30 Oktober 2007 ; 

61) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank BRI No.035203520541101240 

tanggal 25 Januari 2010, Rp.700.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank BRI No.03520352053110162 

tanggal 18 Februari 2010 Rp.1.000.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank BRI No.035203520541101241 

tanggal 25 Januari 2010 Rp.475.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Tanda Terima No.912/047-TT/VII/2007 tanggal 6 

Agustus 2007 mengenai Pembayaran Panjar Pengadaan Kapal 

Tugboat, Tongkang, Dragline ; 

62) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia Unit 

Tanah Merah tanggal 06 Agustus 2007 sebesar 

Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi dari Kepala Dinas Pertambangan dan 

Energi kepada Bendahara Dinas Pertambangan dan Energi 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

 
Hal. 29 dari 182 hal. Put. No.127 PK/Pid.Sus/2012 

 

 
 
 

 

tanggal 06 Agustus 2007 ; 

- 1 (satu) lembar Tanda Terima No.912/047-TT/VIII/2007 uang 

sejumlah Rp.3.000.000.000,- untuk Pengadaan Kapal Tugboat, 

Tongkan/Drag Line tanggal 06 Agustus 2007 ; 

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan No.912/087/VIII/2007 tanggal 27 

Juli 2007 yang ditandatangani JOHANIS TANETI ; 

- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/109/SET/07 tertanggal 

27 Juli 2007 ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi kepada Kabag Keuangan tanggal 26 

Juni 2007 ; 

- 1 (satu) lembar Surat No.912/068/VII/2007 perihal Permohonan 

Pinjaman/Panjar tanggal 25 Juli 2007 yang ditandatangani oleh 

JOHANIS TANETI ; 

- 1 (satu) lembar Surat No.26/PT/V/MRK-2009 perihal Surat 

Pernyataan Pembatalan Kontrak tanggal 3 Januari 2009 ; 

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan No.01/PT/III/MRK-2009 yang 

ditandatangani oleh Direktur PT. PERLITA (SULYADI) ; 

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesediaan untuk Menyetorkan 

Dana Kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tanggal 

13 Juli 2009 ; 

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesediaan untuk Menyetorkan 

Dana Kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tanggal 

13 Juli 2009 ; 

- 1 (satu) lembar SP2D BRI Unit Tanah Merah ; 

- 1 (satu) lembar SPM tanggal 12 November 2007 ; 

- 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri pengembalian cicilan 

dana Tongkang ; 

63) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar SPMU No.1980/IV/OP/2006 ; 

- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran No.900/039/SPP-

BT/XII/2006 ; 

- 1 (satu) lembar Faktur Tagihan No.04/BKN/BD/XI/2006 ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi Rp.4.840.550.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 15 November 

2006 ; 

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.552.2/ 

639/set/2006 tanggal 30 Agustus 2006 ; 

- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No.552.4/ 

Disclaimer
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639/ Set/2006 tanggal 30 Agustus 2006 ; 

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.552.3/ 

639/Set/2006 tanggal 30 Agustus 2006 ; 

- 1 (satu) lembar Surat No.027/624/BUP/2006 ; 

- 1 (satu) lembar Surat No.027/623/SET/2006 ; 

64) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI Kantor Cabang 

Merauke tanggal 11 Oktober 2006 senilai Rp.500.000.000,- (lima 

ratus juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI Kantor Cabang 

Merauke tanggal 28 September 2006 senilai Rp.400.000.000,- 

(empat ratus juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI Kantor Cabang  

Merauke tanggal 15 September 2006 senilai Rp.600.000.000,- 

(enam ratus juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI Kantor Cabang 

Merauke tanggal 26 September 2006 senilai Rp.500.000.000,- 

(lima ratus juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI Kantor Cabang 

Merauke tanggal 29 September 2006 senilai Rp.200.000.000,- 

(dua ratus juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI Kantor Cabang 

Merauke tanggal 06 Oktober 2006 senilai Rp.500.000.000,- (lima 

ratus juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI Kantor Cabang 

Merauke tanggal 06 Oktober 2006 senilai Rp.600.000.000,- (enam 

ratus juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI Kantor Cabang 

Merauke tanggal 06 Oktober 2006 senilai Rp.500.000.000,- (lima 

ratus juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI Kantor Cabang 

Merauke tanggal 06 Oktober 2006 senilai Rp.200.000.000,- (dua 

ratus juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar asli Surat Bupati Kabupaten Boven Digoel 

No.900/138/SET/06 kepada Kepala BRI Cabang Merauke tanggal 

30 Desember 2005 perihal Pemindahbukuan ; 

- 1 (satu) bendel yang terdiri dari 15 lembar Buku Kas Umum 

Pemegang Kas Bupati Boven Digoel tahun 2006 yang 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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ditandatangani Pembantu Bendahara Stabilitas Daerah 

(FRANSISCA YULIANA) ; 

- 3 (tiga) lembar Disposisi berikut 45 (empat puluh lima) lembar 

Kwitansi untuk pembayaran biaya Koordinasi ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi berikut 21 (dua puluh satu) lembar 

Kwitansi untuk pembayaran biaya pembersihan Kota Tanah 

Merah Kawasan Bandara ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi untuk Kegiatan Pelantikan, Peresmian 

dan Peletakan Batu Pertama berikut 10 (sepuluh) lembar 

Kwitansinya ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi untuk Bantuan Sosial Masyarakat berikut 

18 (delapan belas) lembar Kwitansinya ; 

- 2 (dua) lembar Disposisi berikut 4 (empat) lembar Kwitansi untuk 

Pembayaran Bantuan Beras ; 

- 2 (dua) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Biaya Operasional 

dalam rangka 17 Agustus 2006 ; 

- 3 (tiga) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Koordinasi Bupati ; 

- 2 (dua) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Tiket TMH-

Merauke ; 

- 3 (tiga) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Tunggu 

selama 2 jam di Bomakia ; 

- 2 (dua) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Biaya Tiket ; 

- 2 (dua) lembar Kwitansi untuk pembayaran biaya koordinasi ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Modal 

Usaha Ternak Ayam ; 

- 2 (dua) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan kepada 

Kapolsek Tanah Merah ; 

65) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Kabupaten Boven Didoel tanggal 

22 Desember 2006 kepada Kabag Keuangan untuk mengeluarkan 

dana Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk bantuan 

masyarakat ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan 

kepada WILIBRODUS ASAGI tanggal 28 Desember 2006 sebesar 

Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;  

- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan 

kepada THOBIAS KAMBANGGO tanggal 22 Desember 2006 

sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan 

kepada JULIUS KATOP tanggal 28 Desember 2006 sebesar 

Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan 

kepada ELIAS TOYAP tanggal 28 Desember 2006 sebesar 

Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan 

kepada ALFONSIUS BEAP tanggal 28 Desember 2006 sebesar 

Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan 

kepada YUNUS BIRAK tanggal 22 Desember 2006 sebesar 

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan 

kepada BENEDIKTA WAUK tanggal 28 Desember 2006 sebesar 

Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan 

kepada THEODORUS SAGI tanggal 22 Desember 2006 sebesar 

Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan 

kepada CHAMELAS UWAK tanggal 22 Desember 2006 sebesar 

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan 

kepada PAULUS KENONGJOM tanggal 22 Desember 2006 

sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan 

kepada SIMSON WAREMBA tanggal 22 Desember 2006 sebesar 

Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan 

kepada XAVERIUS KATINUN tanggal 22 Desember 2006 sebesar 

Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan 

kepada XAVERIUS KATINUN tanggal 22 Desember 2006 sebesar 

Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan 

kepada MARIA BAYUP tanggal 27 Desember 2006 sebesar 

Rp.2.002.490,- (dua juta dua ribu empat ratus sembilan puluh  

rupiah) ;  

66) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- 3 (tiga) lembar Daftar Penyetoran Kas dari Hasil Realisasi 

Temuan TL BPK-RI Perwakilan Papua Tahun Anggaran 2009 ; 

- 2 (dua) ) lembar Daftar Penyetoran Kas dari Hasil Realisasi 

Temuan TL Inspektorat Tahun Anggaran 2009 ; 

- 1 (satu) bendel foto copy Laporan Pelaksanaan Tindak Lanjut 

Hasil Pemeriksaan BPK-RI Tahun Anggaran 2006 ; 

- 8 (delapan) lembar foto copy Pemantauan Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan Atas Belanja Daerah Kabupaten Boven Digoel 

Tahun Anggaran 2006 ; 

- 5 (lima) lembar foto copy Pemantauan Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan Atas Belanja Daerah Kabupaten Boven Digoel 

Tahun Anggaran 2007 ; 

- 4 (empat) lembar foto copy Daftar Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan BPK RI Provinsi Papua-Kabupaten Boven Digoel 

Tahun Pemeriksaan 2006 ; 

- 4 (empat) lembar foto copy daftar Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan BPK RI Provinsi Papua-Kabupaten Boven Digoel 

Tahun Pemeriksaan 2007 ; 

67) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar SPMU No.0053/I/OP/2007, 3 (tiga) lembar asli 

SPP-BT No.900/04/SPP-BT/II/2007, 1 (satu) lembar asli Kwitansi 

untuk pembayaran biaya operasional kapal LCT, 1 (satu) lembar 

asli rincian biaya pengeluaran operasional kapal LCT ; 

- 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Pemegang Kas bulan Desember 

2006 tanggal 31 Desember 2006 ; 

- 4 (empat) lembar Perjanjian Kerjasama antara Pemda Boven 

Digoel dengan PT. Bangun Karya Nusantara tentang 

Pengoperasian Kapal LCT (KM Wambon Boven Digoel) No.550/ 

477/BUP/2007 dan 010/BKN-6/07n tanggal 13 Juni 2007 ; 

- 2 (dua) lembar Kesepakatan Bersama (MoU) antara Pemda 

Boven Digoel dengan PT. Bangun Karya Nusantara tentang 

Pengoperasian Kapal LCT (KM Wambon Boven Digoel) No.550/ 

476/BUP/2007 dan 09/BKN-6/07n tanggal 11 Juni 2007 ; 

68) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Daftar Verifikasi SPJ pada Sekretariat Daerah 

Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2007 tanggal 14 

Agustus 2009 sebesar Rp.8.000.000.000,- yang ditandatangani 

oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Drs. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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SEPNATH WATTIMENA, M.Si dan Kasubag Verifikasi PAMFILIA 

F MONTAYOP, SE ; 

- 4 (empat) lembar Register Pengesahan Laporan Pertanggung-

jawaban Pengeluaran (SPJ) tanggal 14 Agustus 2009 yang 

ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Drs. ASAF TANDI dan 

Bendahara PATRISIA MOGAN, Amd ; 

- 1 (satu) bendel Kwitansi terdiri dari 6 (enam) lembar asli Kwitansi 

bermeterai Rp.6.000,- dengan total sejumlah Rp.1.000.000.000,- 

(satu milyar rupiah) ; 

- 1 (satu) Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- senilai Rp.825.000.000, 1 

(satu) lembar asli Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- senilai 

Rp.550.000.000, 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermeterai 

Rp.6.000,- senilai Rp.561.625.000, 5 (lima) lembar Daftar Bantuan 

Untuk Masyarakat Distrik Kouh, 20 (dua puluh) lembar asli 

Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- dengan total sejumlah 

Rp.2.052.000.000,- ; 

- 29 (dua puluh sembilan) lembar Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- 

dengan total sejumlah Rp.498.000.000,- (empat ratus sembilan 

puluh delapan juta rupiah) ;  

69) 4 (empat) lembar Rekening Koran Keuangan Setda Boven Digoel 

No. Rek. 31-39-0041 bulan Januari 2006 ; 

70) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar CEK Bank BRI No. CEI. 288426 telah dicairkan 

tanggal 27 Desember 2006 ; 

- 1 (satu) lembar CEK Bank BRI No. CEI. 288427 telah dicairkan 

tanggal 3 Januari 2007 ; 

- 1 (satu) lembar CEK Bank BRI No. CEI. 288430 telah dicairkan 

tanggal 9 Oktober 2007 ; 

- 1 (satu) lembar CEK Bank BRI No. CEI. 288431 telah dicairkan 

tanggal 11 Oktober 2007 ; 

- 1 (satu) lembar CEK Bank BRI No. CEI. 288444 telah dicairkan 

tanggal 12 November 2007 ; 

- 1 (satu) lembar CEK Bank BRI No. CEI. 288449 telah dicairkan 

tanggal 14 November 2007 ; 

- 1 (satu) lembar CEK Bank BRI No. CEI. 288450 telah dicairkan 

tanggal 15 November 2007 ; 

- 1 (satu) lembar CEK Bank BRI No. CEI. 493702 telah dicairkan 

tanggal 15 November 2007 ; 

Disclaimer
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- 1 (satu) lembar CEK Bank BRI No. CEI. 493703 telah dicairkan 

tanggal 29 November 2007 ; 

- 1 (satu) lembar CEK Bank BRI No. CEI. 493704 telah dicairkan 

tanggal 29 November 2007 ; 

71) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar bukti Setoran Tunai tanggal 27 Oktober 2005 atas 

nama John Ramli Sumual 1 (satu) lembar Rekening Koran 

Pinjaman No. Rek. 0352-01-002654-10-9 atas nama John Ramli 

Sumual ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi realisasi pinjaman ; 

- 1 (satu) lembar bukti Setoran Tunai tanggal 27 Oktober 2005 atas 

nama John Ramli Sumual ; 

72) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Perjalanan Dinas Luar Daerah 

Bupati Tahun 2007 ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Sekretaris Kabupaten Boven Digoel 

tanggal 27 November 2007 ; 

- 1 (satu) lembar SPPD Bupati No.094/2135/SPPD/2007 tanggal 27 

November 2007 ; 

- 1 (satu) lembar Surat Penugasan Bupati No.094/2135/Tahun 2007 

tanggal 27 November 2007 ; 

73) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Dokumen Pengiriman Uang (TR 01) BRI No.Remit 

380901001848652 tanggal 25-06-2007 kepada HENGKI KAYOI 

atas permintaan FAMFILIA sejumlah Rp.3.210.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Dokumen Pengiriman Uang (TR 02) BRI 

035203520544646 259 tanggal 25-06-2007 atas nama HENGKI 

KAYOI sejumlah Rp.3.210.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Dokumen Pengiriman Uang (TR 01) BRI No.Remit 

380901001964658 tanggal 26-06-2007 kepada HENGKI KAYOI 

atas permintaan FAMFILIA sejumlah Rp.1.000.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Dokumen Pengiriman Uang (TR 02) BRI 

035203520544646 175 tanggal 26-06-2007 atas nama HENGKI 

KAYOI sejumlah Rp.1.000.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Dokumen Pengiriman Uang (TR 01) BRI No.Remit 

380901003562650 tanggal 20-11-2007 kepada HENGKI KAYOI 

atas permintaan MARCELINA TUKON sejumlah 

Rp.4.000.000.000,- ; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35
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- 1 (satu) lembar Dokumen Pengiriman Uang (TR 02) BRI 

035203520544646 216 tanggal 20-11-2007 atas nama HENGKI 

KAYOI sejumlah Rp.4.000.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Dokumen Pengiriman Uang (TR 01) BRI No.Remit 

380901002929655 tanggal 27-09-2007 kepada HENGKI KAYOI 

atas permintaan MARCELINA TUKON sejumlah 

Rp.10.500.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Dokumen Pengiriman Uang (TR 02) BRI 

035203520544646 338 tanggal 04-10-2007 atas nama HENGKI 

KAYOI sejumlah Rp.10.500.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Dokumen Pengiriman Uang (TR 01) BRI No.Remit 

38093809051470194 tanggal 03-09-2007 kepada HENGKI KAYOI 

atas permintaan YULITA IMAP sejumlah Rp.15.000.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Dokumen Pengiriman Uang (TR 02) BRI 

035203520534646 15 tanggal 11-09-2007 atas nama HENGKI 

KAYOI sejumlah Rp.15.000.000.000,- ; 

74) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Surat No.01/IP/DPRD/BD/2005 perihal 

Persetujuan Ijin Prinsip tanggal 8 Desember 2005 ; 

- 1 (satu) bendel Keputusan Gubernur Provinsi Papua No.65 Tahun 

2006 tentang Petunjuk Pengelolaan Dana Penerimaan Khusus 

Dalam Rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun Anggaran 

2006 ; 

- 1 (satu) bendel Keputusan Gubernur Provinsi Papua No.82 Tahun 

2007 tentang Petunjuk Pengelolaan Dana Penerimaan Khusus 

Dalam Rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun Anggaran 

2007 ; 

- 1 (satu) bendel Keputusan Gubernur Provinsi Papua No.198 

Tahun 2009 tentang Petunjuk Pengelolaan Dana Penerimaan 

Khusus Dalam Rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun 

Anggaran 2010 ; 

75) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Voucher BRI UM 02 tanggal 17 Januari 2007, 1 

(lembar) SPMU No.1980/IV/OP/2006 ; 

- 1 (satu) lembar SPMU No.0053/I/OP/2007 ; 

- 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D/915/SET/K/074/2007, 1 (lembar) 

SPMU No.SP2D/915/SET/K/074/2007, 3 (tiga) lembar SPP ; 

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Nota Pembayaran No.915/453/ 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36
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SET/2006, 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro No. GDV 348197 ; 

- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/738/SET/2006 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 345552, 1 (satu) lembar Print Out 

tanggal 13 Agustus 2007, 1 (satu) lembar foto copy cap basah 

Surat Bupati Boven Digoel No.900/652/SET/07 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 345553, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar asli Surat Bupati Boven Digoel No.900/853/ 

BUP/07 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 345556, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Boven Digoel No.900/ 

890/SET/07 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343376, 1 (satu) lembar Slip Setoran 

BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343377, 1 (satu) lembar Slip Setoran 

BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343378, 1 (satu) lembar Slip Setoran 

BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343129, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar Surat Bupati Boven Digoel No.915/141/ 

SET/07 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343118, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar Surat Bupati Boven Digoel No.915/129/ 

SET/07 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343135, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/147/SET/07 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343124, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/134/SET/07 ; 

- 1 (satu) lembar Slip BRI, 1 (satu) lembar asli UM 04 ; 

- 1 (satu) lembar Slip BRI, 1 (satu) lembar asli UM 04 ; 

- 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343104, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D/915/SET/K/070/2007, 1 (satu) 

lembar SPM No.SPM/915/SET/K/070/2007, 3 (tiga) lembar SPP 

No.SPP/915/SET/K/070/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343115, 1 (satu) lembar Voucher UM 

6, 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D/915/SET/K/073/2007, 1 (satu) 

lembar SPM No.SPM/915/SET/K/073/2007, 3 (tiga) lembar SPP 

No.SPP/915/SET/K/073/2007 ; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

 
Hal. 38 dari 182 hal. Put. No.127 PK/Pid.Sus/2012 

 

 
 
 

 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 342944, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D/915/SET/K/063/2007, 1 (satu) 

lembar SPM No.SPM/915/SET/K/063/2007, 3 (tiga) lembar SPP 

No.SPP/915/SET/K/063/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343119, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/130/SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343127, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/139/SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343121, 1 (satu) lembar Voucher 

BRI UM 04 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343136, 1 (satu) lembar Voucher 

BRI UM 06 ; 

- 1 (satu) lembar SPMU No.0769/III/OP/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343117, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar Surat Bupati Boven Digoel No.915/128/SET/ 

2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343116, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/122/SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343120, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.916/131/SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343133, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar Surat Bupati Boven Digoel No.915/146/SET/ 

2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343138, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/153/SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343141, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/150/SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343139, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/149/SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343142, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/152/SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar SP2D No.0905/IV/UP/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 346991, 1 (satu) lembar Voucher UM 

04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/002/Keu/2007, 1 

(satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 346993, 1 (satu) lembar Voucher UM 

04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/248/SET/2007, 1 

(satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38
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- 1 (satu) lembar BG No. GDV 346994, 1 (satu) lembar Voucher UM 

04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/012/SET/2007, 1 

(satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 346995, 1 (satu) lembar Voucher UM 

04, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Nota Pembayaran No.915/ 

013/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 346999, 1 (satu) lembar Voucher UM 

04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/018/SET/2007, 1 

(satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 347278, 1 (satu) lembar Voucher UM 

04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/020/SET/2007, 1 

(satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 347280, 1 (satu) lembar Voucher UM 

04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/022/SET/2007, 1 

(satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 347281, 1 (satu) lembar Voucher UM  

- 04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/023/SET/2007, 1 

(satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 347288, 1 (satu) lembar Voucher UM 

04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/029/SET/2007, 1 

(satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 347289, 1 (satu) lembar Voucher UM 

04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/031/SET/2007, 1 

(satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 347293, 1 (satu) lembar Voucher UM 

04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/032/SET/2007, 1 

(satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 347298, 1 (satu) lembar Voucher UM 

04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/037/SET/2007, 1 

(satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 347441, 1 (satu) lembar Voucher UM 

04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/058/SET/2007, 1 

(satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 347446, 1 (satu) lembar Voucher UM 

04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/062/SET/2007, 1 

(satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI, 1 (satu) lembar BG No. 

GDV 347445, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar 

Nota Pembayaran No.915/062/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39
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Pengiriman Uang BRI, 1 (satu) lembar foto copy Disposisi Bupati 

Boven Digoel kepada Kabag Keuangan ; 

- 1 (satu) lembar Voucher TR 02 BRI, 1 (satu) lembar Voucher UM 

04, 1  (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 347450, 1 (satu) lembar Voucher UM 

04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/066/SET/2007, 1 

(satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 347802, 1 (satu) lembar Voucher UM 

04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/068/SET/2007, 1 

(satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 342803, 1 (satu) lembar Voucher UM 

04, 1 (satu) lembar foto copy Nota Pembayaran No.915/069/SET/ 

2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI, 1 (satu) lembar 

SP2D No.SP2D/915/SET/K/041/2007, 1 (satu) lembar SPM 

No.SPM/915/SET/K/041/2007, 3 (tiga) lembar SPP No.SPP/915/ 

SET/K/041/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 342812, 1 (satu) lembar Voucher UM 

04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/076/SET/2007, 1 

(satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 342818, 1 (satu) lembar Voucher UM 

04, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/084/ 

SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 342815, 1 (satu) lembar Voucher UM 

04, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/079/ 

SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 342825, 1 (satu) lembar Voucher UM 

04, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/089/ 

SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No.GDV 342931, 1 (satu) lembar  Voucher UM 

04, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/095/ 

SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 342934, 1 (satu) lembar Voucher UM 

04, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/098/ 

SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 342937, 1 (satu) lembar Voucher UM 

04, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/101/ 

SET/ 2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 342942, 1 (satu) lembar Voucher UM 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40
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04, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/100/ 

SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 342938, 1 (satu) lembar Voucher UM 

04, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/105/ 

SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI, 1 (satu) 

lembar BG No. GDV 342935, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 

(satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/099/ 

SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 342950, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/113/SET/2007, 1 

(satu) lembar Surat No.B-058/KC-XIII/08/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343103, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/116/SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343106, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/117/ 

SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343105, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/118/ 

SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343113, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/123/ 

SET/2007, 1 (satu) lembar Surat No.B-077/KC-XIII/08/2007, 1 

(satu) lembar Rekening Koran Pemerintah Kabupaten Boven 

Digoel ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343112, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/126/ 

SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343122, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/136/ 

SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343130, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/142/ 

SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343131, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/143/ 

SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343148, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/157/ 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41
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SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343392, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/172/ 

SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343386, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/166/ 

SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343388, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/165/ 

SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343396, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/180/ 

SET/2007 ; 

- 3 (tiga) lembar Voucher UM 06, 2 (dua) lembar foto copy Surat 

Bupati Boven Digoel tanggal 9 Agustus 2007, 1 (satu) lembar foto 

copy Cek No.CEA 20178 ; 

- 1 (satu) lembar KCTT-01 No.Rek.0352-01-000367-30-8 Dana 

Otsus Pemda Boven Digoel, 1 (satu) lembar KCTT-01 No Rek. 

0352-01-000367-30-8 Pemda Boven Digoel Dana Otsu, 2 (dua) 

lembar foto copy KTP an. Domin J. Ulian dan an. Robertus 

Anggawen, 1 (satu) lembar asli blanko SG-01, 2 (dua) lembar asli 

blanko SG-03, 2 (dua) lembar asli Surat Bupati Boven Digoel 

No.900/600 ; 

- 1 (satu) lembar KCTT-01 No Rek. 0352-01-000245-30-2 an.  

- Pemda Boven Digoel Dana DAU, 1 (satu) lembar foto copy KTP  

an. Domin J. Ulian dan an. Robertus Anggawen, 1 (satu) lembar 

asli blanko SG-01, 1 (satu) lembar asli blanko SG-03, 2 (dua) 

lembar foto copy Keputusan Bupati Boven Digoel No.6 Tahun 

2004, 1 (satu) lembar foto copy Surat No.900/101, 2 (dua) lembar 

Surat Bupati Boven Digoel No.900/07/BUP/2008 ; 

76) 1 (satu) bendel Dokumen SPP, SPM, dan SP2D : 

77) 1 (satu) bendel Print Out Bank BRI No.Rek.0000035201000367308 

Pemerintah Kabupaten Boven Digoel DAU periode 1/04/06-30/  

11/07 ; 

78) 1 (satu) bendel Print Out Bank BRI No.Rek.0000035201000328304 

Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Dana Alokasi Khusus Non 

Regoisasi Periode 1/04/06-30/11/07 ; 

79) 1 (satu) bendel Print Out Bank BRI No.Rek.0000035201000243304 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42
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Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Bendahara Bantuan Sosial 

Bendahara Bagian Keuangan Boven Didoel Periode 01/01/07-

10/08/00 ; 

80) 1 (satu) buah Buku Peraturan Bupati Kabupaten Boven Digoel No.3 

Tahun 2007 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Boven Digoel 

Tahun Anggaran 2007 ; 

81) 1 (satu) buah Buku Peraturan Bupati Kabupaten Boven Digoel No.1 

Tahun 2005 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Boven Digoel 

Tahun Anggaran 2005 ; 

82) 1 (satu) buah Buku Peraturan Bupati Kabupaten Boven Digoel No.2 

Tahun 2005 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Boven Digoel 

Tahun Anggaran 2005 ; 

83) 1 (satu) buah Buku Peraturan Bupati Kabupaten Boven Digoel No.1 

Tahun 2006 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Boven Digoel 

Tahun Anggaran 2006 ; 

84) 1 (satu) buah Buku Peraturan Kabupaten Boven Digoel No.3 Tahun  

2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2007 ; 

85) 1 (satu) buah Buku Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel No.3 

Tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 ; 

86) 1 (satu) buah Buku Laporan Pertanggungjawaban Bupati Boven 

Digoel tentang Penggunaan Dana Stabilitas Daerah (Tahun  

Anggaran 2006) ; 

87) 1 (satu) buah Buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat 

Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2007 ; 

88) 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Boven Digoel 

Tahun Anggaran 2007 Pemda Boven Digoel ; 

89) 1 (satu) buah Kontrak No.050/170.a/DISTAMBEN/2007 tanggal 4 

Desember 2007 untuk Pengadaan Tongkang Kabupaten Boven 

Digoel senilai Rp.2.998.000.000,- (dua milyar sembilan ratus 

sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan pelaksana PT.  

PERLITA ; 

90) 1 (satu) buah Kontrak No.903/36/III/2008 tanggal 9 April 2008 untuk 

Pengadaan Tug Boat dan Crene Pengeruk Pasir Kabupaten Boven 

Digoel senilai Rp.2.725.910.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh 

lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan pelaksana PT. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 43
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PERLITA ; 

91) 1 (satu) buah Buku Kontrak No.027/92/SET/2006 tentang 

Pengadaan 1 Unit Kapal Tanker LCT 180 sebesar 

Rp.4.840.550.000,- tanggal 17 Juli 2006 ; 

92) 1 (satu) buah Buku Kas Umum (BKU) Tahun Anggaran 2007 

Pemerintah Kabupaten Boven Digoel ; 

93) 1 (satu) buah Buku Kas Umum Bulan Oktober dan November 2007 ; 

94) 1 (satu) bendel Buku Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 

tahun 2006 ;  

95) 1 (satu) bendel Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Jayapura atas 

Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan Dalam Rangka 

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Boven Digoel Tahun Anggaran 2006 ; 

96) 1 (satu) Buku BPK RI Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan atas 

Laporan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten  

Boven Digoel Tahun Anggaran 2007 No.4/KLHP/XIX.JYP/12/08 

tanggal 18 Desember 2008 ;  

97) 1 (satu) Buku Rekapitulasi PKPT Hasil Pemeriksaan Inspektorat 

Kabupaten Boven Digoel Tahun 2007/2008 ; 

98) 1 (satu) buah Buku warna kuning bertuliskan Badan Pemeriksa 

Keuangan Republik Indonesia Hasil Pemeriksaan Tujuan Tertentu  

atas Pelaksanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 dan 2006 

pada Kabupaten Boven Digoel di Tanah Merah ; 

99) 1 (satu) bendel Catatan tulisan tangan dengan tulisan masukan Tim 

Telahan BPK Pengendalian ; 

100) 1 (satu) buah Buku Notes warna coklat dengan tulisan Felix   

Verguso ; 

101) 1 (satu) buah Buku Notes warna hitam yang pada sampulnya 

bertuliskan POCKET ORGANIZER berwarna kuning keemasan ; 

102) 1 (satu) bendel Buku Kas Umum (BKU) Bulan Oktober 2007 

Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dan Dokumen perinciannya ; 

103) 1 (satu) bendel Dokumen Buku Kas Umum Bendahara Bantuan 

Sosial Tahun 2005 ; 

104) 1 (satu) bendel Dokumen Buku Kas Umum Bendahara Bantuan 

Sosial Tahun 2006 ; 

Dilampirkan dalam berkas perkara ; 

5.  Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- 

(sepuluh ribu rupiah) ; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat No.15/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST. tanggal 02 

November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :  

1. Menyatakan Terdakwa YUSAK YALUWO, SH., M.Si. terbukti secara sah 

dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagai 

perbuatan perbarengan ; 

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa YUSAK YALUWO, 

SH., M.Si. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, 

dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan  

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana 

kurungan selama 6 (enam) bulan ;  

3. Menghukum Terdakwa YUSAK YALUWO, SH., M.Si. untuk membayar uang 

pengganti sebesar Rp.45.772.287.123,- (empat puluh lima milyar tujuh ratus 

tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh 

tiga rupiah) selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan ini memperoleh  

kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan apabila setelah lewatnya waktu 

tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta 

kekayaannya disita dan dilelang untuk memenuhi pembayaran uang 

pengganti dimaksud, dan apabila Terdakwa tetap tidak memenuhi  

pembayaran uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana penjara 

selama 2 (dua) tahun ; 

4. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan 

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 

5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 

6. Memerintahkan barang-barang bukti berupa : 

1)  Uang Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ; 

2)  Uang Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta   

rupiah) ; 

Dirampas untuk Negara ; 

3)  Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.81-724 Tahun 2005  

tentang Pemberhentian Pejabat Bupati dan Pengesahan 

Pengangkatan Bupati Boven Digoel Provinsi Papua tanggal 10 

Agustus 2005 (2 lembar Kabag TU Kementerian Dalam Negeri) ; 

4)  Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten Boven Digoel tanggal 12 September 2005 (1 lembar   

asli) ; 

Dikembalikan Kepada Terdakwa ; 

5)  1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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-  1 (satu) lembar Nota Dinas untuk Koordinasi dengan Pemerintah 

Pusat ; 

-  1 (satu) lembar Kwitansi ;  

6)  1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

-  1 (satu) lembar Nota Dinas untuk pembayaran Koordinasi dengan 

Kabupaten Merauke ; 

-  1 (satu) lembar Kwitansi ; 

7)  1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

-  1 (satu) lembar Nota Dinas untuk pembayaran biaya Koordinasi 

dengan kabupaten Induk ; 

-  1 (satu) lembar Kwitansi ; 

8)  1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

-  1 (satu) lembar Disposisi Bupati ; 

-  1 (satu) lembar Disposisi Plt. Kabag Keuangan ; 

-  2 (dua) lembar Kwitansi tanda terima ; 

-  1 (satu) lembar UM 02 ; 

9)  1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

-  1 (satu) lembar Disposisi Bupati dalam rangka Pemilu ; 

-  1 (satu) lembar Disposisi Plt. Kabag Keuangan ; 

-  2 (dua) lembar Kwitansi tanda terima ; 

10)  1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

-  1 (satu) lembar Nota Dinas untuk biaya dalam rangka audiensi 

Bupati ; 

-  1 (satu) lembar Kwitansi ; 

11)  1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

-  1 (satu) lembar Nota Dinas untuk biaya Koordinasi ; 

-  1 (satu) lembar Kwitansi ; 

12)  1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

-  1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang Nomor SPMU : 

0004/I/OP/2007 beserta 3 (tiga) lembar lampirannya ; 

-  1 (satu) lembar Disposisi Bupati ; 

-  1 (satu) lembar Disposisi Bag. Keuangan ; 

-  3 (tiga) lembar Kwitansi ; 

-  1 (satu) lembar UM 02 ; 

13)  1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

-  1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk Kunjungan Kasum ABRI ; 

-  1 (satu) lembar Disposisi Bagian Keuangan ; 

-  3 (tiga) lembar Kwitansi ; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 46



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

 
Hal. 47 dari 182 hal. Put. No.127 PK/Pid.Sus/2012 

 

 
 
 

 

14)  1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

-  1 (satu) lembar Nota Dinas untuk Koordinasi dengan Bappenas 

Jakarta ; 

-  3 (tiga) lembar Kwitansi ; 

15)  1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

-  1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/436 ; 

-  1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/436 ; 

-  1 (satu) lembar Bilyet Giro No.GDV 348193 ; 

-  1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

-  1 (satu) lembar UM 04 ; 

16)  1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

-  1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.900/438/SET/2006 ; 

-  1 (satu) lembar Bilyet Giro No.GDV 348195 ; 

-  1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

-  1 (satu) lembar UM 04 ; 

17) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

-  1 (satu) lembar Nota Dinas untuk Study Mahasiswa Distrik Kouh ; 

-  1 (satu) lembar Kwitansi ; 

18) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

-  1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

-  1 (satu) lembar UM 04 ; 

19)  1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar UM 04 ; 

20)  1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang Nomor SPMU :  

0005/I/OP/2007 berikut 3 (tiga) lembar lampirannya ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bagian Keuangan ; 

- 3 (tiga) lembar Kwitansi ; 

21)  1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar UM 04 ; 

22) 3 (tiga) lembar Kwitansi untuk pembayaran Bantuan Biaya Kepada 

Masyarakat ; 

23) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Nota Dinas untuk Kunjungan Kerja Bupati ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi ; 

24) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 47
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- 1 (satu) lembar Disposisi untuk Koordinasi ; 

- 3 (tiga) lembar Kwitansi ; 

25) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar UM 04 ; 

26) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar UM 04 ; 

27) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.GDV 346318 ; 

28) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.GDV 346320 ; 

29) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran dari Bupati ; 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar UM 04 ; 

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.GDV 346322 ; 

30) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar UM 04 ; 

31) 2 (dua) lembar Kwitansi untuk pembayaran Bantuan untuk Gereja 

dan Masjid ; 

32) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk Koordinasi dengan 

Bappenas Jakarta ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi ; 

33) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk Kegiatan Natal ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi ; 

34) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang Nomor SPMU : 

0002/I/OP/2007 berikut 3 (tiga) lembar lampirannya ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk Safari Natal ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bagian Keuangan ; 

- 3 (tiga) lembar Kwitansi ; 

35) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 48
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- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk Biaya Natal dan Tahun 

Baru ; 

- 3 (tiga) lembar Kwitansi ; 

36) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang Nomor SPMU : 

0003/I/OP/2007 berikut 3 (tiga) lembar lampirannya ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk Safari Natal ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bagian Keuangan ; 

- 3 (tiga) lembar Kwitansi ; 

37) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang Nomor SPMU :  

0006/I/OP/2007 berikut 3 (tiga) lembar lampirannya ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk Pembangunan Gereja ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bagian Keuangan ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi ; 

38) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang Nomor SPMU : 

0007/I/OP/2007 berikut 1 (satu) bendel lampirannya ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk kunjungan ke Distrik 

Arimob ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bagian Keuangan ; 

- 4 (empat) lembar Kwitansi ; 

39) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang Nomor SPMU : 

0009/I/OP/2007 berikut 1 (satu) bendel lampirannya ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk peresmian kawasan   

wisata ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bagian Keuangan ; 

- 3 (tiga) lembar Kwitansi ; 

40) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang Nomor SPMU : 

0008/I/OP/2007 berikut 1 (satu) bendel lampirannya ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk kegiatan pemerintahan ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bagian Keuangan ; 

- 3 (tiga) lembar Kwitansi ; 

41) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk disposisi bantuan ; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 49
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- 1 (satu) lembar Kwitansi ; 

42) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk bantuan masyarakat ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi ; 

43) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk bantuan masyarakat ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi ; 

44) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk bantuan masyarakat ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi ; 

45) 1 (satu) lembar Voucher TR 01 Pengiriman Uang BRI tanggal 25 

Juni 2007 senilai Rp.3.210.000.000,00 ; 

46) 1 (satu) lembar Voucher TR 01 Pengiriman Uang BRI tanggal 26 

Juni 2007 senilai Rp.1.000.000.000,00 ; 

47) 1 (satu) lembar Cek No. CEH 288433 ; 

48) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D:0902/UP/IV/2007 ; 

- 2 (dua) lembar SPM No.SPM/900/57/SETDA/2007 ; 

- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran No.900/57/SPP-

UP/2007 ; 

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP ; 

- 1 (satu) lembar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran 

No.900/57/SPP-UP/2007 ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Boven Digoel ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar 

Rp.200.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar 

Rp.100.000.000,- ; 

49) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D:0903/UP/IV/2007 ; 

- 1 (satu) lembar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran 

No.900/58/SPP-UP/2007 ; 

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran No.900/58/SPP-

UP/2007 ; 

- 1 (satu) lembar Rincian Pengeluaran Berdasarkan kegiatan ; 

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP ; 

- 2 (dua) lembar SPM No.SPM/900/58/SETDA/2007 ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Boven Digoel ; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 50
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- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar 

Rp.1.000.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar 

Rp.670.000.000,- ; 

50) 1 (satu) lembar Cek No. CEH 288434 ; 

51) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D:0905/UP/IV/2007 ; 

- 1 (satu) lembar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran 

No.900/60/SPP-UP/2007 ; 

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran No.900/60/SPP-

UP/2007 ; 

- 1 (satu) lembar Rincian Pengeluaran Berdasarkan kegiatan ; 

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP ; 

- 3 (tiga) lembar SPM No.SPM/900/61/SETDA/2007 ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Boven Digoel ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar 

Rp.2.000.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar 

Rp.1.142.000.000,- ; 

52) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D:0904/UP/IV/2007 ; 

- 3 (tiga) lembar SPM No.SPM/900/59/SETDA/2007 ; 

- 1 (satu) lembar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran 

No.900/59/SPP-UP/2007 ; 

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran No.900/59/SPP-

UP/2007 ; 

- 1 (satu) lembar Rincian Pengeluaran Berdasarkan kegiatan ; 

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP ; 

- 2 (dua) lembar Disposisi Bupati Boven Digoel ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar  

- Rp.2.000.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar 

Rp.1.000.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar 

Rp.1.900.000.000,- ; 

53) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- senilai 

Rp.3.000.000.000,- dari Bupati Boven Digoel untuk pembayaran 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 51
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biaya operasional dan persiapan kegiatan kunjungan Bupati 

dalam rangka peresmian gereja Reformasi dan kunjungan kerja di 

Distrik Bomakia ; 

- 1 (satu) bendel rincian pengeluaran di Distrik Bomakia ; 

- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- senilai 

Rp.3.000.000.000,- dari Bendahara Sekretariat Daerah kepada  

YUSAK YALUWO untuk Pembayaran Operasional Pemerintah 

terkait dengan kunjungan ke Distrik Bomakia tanggal 14 

November 2007 ; 

54) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D:0901/UP/IV/2007 ; 

- 2 (dua) lembar SPM No.SPM/900/56/SETDA/2007 ; 

- 2 (dua) lembar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran 

No.900/56/SPP-UP/2007 ; 

- 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran No.900/56/SPP-

UP/2007 ; 

- 2 (dua) lembar Rincian Pengeluaran Berdasarkan kegiatan ; 

- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP ; 

- 2 (dua) lembar Disposisi Bupati Boven Digoel ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar 

Rp.1.000.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar 

Rp.600.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar 

Rp.1.000.000.000,- ; 

55) 1 (satu) lembar Cek No. CEH 288445 ; 

- 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D:0900/UP/IV/2007 ; 

- 2 (dua) lembar SPM No.SPM/900/55/SETDA/2007 ; 

- 1 (satu) lembar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran 

No.900/55/SPP-UP/2007 ; 

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran No.900/55/SPP-

UP/2007 ; 

- 1 (satu) lembar Rincian Pengeluaran Berdasarkan kegiatan ; 

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Boven Digoel ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar 

Rp.4.000.000.000,- ; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 52
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- 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar 

Rp.1.000.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Cek No. CEH 288448 ; 

56) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Boven Digoel kepada Kabag 

Keuangan untuk perjalanan luar daerah tanggal 27 November   

2007 ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- senilai 

Rp.2.000.000.000,- dari Bupati Boven Digoel untuk bantuan Dana 

Pembangunan Infrastruktur tanggal 27 November 2007 ; 

- 1 (satu) lembar permohonan Distrik Firiwage No.900/12/DIS 

FR/XI/2007 kepada Bupati Kabupaten Boven Digoel perihal 

Bantuan Biaya Angkut 150 unit solarcell ke Firiwage tanggal 26 

November 2007 ; 

- 1 (satu) lembar permohonan Distrik Firiwage No.900/13/DIS  

FR/XI/2007 kepada Bupati Kabupaten Boven Digoel perihal 

Bantuan Dana Pembangunan Infrastruktur Ibukota Distrik Baru 

tanggal 26 November 2007 ; 

- 1 (satu) lembar permohonan Distrik Firiwage No.900/14/DIS 

FR/XI/2007 kepada Bupati Kabupaten Boven Digoel perihal 

Bantuan Pembersihan Kampung dan Operasional Kampung-

kampung tanggal 27 November 2007 ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- senilai 

Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari Bendahara Sekretariat 

Daerah kepada YUSAK YALUWO, SH., M.Si untuk pembayaran 

Operasional Penunjang dalam rangka Koordinasi Kepala Daerah 

dengan Pemerintah Pusat tanggal 27 November 2007 ; 

- 2 (dua) lembar Kwitansi senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar 

rupiah) dari Bendahara Sekretariat Daerah kepada YUSAK 

YALUWO, SH., M.Si untuk Pembayaran Operasional Penunjang 

dalam rangka Koordinasi Kepala Daerah dengan Pemerintah 

Pusat tanggal 27 November 2007 ; 

57) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Boven Digoel kepada Kabag 

Keuangan perihal keluarkan dana Rp.1.000.000.000,- untuk 

perjalanan luar daerah tanggal 29 November 2007 ; 

- 28 (dua puluh delapan) lembar Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- 

tanggal 29 November 2007 dengan jumlah Rp.498.000.000,- 
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(empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) ; 

- 37 (tiga puluh tujuh) lembar Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- bulan 

Desember 2007 dengan jumlah Rp.502.000.000,- (lima ratus dua 

juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- senilai 

Rp.1.000.000.000,- dari Bendahara Sekretariat Daerah kepada 

YUSAK YALUWO untuk Operasional Penunjang dalam rangka 

Koordinasi Kepala Daerah dengan Pemerintah Pusat tanggal 29 

November 2007 ; 

58) 1 (satu) lembar Voucher TR 01 Bank Rakyat Indonesia ; 

59) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. GDT 849252 ; 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar Surat No.640/26/Z/2006 perihal Pemindah - 

bukuan ; 

- 1 (satu) berkas Turunan Akta Jual Beli Kapal pada Notaris Nancy 

Nirwana Somalinggi, SH tanggal 16 Oktober 2006 ; 

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Uang Rp.2.450.000.000,- 

tanggal 27 Oktober 2005 ; 

60) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk biaya penerimaan kunjungan kerja 

Pejabat Negara/Departemen/Departemen/Lembaga Pemerintah  

Non Departemen - Luar Negeri sebesar Rp.600.000.000,- tanggal 

30 Oktober 2007 ; 

- 1 (satu) bendel Cek Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor Cek 

CEH. 288426 sampai dengan CEH. 288450 ; 

- 1 (satu) bendel Dokumen pengeluaran dana untuk dialog/audiensi 

dengan tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial 

dan masyarakat sebesar Rp.5.000.000.000,- Tahun Anggaran 

2007, dengan 1 (satu) lembar Disposisi dari Wakil Bupati Boven 

Digoel ; 

- 1 (satu) bendel Dokumen pengeluaran dana untuk Kunjungan 

Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten 

Boven Digoel sebesar Rp.5.800.000.000,- Tahun Anggaran 2007 

dengan 1 (satu) lembar asli Disposisi dari Wakil Bupati Boven 

Digoel ; 

- 1 (satu) bendel Dokumen pengeluaran dana untuk Kegiatan 

Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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lainnya sebesar Rp.3.366.000.000,- Tahun Anggaran 2007, 

dengan 1 (satu) lembar asli Disposisi dari Wakil Bupati Boven 

Digoel ; 

- 1 (satu) bendel Dokumen pengeluaran dana untuk belanja 

operasional penunjang kegiatan penerimaan kunjungan kerja 

Pejabat Negara/Departemen Lembaga Pemerintah Non 

Departemen/Luar Negeri sebesar Rp.3.000.000.000,- Tahun 

Anggaran 2007 dengan 1 (satu) lembar asli Disposisi dari Wakil 

Bupati Boven Digoel ; 

- 1 (satu) bendel Dokumen pengeluaran dana untuk Kegiatan Rapat 

Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah sebesar  

Rp.2.000.000.000,- Tahun Anggaran 2007 dengan 1 (satu) lembar 

asli Disposisi dari Wakil Bupati Boven Digoel ; 

- 1 (satu) bendel Dokumen Pengeluaran Dana untuk Belanja 

Operasional Penunjang Kegiatan Rapat Koordinasi Unsur 

Muspida sebesar Rp.300.000.000,- Tahun Anggaran 2007 dengan 

1 (satu) lembar asli Disposisi dari Wakil Bupati Boven Digoel ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Kabupaten Boven Digoel kepada 

Kabag Keuangan (Pampilia Montayop) untuk pengeluaran 

sebesar Rp.2.000.000.000,- tanggal 4 September 2007 ; 

- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/149/SET/2007 sebesar 

Rp.2.000.000.000,- tanggal 4 September 2007 ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Kabupaten Boven Digoel kepada 

Kabag Keuangan (Pampilia Montayop) untuk pengeluaran 

sebesar Rp.2.000.000.000,- tanggal 4 Mei 2007 ; 

- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/152/SET/2007 sebesar 

Rp.2.000.000.000,- tanggal 4 September 2007 ; 

- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Kabupaten Boven Digoel kepada 

Kabag Keuangan (Pampilia Montayop) untuk pengeluaran 

sebesar Rp.1.000.000.000,- tanggal 4 September 2007 ; 

- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/153/SET/2007 sebesar 

Rp.1.000.000.000,- tanggal 4 September 2007 ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Kabupaten Boven Digoel kepada 

Kabag Keuangan (Pampilia Montayop) untuk pengeluaran 

sebesar Rp.500.000.000,- tanggal 4 September 2007 ; 

- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/150/SET/2007 sebesar  

Rp.500.000.000,- tanggal 4 September 2007 ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Kabupaten Boven Digoel kepada 

Disclaimer
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Kabag Keuangan (Pampilia Montayop) untuk pengeluaran dana 

sebesar Rp.1.000.000.000,- tanggal 4 September 2007 ; 

- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/153/SET/2007 sebesar 

Rp.1.000.000.000,- tanggal 4 September 2007 ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Kabupaten Boven Digoel kepada 

Kabag Keuangan untuk mengeluarkan dana sebesar 

Rp.600.000.000,- dalam rangka kunjungan kerja dalam daerah di 

Wilayah Distrik Jair dan Sekitarnya tanggal 30 Oktober 2007 ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bagian Keuangan (Sekda Boven Digoel)  

kepada Bendahara Sekda tanggal 30 Oktober 2007 ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk biaya penerimaan kunjungan kerja 

Pejabat Negara/Departemen/Departemen/Lembaga Pemerintah 

Non Departemen - Luar Negeri sebesar Rp.600.000.000,- tanggal 

30 Oktober 2007 ; 

61) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank BRI No.035203520541101240 

tanggal 25 Januari 2010, Rp.700.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank BRI No.03520352053110162 

tanggal 18 Februari 2010 Rp.1.000.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank BRI No.035203520541101241 

tanggal 25 Januari 2010 Rp.475.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Tanda Terima No.912/047-TT/VII/2007 tanggal 6 

Agustus 2007 mengenai Pembayaran Panjar Pengadaan Kapal 

Tugboat, Tongkang, Dragline ; 

62) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia Unit 

Tanah Merah tanggal 06 Agustus 2007 sebesar 

Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi dari Kepala Dinas Pertambangan dan 

Energi kepada Bendahara Dinas Pertambangan dan Energi 

tanggal 06 Agustus 2007 ; 

- 1 (satu) lembar Tanda Terima No.912/047-TT/VIII/2007 uang 

sejumlah Rp.3.000.000.000,- untuk Pengadaan Kapal Tugboat, 

Tongkan/Drag Line tanggal 06 Agustus 2007 ; 

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan No.912/087/VIII/2007 tanggal 27 

Juli 2007 yang ditandatangani JOHANIS TANETI ; 

- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/109/SET/07 tertanggal 

27 Juli 2007 ; 
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- 1 (satu) lembar Disposisi kepada Kabag Keuangan tanggal 26 

Juni 2007 ; 

- 1 (satu) lembar Surat No.912/068/VII/2007 perihal Permohonan 

Pinjaman/Panjar tanggal 25 Juli 2007 yang ditandatangani oleh 

JOHANIS TANETI ; 

- 1 (satu) lembar Surat No.26/PT/V/MRK-2009 perihal Surat 

Pernyataan Pembatalan Kontrak tanggal 3 Januari 2009 ; 

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan No.01/PT/III/MRK-2009 yang 

ditandatangani oleh Direktur PT. PERLITA (SULYADI) ; 

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesediaan untuk Menyetorkan 

Dana Kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tanggal 

13 Juli 2009 ; 

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesediaan untuk Menyetorkan 

Dana Kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tanggal 

13 Juli 2009 ; 

- 1 (satu) lembar SP2D BRI Unit Tanah Merah ; 

- 1 (satu) lembar SPM tanggal 12 November 2007 ; 

- 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri pengembalian cicilan 

dana Tongkang ; 

63) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar SPMU No.1980/IV/OP/2006 ; 

- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran No.900/039/SPP-

BT/XII/2006 ; 

- 1 (satu) lembar Faktur Tagihan No.04/BKN/BD/XI/2006 ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi Rp.4.840.550.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 15 November 

2006 ; 

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.552.2/ 

639/set/2006 tanggal 30 Agustus 2006 ; 

- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No.552.4/ 

639/ Set/2006 tanggal 30 Agustus 2006 ; 

- 1(satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.552.3/  

639/Set/2006 tanggal 30 Agustus 2006 ; 

- 1 (satu) lembar Surat No.027/624/BUP/2006 ; 

- 1 (satu) lembar Surat No.027/623/SET/2006 ; 

64) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI Kantor Cabang 

Merauke tanggal 11 Oktober 2006 senilai Rp.500.000.000,- (lima 

Disclaimer
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ratus juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI Kantor Cabang 

Merauke tanggal 28 September 2006 senilai Rp.400.000.000,- 

(empat ratus juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI Kantor Cabang  

Merauke tanggal 15 September 2006 senilai Rp.600.000.000,- 

(enam ratus juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI Kantor Cabang 

Merauke tanggal 26 September 2006 senilai Rp.500.000.000,- 

(lima ratus juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI Kantor Cabang 

Merauke tanggal 29 September 2006 senilai Rp.200.000.000,- 

(dua ratus juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI Kantor Cabang 

Merauke tanggal 06 Oktober 2006 senilai Rp.500.000.000,- (lima 

ratus juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI Kantor Cabang 

Merauke tanggal 06 Oktober 2006 senilai Rp.600.000.000,- (enam 

ratus juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI Kantor Cabang 

Merauke tanggal 06 Oktober 2006 senilai Rp.500.000.000,- (lima 

ratus juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI Kantor Cabang 

Merauke tanggal 06 Oktober 2006 senilai Rp.200.000.000,- (dua 

ratus juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar asli Surat Bupati Kabupaten Boven Digoel 

No.900/138/SET/06 kepada Kepala BRI Cabang Merauke tanggal 

30 Desember 2005 perihal Pemindahbukuan ; 

- 1 (satu) bendel yang terdiri dari 15 lembar Buku Kas Umum 

Pemegang Kas Bupati Boven Digoel tahun 2006 yang  

ditandatangani Pembantu Bendahara Stabilitas Daerah 

(FRANSISCA YULIANA) ; 

- 3 (tiga) lembar Disposisi berikut 45 (empat puluh lima) lembar 

Kwitansi untuk pembayaran biaya Koordinasi ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi berikut 21 (dua puluh satu) lembar 

Kwitansi untuk pembayaran biaya pembersihan Kota Tanah 

Merah Kawasan Bandara ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi untuk Kegiatan Pelantikan, Peresmian 

Disclaimer
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dan Peletakan Batu Pertama berikut 10 (sepuluh) lembar 

Kwitansinya ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi untuk Bantuan Sosial Masyarakat berikut  

18 (delapan belas) lembar Kwitansinya ; 

- 2 (dua) lembar Disposisi berikut 4 (empat) lembar Kwitansi untuk 

Pembayaran Bantuan Beras ; 

- 2 (dua) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Biaya Operasional 

dalam rangka 17 Agustus 2006 ; 

- 3 (tiga) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Koordinasi Bupati ; 

- 2 (dua) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Tiket TMH-

Merauke ; 

- 3 (tiga) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Tunggu 

selama 2 jam di Bomakia ; 

- 2 (dua) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Biaya Tiket ; 

- 2 (dua) lembar Kwitansi untuk pembayaran biaya koordinasi ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Modal 

Usaha Ternak Ayam ; 

- 2 (dua) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan kepada 

Kapolsek Tanah Merah ; 

65) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Kabupaten Boven Didoel tanggal 

22 Desember 2006 kepada Kabag Keuangan untuk mengeluarkan 

dana Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk bantuan 

masyarakat ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan 

kepada WILIBRODUS ASAGI tanggal 28 Desember 2006 sebesar 

Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;  

- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan  

kepada THOBIAS KAMBANGGO tanggal 22 Desember 2006 

sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan 

kepada JULIUS KATOP tanggal 28 Desember 2006 sebesar 

Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan 

kepada ELIAS TOYAP tanggal 28 Desember 2006 sebesar 

Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan 

kepada ALFONSIUS BEAP tanggal 28 Desember 2006 sebesar 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 59



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

 
Hal. 60 dari 182 hal. Put. No.127 PK/Pid.Sus/2012 

 

 
 
 

 

Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan 

kepada YUNUS BIRAK tanggal 22 Desember 2006 sebesar 

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan 

kepada BENEDIKTA WAUK tanggal 28 Desember 2006 sebesar 

Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan 

kepada THEODORUS SAGI tanggal 22 Desember 2006 sebesar 

Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan 

kepada CHAMELAS UWAK tanggal 22 Desember 2006 sebesar 

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan 

kepada PAULUS KENONGJOM tanggal 22 Desember 2006 

sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan 

kepada SIMSON WAREMBA tanggal 22 Desember 2006 sebesar 

Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan 

kepada XAVERIUS KATINUN tanggal 22 Desember 2006 sebesar 

Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan 

kepada XAVERIUS KATINUN tanggal 22 Desember 2006 sebesar 

Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan  

kepada MARIA BAYUP tanggal 27 Desember 2006 sebesar 

Rp.2.002.490,- (dua juta dua ribu empat ratus sembilan puluh  

rupiah) ;  

66) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 3 (tiga) lembar Daftar Penyetoran Kas dari Hasil Realisasi 

Temuan TL BPK-RI Perwakilan Papua Tahun Anggaran 2009 ; 

- 2 (dua) ) lembar Daftar Penyetoran Kas dari Hasil Realisasi 

Temuan TL Inspektorat Tahun Anggaran 2009 ; 

- 1 (satu) bendel foto copy Laporan Pelaksanaan Tindak Lanjut 

Hasil Pemeriksaan BPK-RI Tahun Anggaran 2006 ; 

- 8 (delapan) lembar foto copy Pemantauan Tindak Lanjut Hasil  

Pemeriksaan Atas Belanja Daerah Kabupaten Boven Digoel 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 60
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Tahun Anggaran 2006 ; 

- 5 (lima) lembar foto copy Pemantauan Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan Atas Belanja Daerah Kabupaten Boven Digoel 

Tahun Anggaran 2007 ; 

- 4 (empat) lembar foto copy Daftar Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan BPK RI Provinsi Papua-Kabupaten Boven Digoel 

Tahun Pemeriksaan 2006 ; 

- 4 (empat) lembar foto copy daftar Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan BPK RI Provinsi Papua-Kabupaten Boven Digoel 

Tahun Pemeriksaan 2007 ; 

67) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar SPMU No.0053/I/OP/2007, 3 (tiga) lembar asli 

SPP-BT No.900/04/SPP-BT/II/2007, 1 (satu) lembar asli Kwitansi 

untuk pembayaran biaya operasional kapal LCT, 1 (satu) lembar 

asli rincian biaya pengeluaran operasional kapal LCT ; 

- 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Pemegang Kas bulan Desember 

2006 tanggal 31 Desember 2006 ; 

- 4 (empat) lembar Perjanjian Kerjasama antara Pemda Boven 

Digoel dengan PT. Bangun Karya Nusantara tentang 

Pengoperasian Kapal LCT (KM Wambon Boven Digoel) No.550/ 

477/BUP/2007 dan 010/BKN-6/07n tanggal 13 Juni 2007 ; 

- 2 (dua) lembar Kesepakatan Bersama (MoU) antara Pemda 

Boven Digoel dengan PT. Bangun Karya Nusantara tentang 

Pengoperasian Kapal LCT (KM Wambon Boven Digoel) No.550/  

476/BUP/2007 dan 09/BKN-6/07n tanggal 11 Juni 2007 ; 

68) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Daftar Verifikasi SPJ pada Sekretariat Daerah 

Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2007 tanggal 14 

Agustus 2009 sebesar Rp.8.000.000.000,- yang ditandatangani 

oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Drs. 

SEPNATH WATTIMENA, M.Si dan Kasubag Verifikasi PAMFILIA 

F MONTAYOP, SE ; 

- 4 (empat) lembar Register Pengesahan Laporan Pertanggung-

jawaban Pengeluaran (SPJ) tanggal 14 Agustus 2009 yang 

ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Drs. ASAF TANDI dan  

Bendahara PATRISIA MOGAN, Amd ; 

- 1 (satu) bendel Kwitansi terdiri dari 6 (enam) lembar asli Kwitansi 

bermeterai Rp.6.000,- dengan total sejumlah Rp.1.000.000.000,- 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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(satu milyar rupiah) ; 

- 1 (satu) Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- senilai Rp.825.000.000, 1 

(satu) lembar asli Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- senilai 

Rp.550.000.000, 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermeterai 

Rp.6.000,- senilai Rp.561.625.000, 5 (lima) lembar Daftar Bantuan 

Untuk Masyarakat Distrik Kouh, 20 (dua puluh) lembar asli 

Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- dengan total sejumlah 

Rp.2.052.000.000,- ; 

- 29 (dua puluh sembilan) lembar Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- 

dengan total sejumlah Rp.498.000.000,- (empat ratus sembilan 

puluh delapan juta rupiah) ;  

69) 4 (empat) lembar Rekening Koran Keuangan Setda Boven Digoel 

No. Rek. 31-39-0041 bulan Januari 2006 ; 

70) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar CEK Bank BRI No. CEI. 288426 telah dicairkan 

tanggal 27 Desember 2006 ; 

- 1 (satu) lembar CEK Bank BRI No. CEI. 288427 telah dicairkan 

tanggal 3 Januari 2007 ; 

- 1 (satu) lembar CEK Bank BRI No. CEI. 288430 telah dicairkan 

tanggal 9 Oktober 2007 ; 

- 1 (satu) lembar CEK Bank BRI No. CEI. 288431 telah dicairkan 

tanggal 11 Oktober 2007 ; 

- 1 (satu) lembar CEK Bank BRI No. CEI. 288444 telah dicairkan 

tanggal 12 November 2007 ; 

- 1 (satu) lembar CEK Bank BRI No. CEI. 288449 telah dicairkan 

tanggal 14 November 2007 ; 

- 1 (satu) lembar CEK Bank BRI No. CEI. 288450 telah dicairkan 

tanggal 15 November 2007 ; 

- 1 (satu) lembar CEK Bank BRI No. CEI. 493702 telah dicairkan 

tanggal 15 November 2007 ; 

- 1 (satu) lembar CEK Bank BRI No. CEI. 493703 telah dicairkan 

tanggal 29 November 2007 ; 

- 1 (satu) lembar CEK Bank BRI No. CEI. 493704 telah dicairkan  

tanggal 29 November 2007 ; 

71) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar bukti Setoran Tunai tanggal 27 Oktober 2005 atas 

nama John Ramli Sumual 1 (satu) lembar Rekening Koran 

Pinjaman No. Rek. 0352-01-002654-10-9 atas nama John Ramli 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Sumual ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi realisasi pinjaman ; 

- 1 (satu) lembar bukti Setoran Tunai tanggal 27 Oktober 2005 atas 

nama John Ramli Sumual ; 

72) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Perjalanan Dinas Luar Daerah 

Bupati Tahun 2007 ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Sekretaris Kabupaten Boven Digoel 

tanggal 27 November 2007 ; 

- 1 (satu) lembar SPPD Bupati No.094/2135/SPPD/2007 tanggal 27 

November 2007 ; 

- 1 (satu) lembar Surat Penugasan Bupati No.094/2135/Tahun 2007 

tanggal 27 November 2007 ; 

73) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Dokumen Pengiriman Uang (TR 01) BRI No.Remit 

380901001848652 tanggal 25-06-2007 kepada HENGKI KAYOI 

atas permintaan FAMFILIA sejumlah Rp.3.210.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Dokumen Pengiriman Uang (TR 02) BRI 

035203520544646 259 tanggal 25-06-2007 atas nama HENGKI 

KAYOI sejumlah Rp.3.210.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Dokumen Pengiriman Uang (TR 01) BRI No.Remit 

380901001964658 tanggal 26-06-2007 kepada HENGKI KAYOI 

atas permintaan FAMFILIA sejumlah Rp.1.000.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Dokumen Pengiriman Uang (TR 02) BRI 

035203520544646 175 tanggal 26-06-2007 atas nama HENGKI 

KAYOI sejumlah Rp.1.000.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Dokumen Pengiriman Uang (TR 01) BRI No.Remit 

380901003562650 tanggal 20-11-2007 kepada HENGKI          

KAYOI atas permintaan MARCELINA TUKON sejumlah 

Rp.4.000.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Dokumen Pengiriman Uang (TR 02) BRI  

035203520544646 216 tanggal 20-11-2007 atas nama HENGKI 

KAYOI sejumlah Rp.4.000.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Dokumen Pengiriman Uang (TR 01) BRI No.Remit 

380901002929655 tanggal 27-09-2007 kepada HENGKI KAYOI 

atas permintaan MARCELINA TUKON sejumlah 

Rp.10.500.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Dokumen Pengiriman Uang (TR 02) BRI 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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035203520544646 338 tanggal 04-10-2007 atas nama HENGKI 

KAYOI sejumlah Rp.10.500.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Dokumen Pengiriman Uang (TR 01) BRI No.Remit 

38093809051470194 tanggal 03-09-2007 kepada HENGKI KAYOI 

atas permintaan YULITA IMAP sejumlah Rp.15.000.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Dokumen Pengiriman Uang (TR 02) BRI 

035203520534646 15 tanggal 11-09-2007 atas nama HENGKI 

KAYOI sejumlah Rp.15.000.000.000,- ; 

74) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Surat No.01/IP/DPRD/BD/2005 perihal 

Persetujuan Ijin Prinsip tanggal 8 Desember 2005 ; 

- 1 (satu) bendel Keputusan Gubernur Provinsi Papua No.65 Tahun 

2006 tentang Petunjuk Pengelolaan Dana Penerimaan Khusus 

Dalam Rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun Anggaran 

2006 ; 

- 1 (satu) bendel Keputusan Gubernur Provinsi Papua No.82 Tahun 

2007 tentang Petunjuk Pengelolaan Dana Penerimaan Khusus 

Dalam Rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun Anggaran  

2007 ; 

- 1 (satu) bendel Keputusan Gubernur Provinsi Papua No.198 

Tahun 2009 tentang Petunjuk Pengelolaan Dana Penerimaan 

Khusus Dalam Rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun 

Anggaran 2010 ; 

75) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Voucher BRI UM 02 tanggal 17 Januari 2007, 1 

(lembar) SPMU No.1980/IV/OP/2006 ; 

- 1 (satu) lembar SPMU No.0053/I/OP/2007 ; 

- 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D/915/SET/K/074/2007, 1 (lembar) 

SPMU No.SP2D/915/SET/K/074/2007, 3 (tiga) lembar SPP ; 

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Nota Pembayaran No.915/453/ 

SET/2006, 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro No. GDV 348197 ; 

- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/738/SET/2006 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 345552, 1 (satu) lembar Print Out 

tanggal 13 Agustus 2007, 1 (satu) lembar foto copy cap basah 

Surat Bupati Boven Digoel No.900/652/SET/07 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 345553, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar asli Surat Bupati Boven Digoel No.900/853/ 

BUP/07 ; 

Disclaimer
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- 1 (satu) lembar BG No. GDV 345556, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Boven Digoel No.900/ 

890/SET/07 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343376, 1 (satu) lembar Slip Setoran 

BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343377, 1 (satu) lembar Slip Setoran 

BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343378, 1 (satu) lembar Slip Setoran 

BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343129, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar Surat Bupati Boven Digoel No.915/141/ 

SET/07 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343118, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar Surat Bupati Boven Digoel No.915/129/ 

SET/07 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343135, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/147/SET/07 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343124, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/134/SET/07 ; 

- 1 (satu) lembar Slip BRI, 1 (satu) lembar asli UM 04 ; 

- 1 (satu) lembar Slip BRI, 1 (satu) lembar asli UM 04 ; 

- 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343104, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D/915/SET/K/070/2007, 1 (satu) 

lembar SPM No.SPM/915/SET/K/070/2007, 3 (tiga) lembar SPP 

No.SPP/915/SET/K/070/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343115, 1 (satu) lembar Voucher UM  

06, 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D/915/SET/K/073/2007, 1 (satu) 

lembar SPM No.SPM/915/SET/K/073/2007, 3 (tiga) lembar SPP 

No.SPP/915/SET/K/073/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 342944, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D/915/SET/K/063/2007, 1 (satu) 

lembar SPM No.SPM/915/SET/K/063/2007, 3 (tiga) lembar SPP 

No.SPP/915/SET/K/063/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343119, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/130/SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343127, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/139/SET/2007 ; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 65
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- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343121, 1 (satu) lembar Voucher 

BRI UM 04 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343136, 1 (satu) lembar Voucher 

BRI UM 06 ; 

- 1 (satu) lembar SPMU No.0769/III/OP/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343117, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar Surat Bupati Boven Digoel No.915/128/SET/ 

2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343116, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/122/SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343120, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.916/131/SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343133, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar Surat Bupati Boven Digoel No.915/146/SET/ 

2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343138, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/153/SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343141, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/150/SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343139, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/149/SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343142, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/152/SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar SP2D No.0905/IV/UP/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 346991, 1 (satu) lembar Voucher UM  

04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/002/Keu/2007, 1 

(satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 346993, 1 (satu) lembar Voucher UM 

04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/248/SET/2007, 1 

(satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 346994, 1 (satu) lembar Voucher UM 

04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/012/SET/2007, 1 

(satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 346995, 1 (satu) lembar Voucher UM 

04, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Nota Pembayaran No.915/ 

013/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 346999, 1 (satu) lembar Voucher UM 

04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/018/SET/2007, 1 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 66
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(satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 347278, 1 (satu) lembar Voucher UM 

04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/020/SET/2007, 1 

(satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 347280, 1 (satu) lembar Voucher UM 

04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/022/SET/2007, 1 

(satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 347281, 1 (satu) lembar Voucher UM  

- 04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/023/SET/2007, 1 

(satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 347288, 1 (satu) lembar Voucher UM 

04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/029/SET/2007, 1  

(satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 347289, 1 (satu) lembar Voucher UM 

04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/031/SET/2007, 1 

(satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 347293, 1 (satu) lembar Voucher UM 

04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/032/SET/2007, 1 

(satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 347298, 1 (satu) lembar Voucher UM 

04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/037/SET/2007, 1 

(satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 347441, 1 (satu) lembar Voucher UM  

04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/058/SET/2007, 1 

(satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 347446, 1 (satu) lembar Voucher UM 

04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/062/SET/2007, 1 

(satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI, 1 (satu) lembar BG No. 

GDV 347445, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar 

Nota Pembayaran No.915/062/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip 

Pengiriman Uang BRI, 1 (satu) lembar foto copy Disposisi Bupati 

Boven Digoel kepada Kabag Keuangan ; 

- 1 (satu) lembar Voucher TR 02 BRI, 1 (satu) lembar Voucher UM 

04, 1  (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 347450, 1 (satu) lembar Voucher UM 

04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/066/SET/2007, 1 

(satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 347802, 1 (satu) lembar Voucher UM 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 67
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04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/068/SET/2007, 1 

(satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 342803, 1 (satu) lembar Voucher UM 

04, 1 (satu) lembar foto copy Nota Pembayaran No.915/069/SET/ 

2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI, 1 (satu) lembar 

SP2D No.SP2D/915/SET/K/041/2007, 1 (satu) lembar SPM 

No.SPM/915/SET/K/041/2007, 3 (tiga) lembar SPP No.SPP/915/ 

SET/K/041/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 342812, 1 (satu) lembar Voucher UM 

04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/076/SET/2007, 1  

(satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 342818, 1 (satu) lembar Voucher UM 

04, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/084/ 

SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 342815, 1 (satu) lembar Voucher UM 

04, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/079/ 

SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 342825, 1 (satu) lembar Voucher UM 

04, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/089/ 

SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No.GDV 342931, 1 (satu) lembar  Voucher UM  

04, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/095/ 

SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 342934, 1 (satu) lembar Voucher UM 

04, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/098/ 

SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 342937, 1 (satu) lembar Voucher UM 

04, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/101/ 

SET/ 2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 342942, 1 (satu) lembar Voucher UM 

04, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/100/ 

SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 342938, 1 (satu) lembar Voucher UM 

04, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/105/ 

SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI, 1 (satu) 

lembar BG No. GDV 342935, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 

(satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/099/ 

SET/2007 ; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 68
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- 1 (satu) lembar BG No. GDV 342950, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/113/SET/2007, 1 

(satu) lembar Surat No.B-058/KC-XIII/08/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343103, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/116/SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343106, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/117/ 

SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343105, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/118/ 

SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343113, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/123/ 

SET/2007, 1 (satu) lembar Surat No.B-077/KC-XIII/08/2007, 1 

(satu) lembar Rekening Koran Pemerintah Kabupaten Boven 

Digoel ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343112, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/126/ 

SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343122, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/136/ 

SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343130, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/142/ 

SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343131, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/143/ 

SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343148, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/157/ 

SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343392, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/172/ 

SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343386, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/166/ 

SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343388, 1 (satu) lembar Voucher UM 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 69
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06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/165/ 

SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343396, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/180/ 

SET/2007 ; 

- 3 (tiga) lembar Voucher UM 06, 2 (dua) lembar foto copy Surat  

Bupati Boven Digoel tanggal 9 Agustus 2007, 1 (satu) lembar foto 

copy Cek No.CEA 20178 ; 

- 1 (satu) lembar KCTT-01 No.Rek.0352-01-000367-30-8 Dana 

Otsus Pemda Boven Digoel, 1 (satu) lembar KCTT-01 No Rek. 

0352-01-000367-30-8 Pemda Boven Digoel Dana Otsu, 2 (dua) 

lembar foto copy KTP an. Domin J. Ulian dan an. Robertus 

Anggawen, 1 (satu) lembar asli blanko SG-01, 2 (dua) lembar asli 

blanko SG-03, 2 (dua) lembar asli Surat Bupati Boven Digoel 

No.900/600 ; 

- 1 (satu) lembar KCTT-01 No Rek. 0352-01-000245-30-2 an.  

- Pemda Boven Digoel Dana DAU, 1 (satu) lembar foto copy KTP  

an. Domin J. Ulian dan an. Robertus Anggawen, 1 (satu) lembar 

asli blanko SG-01, 1 (satu) lembar asli blanko SG-03, 2 (dua) 

lembar foto copy Keputusan Bupati Boven Digoel No.6 Tahun 

2004, 1 (satu) lembar foto copy Surat No.900/101, 2 (dua) lembar 

Surat Bupati Boven Digoel No.900/07/BUP/2008 ; 

76) 1 (satu) bendel Dokumen SPP, SPM, dan SP2D : 

77) 1 (satu) bendel Print Out Bank BRI No.Rek.0000035201000367308 

Pemerintah Kabupaten Boven Digoel DAU periode 1/04/06-30/  

11/07 ; 

78) 1 (satu) bendel Print Out Bank BRI No.Rek.0000035201000328304 

Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Dana Alokasi Khusus Non 

Regoisasi Periode 1/04/06-30/11/07 ; 

79) 1 (satu) bendel Print Out Bank BRI No.Rek.0000035201000243304 

Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Bendahara Bantuan Sosial 

Bendahara Bagian Keuangan Boven Didoel Periode 01/01/07-

10/08/00 ; 

80) 1 (satu) buah Buku Peraturan Bupati Kabupaten Boven Digoel No.3 

Tahun 2007 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Boven Digoel 

Tahun Anggaran 2007 ; 

81) 1 (satu) buah Buku Peraturan Bupati Kabupaten Boven Digoel No.1 

Tahun 2005 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Boven Digoel 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Tahun Anggaran 2005 ; 

82) 1 (satu) buah Buku Peraturan Bupati Kabupaten Boven Digoel No.2 

Tahun 2005 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Boven Digoel 

Tahun Anggaran 2005 ; 

83) 1 (satu) buah Buku Peraturan Bupati Kabupaten Boven Digoel No.1 

Tahun 2006 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Boven Digoel 

Tahun Anggaran 2006 ; 

84) 1 (satu) buah Buku Peraturan Kabupaten Boven Digoel No.3 Tahun  

2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2007 ; 

85) 1 (satu) buah Buku Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel No.3 

Tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 ; 

86) 1 (satu) buah Buku Laporan Pertanggungjawaban Bupati Boven 

Digoel tentang Penggunaan Dana Stabilitas Daerah (Tahun  

Anggaran 2006) ; 

87) 1 (satu) buah Buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat 

Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2007 ; 

88) 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Boven Digoel 

Tahun Anggaran 2007 Pemda Boven Digoel ; 

89) 1 (satu) buah Kontrak No.050/170.a/DISTAMBEN/2007 tanggal 4 

Desember 2007 untuk Pengadaan Tongkang Kabupaten Boven 

Digoel senilai Rp.2.998.000.000,- (dua milyar sembilan ratus 

sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan pelaksana PT.  

PERLITA ; 

90) 1 (satu) buah Kontrak No.903/36/III/2008 tanggal 9 April 2008 untuk 

Pengadaan Tug Boat dan Crene Pengeruk Pasir Kabupaten Boven 

Digoel senilai Rp.2.725.910.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh 

lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan pelaksana PT. 

PERLITA ; 

91) 1 (satu) buah Buku Kontrak No.027/92/SET/2006 tentang 

Pengadaan 1 Unit Kapal Tanker LTC 180 sebesar 

Rp.4.840.550.000,- tanggal 17 Juli 2006 ; 

92) 1 (satu) buah Buku Kas Umum (BKU) Tahun Anggaran 2007 

Pemerintah Kabupaten Boven Digoel ; 

93) 1 (satu) buah Buku Kas Umum Bulan Oktober dan November 2007 ; 

94) 1 (satu) bendel Buku Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 
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tahun 2006 ;  

95) 1 (satu) bendel Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Jayapura atas  

Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan Dalam Rangka 

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Boven Digoel Tahun Anggaran 2006 ; 

96) 1 (satu) Buku BPK RI Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan atas 

Laporan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten  

Boven Digoel Tahun Anggaran 2007 No.4/KLHP/XIX.JYP/12/08 

tanggal 18 Desember 2008 ;  

97) 1 (satu) Buku Rekapitulasi PKPT Hasil Pemeriksaan Inspektorat 

Kabupaten Boven Digoel Tahun 2007/2008 ; 

98) 1 (satu) buah Buku warna kuning bertuliskan Badan Pemeriksa 

Keuangan Republik Indonesia Hasil Pemeriksaan Tujuan Tertentu  

atas Pelaksanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 dan 2006 

pada Kabupaten Boven Digoel di Tanah Merah ; 

99) 1 (satu) bendel Catatan tulisan tangan dengan tulisan masukan Tim 

Telahan BPK Pengendalian ; 

100) 1 (satu) buah Buku Notes warna coklat dengan tulisan Felix   

Verguso ; 

101) 1 (satu) buah Buku Notes warna hitam yang pada sampulnya 

bertuliskan POCKET ORGANIZER berwarna kuning keemasan ; 

102) 1 (satu) bendel Buku Kas Umum (BKU) Bulan Oktober 2007 

Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dan Dokumen perinciannya ; 

103) 1 (satu) bendel Dokumen Buku Kas Umum Bendahara Bantuan 

Sosial Tahun 2005 ; 

104) 1 (satu) bendel Dokumen Buku Kas Umum Bendahara Bantuan 

Sosial Tahun 2006 ; 

Tetap terlampirkan dalam berkas perkara ; 

7.  Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 

dibebankan kepada Terdakwa ; 

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan 

Tinggi Jakarta No.14/PID/TPK/2010/PT.DKI. tanggal 19 Januari 2011 yang 

amar lengkapnya sebagai berikut : 

• Menerima permintaan Banding dari Terdakwa/Tim Penasihat Hukum 

tersebut ; 

• Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat Nomor : 15/Pid.B/TPK/2010/PN.JKT.PST., tanggal 2 

November 2010 yang dimintakan banding tersebut dengan mengubah  
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sekedar mengenai pidana pokok dan pidana tambahan membayar uang 

pengganti, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut : 

1. Menyatakan Terdakwa YUSAK YALUWO, SH., M.Si., terbukti secara 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi 

sebagai perbuatan berbarengan, sebagaimana didakwakan dalam 

dakwaan Primair ; 

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa YUSAK 

YALUWO, SH., M.Si., dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 

pidana denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta 

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti 

dengan pidana kurungan selama 5 (lma) bulan ; 

3. Menghukum Terdakwa YUSAK YALUWO, SH., M.Si., untuk membayar 

uang pengganti sebesar Rp.37.271.520.000,- (tiga puluh tujuh milyar dua 

ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) selambat-

lambatnya satu bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum 

tetap, dengan ketentuan apabila setelah lewatnya waktu tersebut 

Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta 

kekayaannya disita dan dilelang untuk memenuhi pembayaran uang 

pengganti dimaksud, dan apabila tetap tidak dibayar, maka Terdakwa 

dipidana penjara selama 4 (empat) tahun ; 

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan 

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 

5. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 

6. Memerintahkan barang-barang bukti berupa : 

1)  Uang Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ; 

2)  Uang Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta   

rupiah) ; 

Dirampas untuk Negara ; 

3)  Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.81-724 Tahun 2005  

tentang Pemberhentian Pejabat Bupati dan Pengesahan 

Pengangkatan Bupati Boven Digoel Provinsi Papua tanggal 10 

Agustus 2005 (2 lembar Kabag TU Kementerian Dalam Negeri) ; 

4)  Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten Boven Digoel tanggal 12 September 2005 (1 lembar   

asli) ; 

Dikembalikan Kepada Terdakwa ; 

5)  1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

-  1 (satu) lembar Nota Dinas untuk Koordinasi dengan 
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Pemerintah Pusat ; 

-  1 (satu) lembar Kwitansi ;  

6)  1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

-  1 (satu) lembar Nota Dinas untuk pembayaran Koordinasi 

dengan Kabupaten Merauke ; 

-  1 (satu) lembar Kwitansi ; 

7)  1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

-  1 (satu) lembar Nota Dinas untuk pembayaran biaya Koordinasi 

dengan kabupaten Induk ; 

-  1 (satu) lembar Kwitansi ; 

8)  1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

-  1 (satu) lembar Disposisi Bupati ; 

-  1 (satu) lembar Disposisi Plt. Kabag Keuangan ; 

-  2 (dua) lembar Kwitansi tanda terima ; 

-  1 (satu) lembar UM 02 ; 

9)  1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

-  1 (satu) lembar Disposisi Bupati dalam rangka Pemilu ; 

-  1 (satu) lembar Disposisi Plt. Kabag Keuangan ; 

-  2 (dua) lembar Kwitansi tanda terima ; 

10)  1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

-  1 (satu) lembar Nota Dinas untuk biaya dalam rangka audiensi 

Bupati ; 

-  1 (satu) lembar Kwitansi ; 

11)  1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

-  1 (satu) lembar Nota Dinas untuk biaya Koordinasi ; 

-  1 (satu) lembar Kwitansi ; 

12)  1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

-  1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang Nomor SPMU : 

0004/I/OP/2007 beserta 3 (tiga) lembar lampirannya ; 

-  1 (satu) lembar Disposisi Bupati ; 

-  1 (satu) lembar Disposisi Bag. Keuangan ; 

-  3 (tiga) lembar Kwitansi ; 

-  1 (satu) lembar UM 02 ; 

13)  1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

-  1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk Kunjungan Kasum   

ABRI ; 

-  1 (satu) lembar Disposisi Bagian Keuangan ; 

-  3 (tiga) lembar Kwitansi ; 
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14)  1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

-  1 (satu) lembar Nota Dinas untuk Koordinasi dengan Bappenas 

Jakarta ; 

-  3 (tiga) lembar Kwitansi ; 

15)  1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

-  1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/436 ; 

-  1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/436 ; 

-  1 (satu) lembar Bilyet Giro No.GDV 348193 ; 

-  1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

-  1 (satu) lembar UM 04 ; 

16)  1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

-  1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.900/438/SET/2006 ; 

-  1 (satu) lembar Bilyet Giro No.GDV 348195 ; 

-  1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

-  1 (satu) lembar UM 04 ; 

17) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

-  1 (satu) lembar Nota Dinas untuk Study Mahasiswa Distrik 

Kouh ; 

-  1 (satu) lembar Kwitansi ; 

18) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

-  1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

-  1 (satu) lembar UM 04 ; 

19)  1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar UM 04 ; 

20)  1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang Nomor SPMU :  

0005/I/OP/2007 berikut 3 (tiga) lembar lampirannya ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bagian Keuangan ; 

- 3 (tiga) lembar Kwitansi ; 

21)  1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar UM 04 ; 

22) 3 (tiga) lembar Kwitansi untuk pembayaran Bantuan Biaya 

Kepada Masyarakat ; 

23) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Nota Dinas untuk Kunjungan Kerja Bupati ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi ; 

Disclaimer
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24) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Disposisi untuk Koordinasi ; 

- 3 (tiga) lembar Kwitansi ; 

25) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar UM 04 ; 

26) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar UM 04 ; 

27) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.GDV 346318 ; 

28) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.GDV 346320 ; 

29) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran dari Bupati ; 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar UM 04 ; 

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.GDV 346322 ; 

30) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar UM 04 ; 

31) 2 (dua) lembar Kwitansi untuk pembayaran Bantuan untuk Gereja 

dan Masjid ; 

32) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk Koordinasi dengan 

Bappenas Jakarta ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi ; 

33) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk Kegiatan Natal ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi ; 

34) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang Nomor SPMU : 

0002/I/OP/2007 berikut 3 (tiga) lembar lampirannya ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk Safari Natal ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bagian Keuangan ; 

- 3 (tiga) lembar Kwitansi ; 
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35) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk Biaya Natal dan Tahun 

Baru ; 

- 3 (tiga) lembar Kwitansi ; 

36) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang Nomor SPMU : 

0003/I/OP/2007 berikut 3 (tiga) lembar lampirannya ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk Safari Natal ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bagian Keuangan ; 

- 3 (tiga) lembar Kwitansi ; 

37) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang Nomor SPMU :  

0006/I/OP/2007 berikut 3 (tiga) lembar lampirannya ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk Pembangunan Gereja ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bagian Keuangan ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi ; 

38) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang Nomor SPMU : 

0007/I/OP/2007 berikut 1 (satu) bendel lampirannya ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk kunjungan ke Distrik 

Arimob ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bagian Keuangan ; 

- 4 (empat) lembar Kwitansi ; 

39) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang Nomor SPMU : 

0009/I/OP/2007 berikut 1 (satu) bendel lampirannya ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk peresmian kawasan   

wisata ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bagian Keuangan ; 

- 3 (tiga) lembar Kwitansi ; 

40) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang Nomor SPMU : 

0008/I/OP/2007 berikut 1 (satu) bendel lampirannya ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk kegiatan pemerintahan ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bagian Keuangan ; 

- 3 (tiga) lembar Kwitansi ; 

41) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk disposisi bantuan ; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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- 1 (satu) lembar Kwitansi ; 

42) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk bantuan masyarakat ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi ; 

43) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk bantuan masyarakat ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi ; 

44) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk bantuan masyarakat ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi ; 

45) 1 (satu) lembar Voucher TR 01 Pengiriman Uang BRI tanggal 25 

Juni 2007 senilai Rp.3.210.000.000,00 ; 

46) 1 (satu) lembar Voucher TR 01 Pengiriman Uang BRI tanggal 26 

Juni 2007 senilai Rp.1.000.000.000,00 ; 

47) 1 (satu) lembar Cek No. CEH 288433 ; 

48) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D:0902/UP/IV/2007 ; 

- 2 (dua) lembar SPM No.SPM/900/57/SETDA/2007 ; 

- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran No.900/57/SPP-

UP/2007 ; 

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP ; 

- 1 (satu) lembar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran 

No.900/57/SPP-UP/2007 ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Boven Digoel ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar 

Rp.200.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar 

Rp.100.000.000,- ; 

49) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D:0903/UP/IV/2007 ; 

- 1 (satu) lembar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran 

No.900/58/SPP-UP/2007 ; 

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran No.900/58/SPP-

UP/2007 ; 

- 1 (satu) lembar Rincian Pengeluaran Berdasarkan kegiatan ; 

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP ; 

- 2 (dua) lembar SPM No.SPM/900/58/SETDA/2007 ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Boven Digoel ; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar 

Rp.1.000.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar 

Rp.670.000.000,- ; 

50) 1 (satu) lembar Cek No. CEH 288434 ; 

51) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D:0905/UP/IV/2007 ; 

- 1 (satu) lembar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran  

No.900/60/SPP-UP/2007 ; 

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran No.900/60/SPP-

UP/2007 ; 

- 1 (satu) lembar Rincian Pengeluaran Berdasarkan kegiatan ; 

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP ; 

- 3 (tiga) lembar SPM No.SPM/900/61/SETDA/2007 ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Boven Digoel ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar 

Rp.2.000.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar 

Rp.1.142.000.000,- ; 

52) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D:0904/UP/IV/2007 ; 

- 3 (tiga) lembar SPM No.SPM/900/59/SETDA/2007 ; 

- 1 (satu) lembar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran 

No.900/59/SPP-UP/2007 ; 

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran No.900/59/SPP-

UP/2007 ; 

- 1 (satu) lembar Rincian Pengeluaran Berdasarkan kegiatan ; 

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP ; 

- 2 (dua) lembar Disposisi Bupati Boven Digoel ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar  

- Rp.2.000.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar 

Rp.1.000.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar 

Rp.1.900.000.000,- ; 

53) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- senilai 

Rp.3.000.000.000,- dari Bupati Boven Digoel untuk 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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pembayaran biaya operasional dan persiapan kegiatan 

kunjungan Bupati dalam rangka peresmian gereja Reformasi 

dan kunjungan kerja di Distrik Bomakia ; 

- 1 (satu) bendel rincian pengeluaran di Distrik Bomakia ; 

- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- senilai 

Rp.3.000.000.000,- dari Bendahara Sekretariat Daerah kepada  

YUSAK YALUWO untuk Pembayaran Operasional Pemerintah 

terkait dengan kunjungan ke Distrik Bomakia tanggal 14 

November 2007 ; 

54) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D:0901/UP/IV/2007 ; 

- 2 (dua) lembar SPM No.SPM/900/56/SETDA/2007 ; 

- 2 (dua) lembar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran 

No.900/56/SPP-UP/2007 ; 

- 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran No.900/56/SPP-

UP/2007 ; 

- 2 (dua) lembar Rincian Pengeluaran Berdasarkan kegiatan ; 

- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP ; 

- 2 (dua) lembar Disposisi Bupati Boven Digoel ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar 

Rp.1.000.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar 

Rp.600.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar 

Rp.1.000.000.000,- ; 

55) 1 (satu) lembar Cek No. CEH 288445 ; 

- 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D:0900/UP/IV/2007 ; 

- 2 (dua) lembar SPM No.SPM/900/55/SETDA/2007 ; 

- 1 (satu) lembar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran 

No.900/55/SPP-UP/2007 ; 

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran No.900/55/SPP-

UP/2007 ; 

- 1 (satu) lembar Rincian Pengeluaran Berdasarkan kegiatan ; 

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Boven Digoel ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar 

Rp.4.000.000.000,- ; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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- 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar 

Rp.1.000.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Cek No. CEH 288448 ; 

56) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Boven Digoel kepada Kabag 

Keuangan untuk perjalanan luar daerah tanggal 27 November   

2007 ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- senilai 

Rp.2.000.000.000,- dari Bupati Boven Digoel untuk bantuan 

Dana Pembangunan Infrastruktur tanggal 27 November 2007 ; 

- 1 (satu) lembar permohonan Distrik Firiwage No.900/12/DIS 

FR/XI/2007 kepada Bupati Kabupaten Boven Digoel perihal 

Bantuan Biaya Angkut 150 unit solarcell ke Firiwage tanggal 26 

November 2007 ; 

- 1 (satu) lembar permohonan Distrik Firiwage No.900/13/DIS  

FR/XI/2007 kepada Bupati Kabupaten Boven Digoel perihal 

Bantuan Dana Pembangunan Infrastruktur Ibukota Distrik Baru  

tanggal 26 November 2007 ; 

- 1 (satu) lembar permohonan Distrik Firiwage No.900/14/DIS 

FR/XI/2007 kepada Bupati Kabupaten Boven Digoel perihal  

Bantuan Pembersihan Kampung dan Operasional Kampung-

kampung tanggal 27 November 2007 ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- senilai 

Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari Bendahara 

Sekretariat Daerah kepada YUSAK YALUWO, SH., M.Si untuk 

pembayaran Operasional Penunjang dalam rangka Koordinasi 

Kepala Daerah dengan Pemerintah Pusat tanggal 27 

November 2007 ; 

- 2 (dua) lembar Kwitansi senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar 

rupiah) dari Bendahara Sekretariat Daerah kepada YUSAK 

YALUWO, SH., M.Si untuk Pembayaran Operasional 

Penunjang dalam rangka Koordinasi Kepala Daerah dengan 

Pemerintah Pusat tanggal 27 November 2007 ; 

57) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Boven Digoel kepada Kabag 

Keuangan perihal keluarkan dana Rp.1.000.000.000,- untuk 

perjalanan luar daerah tanggal 29 November 2007 ; 

- 28 (dua puluh delapan) lembar Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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tanggal 29 November 2007 dengan jumlah Rp.498.000.000,- 

(empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) ; 

- 37 (tiga puluh tujuh) lembar Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- 

bulan Desember 2007 dengan jumlah Rp.502.000.000,- (lima 

ratus dua juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- senilai 

Rp.1.000.000.000,- dari Bendahara Sekretariat Daerah kepada 

YUSAK YALUWO untuk Operasional Penunjang dalam rangka 

Koordinasi Kepala Daerah dengan Pemerintah Pusat tanggal 

29 November 2007 ; 

58) 1 (satu) lembar Voucher TR 01 Bank Rakyat Indonesia ; 

59) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. GDT 849252 ; 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar Surat No.640/26/Z/2006 perihal Pemindah- 

bukuan ; 

- 1 (satu) berkas Turunan Akta Jual Beli Kapal pada Notaris  

Nancy Nirwana Somalinggi, SH tanggal 16 Oktober 2006 ; 

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Uang Rp.2.450.000.000,- 

tanggal 27 Oktober 2005 ; 

60) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk biaya penerimaan kunjungan 

kerja Pejabat Negara/Departemen/Departemen/Lembaga 

Pemerintah Non Departemen - Luar Negeri sebesar 

Rp.600.000.000,- tanggal 30 Oktober 2007 ; 

- 1 (satu) bendel Cek Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor Cek 

CEH. 288426 sampai dengan CEH. 288450 ; 

- 1 (satu) bendel Dokumen pengeluaran dana untuk 

dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan/anggota 

organisasi sosial dan masyarakat sebesar Rp.5.000.000.000,- 

Tahun Anggaran 2007, dengan 1 (satu) lembar Disposisi dari 

Wakil Bupati Boven Digoel ; 

- 1 (satu) bendel Dokumen pengeluaran dana untuk Kunjungan 

Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten 

Boven Digoel sebesar Rp.5.800.000.000,- Tahun Anggaran 

2007 dengan 1 (satu) lembar asli Disposisi dari Wakil Bupati 

Boven Digoel ; 

- 1 (satu) bendel Dokumen pengeluaran dana untuk Kegiatan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  

lainnya sebesar Rp.3.366.000.000,- Tahun Anggaran 2007, 

dengan 1 (satu) lembar asli Disposisi dari Wakil Bupati Boven 

Digoel ; 

- 1 (satu) bendel Dokumen pengeluaran dana untuk belanja 

operasional penunjang kegiatan penerimaan kunjungan kerja 

Pejabat Negara/Departemen Lembaga Pemerintah Non 

Departemen/Luar Negeri sebesar Rp.3.000.000.000,- Tahun 

Anggaran 2007 dengan 1 (satu) lembar asli Disposisi dari Wakil  

Bupati Boven Digoel ; 

- 1 (satu) bendel Dokumen pengeluaran dana untuk Kegiatan 

Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah sebesar  

Rp.2.000.000.000,- Tahun Anggaran 2007 dengan 1 (satu) 

lembar asli Disposisi dari Wakil Bupati Boven Digoel ; 

- 1 (satu) bendel Dokumen Pengeluaran Dana untuk Belanja 

Operasional Penunjang Kegiatan Rapat Koordinasi Unsur 

Muspida sebesar Rp.300.000.000,- Tahun Anggaran 2007 

dengan 1 (satu) lembar asli Disposisi dari Wakil Bupati Boven 

Digoel ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Kabupaten Boven Digoel 

kepada Kabag Keuangan (Pampilia Montayop) untuk 

pengeluaran sebesar Rp.2.000.000.000,- tanggal 4 September 

2007 ; 

- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/149/SET/2007 

sebesar Rp.2.000.000.000,- tanggal 4 September 2007 ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Kabupaten Boven Digoel 

kepada Kabag Keuangan (Pampilia Montayop) untuk 

pengeluaran sebesar Rp.2.000.000.000,- tanggal 4 Mei 2007 ; 

- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/152/SET/2007 

sebesar Rp.2.000.000.000,- tanggal 4 September 2007 ; 

- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Kabupaten Boven Digoel 

kepada Kabag Keuangan (Pampilia Montayop) untuk 

pengeluaran sebesar Rp.1.000.000.000,- tanggal 4 September 

2007 ; 

- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/153/SET/2007 

sebesar Rp.1.000.000.000,- tanggal 4 September 2007 ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Kabupaten Boven Digoel 

kepada Kabag Keuangan (Pampilia Montayop) untuk 
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pengeluaran sebesar Rp.500.000.000,- tanggal 4 September 

2007 ; 

- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/150/SET/2007 

sebesar Rp.500.000.000,- tanggal 4 September 2007 ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Kabupaten Boven Digoel 

kepada Kabag Keuangan (Pampilia Montayop) untuk 

pengeluaran dana sebesar Rp.1.000.000.000,- tanggal 4 

September 2007 ; 

- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/153/SET/2007 

sebesar Rp.1.000.000.000,- tanggal 4 September 2007 ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Kabupaten Boven Digoel 

kepada Kabag Keuangan untuk mengeluarkan dana sebesar 

Rp.600.000.000,- dalam rangka kunjungan kerja dalam daerah 

di Wilayah Distrik Jair dan Sekitarnya tanggal 30 Oktober   

2007 ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bagian Keuangan (Sekda Boven 

Digoel) kepada Bendahara Sekda tanggal 30 Oktober 2007 ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk biaya penerimaan kunjungan 

kerja Pejabat Negara/Departemen/Departemen/Lembaga 

Pemerintah Non Departemen - Luar Negeri sebesar 

Rp.600.000.000,- tanggal 30 Oktober 2007 ; 

61) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank BRI 

No.035203520541101240 tanggal 25 Januari 2010, 

Rp.700.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank BRI No.03520352053110162 

tanggal 18 Februari 2010 Rp.1.000.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank BRI 

No.035203520541101241 tanggal 25 Januari 2010 

Rp.475.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Tanda Terima No.912/047-TT/VII/2007 tanggal 

6 Agustus 2007 mengenai Pembayaran Panjar Pengadaan 

Kapal Tugboat, Tongkang, Dragline ; 

62) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia Unit 

Tanah Merah tanggal 06 Agustus 2007 sebesar 

Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi dari Kepala Dinas Pertambangan dan 
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Energi kepada Bendahara Dinas Pertambangan dan Energi 

tanggal 06 Agustus 2007 ; 

- 1 (satu) lembar Tanda Terima No.912/047-TT/VIII/2007 uang 

sejumlah Rp.3.000.000.000,- untuk Pengadaan Kapal Tugboat, 

Tongkan/Drag Line tanggal 06 Agustus 2007 ; 

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan No.912/087/VIII/2007 tanggal 

27 Juli 2007 yang ditandatangani JOHANIS TANETI ; 

- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/109/SET/07 

tertanggal 27 Juli 2007 ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi kepada Kabag Keuangan tanggal 26 

Juni 2007 ; 

- 1 (satu) lembar Surat No.912/068/VII/2007 perihal Permohonan 

Pinjaman/Panjar tanggal 25 Juli 2007 yang ditandatangani oleh  

JOHANIS TANETI ; 

- 1 (satu) lembar Surat No.26/PT/V/MRK-2009 perihal Surat 

Pernyataan Pembatalan Kontrak tanggal 3 Januari 2009 ; 

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan No.01/PT/III/MRK-2009 yang 

ditandatangani oleh Direktur PT. PERLITA (SULYADI) ; 

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesediaan untuk 

Menyetorkan Dana Kegiatan yang tidak dapat dipertanggung-

jawabkan tanggal 13 Juli 2009 ; 

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesediaan untuk 

Menyetorkan Dana Kegiatan yang tidak dapat dipertanggung-

jawabkan tanggal 13 Juli 2009 ; 

- 1 (satu) lembar SP2D BRI Unit Tanah Merah ; 

- 1 (satu) lembar SPM tanggal 12 November 2007 ; 

- 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri pengembalian cicilan 

dana Tongkang ; 

63) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar SPMU No.1980/IV/OP/2006 ; 

- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran No.900/039/ 

SPP-BT/XII/2006 ; 

- 1 (satu) lembar Faktur Tagihan No.04/BKN/BD/XI/2006 ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi Rp.4.840.550.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 15 November 

2006 ; 

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.552.2/ 

639/set/2006 tanggal 30 Agustus 2006 ; 
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- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No.552.4/ 

639/ Set/2006 tanggal 30 Agustus 2006 ; 

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.552.3/  

639/Set/2006 tanggal 30 Agustus 2006 ; 

- 1 (satu) lembar Surat No.027/624/BUP/2006 ; 

- 1 (satu) lembar Surat No.027/623/SET/2006 ; 

64) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI Kantor Cabang 

Merauke tanggal 11 Oktober 2006 senilai Rp.500.000.000,- 

(lima ratus juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI Kantor Cabang 

Merauke tanggal 28 September 2006 senilai Rp.400.000.000,- 

(empat ratus juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI Kantor Cabang  

Merauke tanggal 15 September 2006 senilai Rp.600.000.000,- 

(enam ratus juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI Kantor Cabang 

Merauke tanggal 26 September 2006 senilai Rp.500.000.000,- 

(lima ratus juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI Kantor Cabang 

Merauke tanggal 29 September 2006 senilai Rp.200.000.000,- 

(dua ratus juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI Kantor Cabang 

Merauke tanggal 06 Oktober 2006 senilai Rp.500.000.000,- 

(lima ratus juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI Kantor Cabang 

Merauke tanggal 06 Oktober 2006 senilai Rp.600.000.000,- 

(enam ratus juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI Kantor Cabang 

Merauke tanggal 06 Oktober 2006 senilai Rp.500.000.000,- 

(lima ratus juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI Kantor Cabang 

Merauke tanggal 06 Oktober 2006 senilai Rp.200.000.000,- 

(dua ratus juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar asli Surat Bupati Kabupaten Boven Digoel 

No.900/138/SET/06 kepada Kepala BRI Cabang Merauke 

tanggal 30 Desember 2005 perihal Pemindahbukuan ; 

- 1 (satu) bendel yang terdiri dari 15 lembar Buku Kas Umum 
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Pemegang Kas Bupati Boven Digoel tahun 2006 yang  

ditandatangani Pembantu Bendahara Stabilitas Daerah 

(FRANSISCA YULIANA) ; 

- 3 (tiga) lembar Disposisi berikut 45 (empat puluh lima) lembar 

Kwitansi untuk pembayaran biaya Koordinasi ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi berikut 21 (dua puluh satu) lembar 

Kwitansi untuk pembayaran biaya pembersihan Kota Tanah 

Merah Kawasan Bandara ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi untuk Kegiatan Pelantikan, Peresmian 

dan Peletakan Batu Pertama berikut 10 (sepuluh) lembar 

Kwitansinya ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi untuk Bantuan Sosial Masyarakat 

berikut 18 (delapan belas) lembar Kwitansinya ; 

- 2 (dua) lembar Disposisi berikut 4 (empat) lembar Kwitansi 

untuk Pembayaran Bantuan Beras ; 

- 2 (dua) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Biaya Operasional 

dalam rangka 17 Agustus 2006 ; 

- 3 (tiga) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Koordinasi Bupati ; 

- 2 (dua) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Tiket 

TMH-Merauke ; 

- 3 (tiga) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Tunggu 

selama 2 jam di Bomakia ; 

- 2 (dua) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan  Biaya 

Tiket ; 

- 2 (dua) lembar Kwitansi untuk pembayaran biaya koordinasi ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Modal 

Usaha Ternak Ayam ; 

- 2 (dua) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan kepada 

Kapolsek Tanah Merah ; 

65) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Kabupaten Boven Didoel 

tanggal 22 Desember 2006 kepada Kabag Keuangan untuk 

mengeluarkan dana Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) 

untuk bantuan masyarakat ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan 

kepada WILIBRODUS ASAGI tanggal 28 Desember 2006 

sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;  

- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan  
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kepada THOBIAS KAMBANGGO tanggal 22 Desember 2006 

sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan 

kepada JULIUS KATOP tanggal 28 Desember 2006 sebesar 

Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan 

kepada ELIAS TOYAP tanggal 28 Desember 2006 sebesar 

Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan 

kepada ALFONSIUS BEAP tanggal 28 Desember 2006 

sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan 

kepada YUNUS BIRAK tanggal 22 Desember 2006 sebesar 

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan 

kepada BENEDIKTA WAUK tanggal 28 Desember 2006 

sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan 

kepada THEODORUS SAGI tanggal 22 Desember 2006 

sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan 

kepada CHAMELAS UWAK tanggal 22 Desember 2006 

sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan 

kepada PAULUS KENONGJOM tanggal 22 Desember 2006 

sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan 

kepada SIMSON WAREMBA tanggal 22 Desember 2006 

sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan 

kepada XAVERIUS KATINUN tanggal 22 Desember 2006 

sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan 

kepada XAVERIUS KATINUN tanggal 22 Desember 2006 

sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan  

kepada MARIA BAYUP tanggal 27 Desember 2006 sebesar 

Rp.2.002.490,- (dua juta dua ribu empat ratus sembilan puluh   
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rupiah) ;  

66) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 3 (tiga) lembar Daftar Penyetoran Kas dari Hasil Realisasi 

Temuan TL BPK-RI Perwakilan Papua Tahun Anggaran 2009 ; 

- 2 (dua) lembar Daftar Penyetoran Kas dari Hasil Realisasi 

Temuan TL Inspektorat Tahun Anggaran 2009 ; 

- 1 (satu) bendel foto copy Laporan Pelaksanaan Tindak Lanjut 

Hasil Pemeriksaan BPK-RI Tahun Anggaran 2006 ; 

- 8 (delapan) lembar foto copy Pemantauan Tindak Lanjut Hasil  

Pemeriksaan Atas Belanja Daerah Kabupaten Boven Digoel 

Tahun Anggaran 2006 ; 

- 5 (lima) lembar foto copy Pemantauan Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan Atas Belanja Daerah Kabupaten Boven Digoel 

Tahun Anggaran 2007 ; 

- 4 (empat) lembar foto copy Daftar Rekapitulasi Tindak Lanjut 

Hasil Pemeriksaan BPK RI Provinsi Papua-Kabupaten Boven 

Digoel Tahun Pemeriksaan 2006 ; 

- 4 (empat) lembar foto copy daftar Rekapitulasi Tindak Lanjut 

Hasil Pemeriksaan BPK RI Provinsi Papua-Kabupaten Boven 

Digoel Tahun Pemeriksaan 2007 ; 

67) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar SPMU No.0053/I/OP/2007, 3 (tiga) lembar asli 

SPP-BT No.900/04/SPP-BT/II/2007, 1 (satu) lembar asli 

Kwitansi untuk pembayaran biaya operasional kapal LCT, 1 

(satu) lembar asli rincian biaya pengeluaran operasional kapal 

LCT ; 

- 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Pemegang Kas bulan 

Desember 2006 tanggal 31 Desember 2006 ; 

- 4 (empat) lembar Perjanjian Kerjasama antara Pemda Boven 

Digoel dengan PT. Bangun Karya Nusantara tentang 

Pengoperasian Kapal LCT (KM Wambon Boven Digoel) 

No.550/ 477/BUP/2007 dan 010/BKN-6/07n tanggal 13 Juni 

2007 ; 

- 2 (dua) lembar Kesepakatan Bersama (MoU) antara Pemda 

Boven Digoel dengan PT. Bangun Karya Nusantara tentang 

Pengoperasian Kapal LCT (KM Wambon Boven Digoel) 

No.550/476/BUP/2007 dan 09/BKN-6/07n tanggal 11 Juni 

2007; 

Disclaimer
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68) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Daftar Verifikasi SPJ pada Sekretariat Daerah 

Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2007 tanggal 14 

Agustus 2009 sebesar Rp.8.000.000.000,- yang ditandatangan i 

oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  Drs. 

SEPNATH WATTIMENA, M.Si dan Kasubag Verifikasi 

PAMFILIA F MONTAYOP, SE ; 

- 4 (empat) lembar Register Pengesahan Laporan Pertanggung-

jawaban Pengeluaran (SPJ) tanggal 14 Agustus 2009 yang 

ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Drs. ASAF TANDI dan  

Bendahara PATRISIA MOGAN, Amd ; 

- 1 (satu) bendel Kwitansi terdiri dari 6 (enam) lembar asli 

Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- dengan total sejumlah 

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ; 

- 1 (satu) Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- senilai Rp.825.000.000, 

1 (satu) lembar asli Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- senilai 

Rp.550.000.000, 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermeterai 

Rp.6.000,- senilai Rp.561.625.000, 5 (lima) lembar Daftar 

Bantuan Untuk Masyarakat Distrik Kouh, 20 (dua puluh) lembar 

asli Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- dengan total sejumlah 

Rp.2.052.000.000,- ; 

- 29 (dua puluh sembilan) lembar Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- 

dengan total sejumlah Rp.498.000.000,- (empat ratus sembilan 

puluh delapan juta rupiah) ;  

69) 4 (empat) lembar Rekening Koran Keuangan Setda Boven Digoel 

No. Rek. 31-39-0041 bulan Januari 2006 ; 

70) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar CEK Bank BRI No. CEI. 288426 telah dicairkan 

tanggal 27 Desember 2006 ; 

- 1 (satu) lembar CEK Bank BRI No. CEI. 288427 telah dicairkan 

tanggal 3 Januari 2007 ; 

- 1 (satu) lembar CEK Bank BRI No. CEI. 288430 telah dicairkan 

tanggal 9 Oktober 2007 ; 

- 1 (satu) lembar CEK Bank BRI No. CEI. 288431 telah dicairkan  

tanggal 11 Oktober 2007 ; 

- 1 (satu) lembar CEK Bank BRI No. CEI. 288444 telah dicairkan 

tanggal 12 November 2007 ; 

- 1 (satu) lembar CEK Bank BRI No. CEI. 288449 telah dicairkan 
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tanggal 14 November 2007 ; 

- 1 (satu) lembar CEK Bank BRI No. CEI. 288450 telah dicairkan 

tanggal 15 November 2007 ; 

- 1 (satu) lembar CEK Bank BRI No. CEI. 493702 telah dicairkan 

tanggal 15 November 2007 ; 

- 1 (satu) lembar CEK Bank BRI No. CEI. 493703 telah dicairkan 

tanggal 29 November 2007 ; 

- 1 (satu) lembar CEK Bank BRI No. CEI. 493704 telah dicairkan  

tanggal 29 November 2007 ; 

71) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar bukti Setoran Tunai tanggal 27 Oktober 2005 

atas nama John Ramli Sumual 1 (satu) lembar Rekening Koran  

Pinjaman No. Rek. 0352-01-002654-10-9 atas nama John 

Ramli Sumual ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi realisasi pinjaman ; 

- 1 (satu) lembar bukti Setoran Tunai tanggal 27 Oktober 2005 

atas nama John Ramli Sumual ; 

72) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Perjalanan Dinas Luar Daerah 

Bupati Tahun 2007 ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Sekretaris Kabupaten Boven Digoel 

tanggal 27 November 2007 ; 

- 1 (satu) lembar SPPD Bupati No.094/2135/SPPD/2007 tanggal 

27 November 2007 ; 

- 1 (satu) lembar Surat Penugasan Bupati No.094/2135/Tahun 

2007 tanggal 27 November 2007 ; 

73) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Dokumen Pengiriman Uang (TR 01) BRI 

No.Remit 380901001848652 tanggal 25-06-2007 kepada 

HENGKI KAYOI atas permintaan FAMFILIA sejumlah 

Rp.3.210.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Dokumen Pengiriman Uang (TR 02) BRI  

035203520544646 259 tanggal 25-06-2007 atas nama HENGKI 

KAYOI sejumlah Rp.3.210.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Dokumen Pengiriman Uang (TR 01) BRI 

No.Remit 380901001964658 tanggal 26-06-2007 kepada 

HENGKI KAYOI atas permintaan FAMFILIA sejumlah 

Rp.1.000.000.000,- ; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 91



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

 
Hal. 92 dari 182 hal. Put. No.127 PK/Pid.Sus/2012 

 

 
 
 

 

- 1 (satu) lembar Dokumen Pengiriman Uang (TR 02) BRI 

035203520544646 175 tanggal 26-06-2007 atas nama HENGKI 

KAYOI sejumlah Rp.1.000.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Dokumen Pengiriman Uang (TR 01) BRI 

No.Remit 380901003562650 tanggal 20-11-2007 kepada 

HENGKI KAYOI atas permintaan MARCELINA TUKON 

sejumlah Rp.4.000.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Dokumen Pengiriman Uang (TR 02) BRI  

035203520544646 216 tanggal 20-11-2007 atas nama HENGKI 

KAYOI sejumlah Rp.4.000.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Dokumen Pengiriman Uang (TR 01) BRI 

No.Remit 380901002929655 tanggal 27-09-2007 kepada 

HENGKI KAYOI atas permintaan MARCELINA TUKON 

sejumlah Rp.10.500.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Dokumen Pengiriman Uang (TR 02) BRI 

035203520544646 338 tanggal 04-10-2007 atas nama HENGKI 

KAYOI sejumlah Rp.10.500.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Dokumen Pengiriman Uang (TR 01) BRI 

No.Remit 38093809051470194 tanggal 03-09-2007 kepada 

HENGKI KAYOI atas permintaan YULITA IMAP sejumlah 

Rp.15.000.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Dokumen Pengiriman Uang (TR 02) BRI 

035203520534646 15 tanggal 11-09-2007 atas nama HENGKI 

KAYOI sejumlah Rp.15.000.000.000,- ; 

74) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Surat No.01/IP/DPRD/BD/2005 perihal 

Persetujuan Ijin Prinsip tanggal 8 Desember 2005 ; 

- 1 (satu) bendel Keputusan Gubernur Provinsi Papua No.65 

Tahun 2006 tentang Petunjuk Pengelolaan Dana Penerimaan 

Khusus Dalam Rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun 

Anggaran 2006 ; 

- 1 (satu) bendel Keputusan Gubernur Provinsi Papua No.82 

Tahun 2007 tentang Petunjuk Pengelolaan Dana Penerimaan 

Khusus Dalam Rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun 

Anggaran 2007 ; 

- 1 (satu) bendel Keputusan Gubernur Provinsi Papua No.198 

Tahun 2009 tentang Petunjuk Pengelolaan Dana Penerimaan 

Khusus Dalam Rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun 
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Anggaran 2010 ; 

75) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Voucher BRI UM 02 tanggal 17 Januari 2007, 1 

(lembar) SPMU No.1980/IV/OP/2006 ; 

- 1 (satu) lembar SPMU No.0053/I/OP/2007 ; 

- 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D/915/SET/K/074/2007, 1 

(lembar) SPMU No.SP2D/915/SET/K/074/2007, 3 (tiga) lembar 

SPP ; 

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Nota Pembayaran 

No.915/453/SET/2006, 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro No. GDV 

348197 ; 

- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/738/SET/2006 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 345552, 1 (satu) lembar Print Out 

tanggal 13 Agustus 2007, 1 (satu) lembar foto copy cap basah 

Surat Bupati Boven Digoel No.900/652/SET/07 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 345553, 1 (satu) lembar Voucher 

UM 06, 1 (satu) lembar asli Surat Bupati Boven Digoel 

No.900/853/BUP/07 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 345556, 1 (satu) lembar Voucher 

UM 06, 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Boven Digoel 

No.900/ 890/SET/07 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343376, 1 (satu) lembar Slip 

Setoran BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343377, 1 (satu) lembar Slip 

Setoran BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343378, 1 (satu) lembar Slip 

Setoran BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343129, 1 (satu) lembar Voucher 

UM 06, 1 (satu) lembar Surat Bupati Boven Digoel No.915/141/ 

SET/07 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343118, 1 (satu) lembar Voucher 

UM 06, 1 (satu) lembar Surat Bupati Boven Digoel No.915/129/ 

SET/07 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343135, 1 (satu) lembar Voucher 

UM 06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/147/SET/07 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343124, 1 (satu) lembar Voucher 

UM 06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/134/SET/07 ; 

- 1 (satu) lembar Slip BRI, 1 (satu) lembar asli UM 04 ; 
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- 1 (satu) lembar Slip BRI, 1 (satu) lembar asli UM 04 ; 

- 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343104, 1 (satu) lembar Voucher 

UM 06, 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D/915/SET/K/070/2007, 1 

(satu) lembar SPM No.SPM/915/SET/K/070/2007, 3 (tiga) 

lembar SPP No.SPP/915/SET/K/070/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343115, 1 (satu) lembar Voucher 

UM 06, 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D/915/SET/K/073/2007, 1 

(satu) lembar SPM No.SPM/915/SET/K/073/2007, 3 (tiga) 

lembar SPP No.SPP/915/SET/K/073/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 342944, 1 (satu) lembar Voucher 

UM 06, 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D/915/SET/K/063/2007, 1 

(satu) lembar SPM No.SPM/915/SET/K/063/2007, 3 (tiga) 

lembar SPP No.SPP/915/SET/K/063/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343119, 1 (satu) lembar Voucher 

UM 06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/130/ 

SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343127, 1 (satu) lembar Voucher 

UM 06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/139/ 

SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343121, 1 (satu) lembar Voucher 

BRI UM 04 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343136, 1 (satu) lembar Voucher  

BRI UM 06 ; 

- 1 (satu) lembar SPMU No.0769/III/OP/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343117, 1 (satu) lembar Voucher 

UM 06, 1 (satu) lembar Surat Bupati Boven Digoel No.915/128/ 

SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343116, 1 (satu) lembar Voucher 

UM 06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/122/ 

SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343120, 1 (satu) lembar Voucher 

UM 06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.916/131/ 

SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343133, 1 (satu) lembar Voucher 

UM 06, 1 (satu) lembar Surat Bupati Boven Digoel No.915/146/ 

SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343138, 1 (satu) lembar Voucher 
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UM 06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/153/ 

SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343141, 1 (satu) lembar Voucher 

UM 06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/150/ 

SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343139, 1 (satu) lembar Voucher 

UM 06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/149/ 

SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343142, 1 (satu) lembar Voucher 

UM 06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/152/ 

SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar SP2D No.0905/IV/UP/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 346991, 1 (satu) lembar Voucher 

UM 04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/002/ 

Keu/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 346993, 1 (satu) lembar Voucher 

UM 04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/248/ 

SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 346994, 1 (satu) lembar Voucher 

UM 04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/012/  

SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 346995, 1 (satu) lembar Voucher 

UM 04, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Nota Pembayaran 

No.915/013/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang 

BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 346999, 1 (satu) lembar Voucher 

UM 04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/018/ 

SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 347278, 1 (satu) lembar Voucher 

UM 04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/020/ 

SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 347280, 1 (satu) lembar Voucher 

UM 04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/022/ 

SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 347281, 1 (satu) lembar Voucher 

UM 04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/023/ 

SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 347288, 1 (satu) lembar Voucher 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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UM 04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/029/ 

SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 347289, 1 (satu) lembar Voucher 

UM 04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/031/ 

SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 347293, 1 (satu) lembar Voucher 

UM 04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/032/ 

SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 347298, 1 (satu) lembar Voucher 

UM 04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/037/ 

SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 347441, 1 (satu) lembar Voucher 

UM 04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/058/ 

SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 347446, 1 (satu) lembar Voucher 

UM 04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/062/ 

SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI, 1 (satu) 

lembar BG No. GDV 347445, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 

(satu) lembar Nota Pembayaran No.915/062/SET/2007, 1 

(satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI, 1 (satu) lembar foto 

copy Disposisi Bupati Boven Digoel kepada Kabag Keuangan ; 

- 1 (satu) lembar Voucher TR 02 BRI, 1 (satu) lembar Voucher 

UM 04, 1  (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 347450, 1 (satu) lembar Voucher 

UM 04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/066/ 

SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 347802, 1 (satu) lembar Voucher 

UM 04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/068/ 

SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 342803, 1 (satu) lembar Voucher 

UM 04, 1 (satu) lembar foto copy Nota Pembayaran No.915/ 

069/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI, 1 

(satu) lembar SP2D No.SP2D/915/SET/K/041/2007, 1 (satu) 

lembar SPM No.SPM/915/SET/K/041/2007, 3 (tiga) lembar 

SPP No.SPP/915/ SET/K/041/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 342812, 1 (satu) lembar Voucher 

UM 04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/076/ 

SET/2007, 1  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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(satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 342818, 1 (satu) lembar Voucher 

UM 04, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran 

No.915/084/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang 

BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 342815, 1 (satu) lembar Voucher 

UM 04, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran 

No.915/079/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang 

BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 342825, 1 (satu) lembar Voucher 

UM 04, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran 

No.915/089/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang 

BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No.GDV 342931, 1 (satu) lembar  Voucher 

UM 04, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran 

No.915/095/SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 342934, 1 (satu) lembar Voucher 

UM 04, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran 

No.915/098/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang 

BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 342937, 1 (satu) lembar Voucher 

UM 04, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran 

No.915/101/SET/ 2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang 

BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 342942, 1 (satu) lembar Voucher 

UM 04, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran 

No.915/100/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang 

BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 342938, 1 (satu) lembar Voucher 

UM 04, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran 

No.915/105/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang 

BRI, 1 (satu) lembar BG No. GDV 342935, 1 (satu) lembar 

Voucher UM 04, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran 

No.915/099/SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 342950, 1 (satu) lembar Voucher 

UM 06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/113/ 

SET/2007, 1 (satu) lembar Surat No.B-058/KC-XIII/08/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343103, 1 (satu) lembar Voucher 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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UM 06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/116/ 

SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343106, 1 (satu) lembar Voucher 

UM 06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran 

No.915/117/ SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343105, 1 (satu) lembar Voucher 

UM 06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran 

No.915/118/SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343113, 1 (satu) lembar Voucher 

UM 06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran 

No.915/123/SET/2007, 1 (satu) lembar Surat No.B-077/KC-

XIII/08/2007, 1 (satu) lembar Rekening Koran Pemerintah 

Kabupaten Boven Digoel ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343112, 1 (satu) lembar Voucher 

UM 06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran 

No.915/126/SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343122, 1 (satu) lembar Voucher 

UM 06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran 

No.915/136/SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343130, 1 (satu) lembar Voucher 

UM 06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran 

No.915/142/ SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343131, 1 (satu) lembar Voucher 

UM 06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran 

No.915/143/ SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343148, 1 (satu) lembar Voucher 

UM 06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran 

No.915/157/SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343392, 1 (satu) lembar Voucher 

UM 06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran 

No.915/172/SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343386, 1 (satu) lembar Voucher 

UM 06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran 

No.915/166/SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343388, 1 (satu) lembar Voucher 

UM 06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran 

No.915/165/SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343396, 1 (satu) lembar Voucher 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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UM 06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran 

No.915/180/SET/2007 ; 

- 3 (tiga) lembar Voucher UM 06, 2 (dua) lembar foto copy Surat  

Bupati Boven Digoel tanggal 9 Agustus 2007, 1 (satu) lembar 

foto copy Cek No.CEA 20178 ; 

- 1 (satu) lembar KCTT-01 No.Rek.0352-01-000367-30-8 Dana 

Otsus Pemda Boven Digoel, 1 (satu) lembar KCTT-01 No Rek. 

0352-01-000367-30-8 Pemda Boven Digoel Dana Otsu, 2 (dua) 

lembar foto copy KTP an. Domin J. Ulian dan an. Robertus 

Anggawen, 1 (satu) lembar asli blanko SG-01, 2 (dua) lembar 

asli blanko SG-03, 2 (dua) lembar asli Surat Bupati Boven 

Digoel No.900/600 ; 

- 1 (satu) lembar KCTT-01 No Rek. 0352-01-000245-30-2 an.  

- Pemda Boven Digoel Dana DAU, 1 (satu) lembar foto copy KTP  

an. Domin J. Ulian dan an. Robertus Anggawen, 1 (satu) 

lembar asli blanko SG-01, 1 (satu) lembar asli blanko SG-03, 2  

(dua) lembar foto copy Keputusan Bupati Boven Digoel No.6 

Tahun 2004, 1 (satu) lembar foto copy Surat No.900/101, 2 

(dua) lembar Surat Bupati Boven Digoel No.900/07/BUP/2008 ; 

76) 1 (satu) bendel Dokumen SPP, SPM, dan SP2D : 

77) 1 (satu) bendel Print Out Bank BRI No. 

Rek.0000035201000367308 Pemerintah Kabupaten Boven Digoel 

DAU periode 1/04/06-30/  11/07 ; 

78) 1 (satu) bendel Print Out Bank BRI No. 

Rek.0000035201000328304 Pemerintah Kabupaten Boven Digoel 

Dana Alokasi Khusus Non Regoisasi Periode 1/04/06-30/11/07 ; 

79) 1 (satu) bendel Print Out Bank BRI No. 

Rek.0000035201000243304 Pemerintah Kabupaten Boven Digoel 

Bendahara Bantuan Sosial Bendahara Bagian Keuangan Boven 

Didoel Periode 01/01/07-10/08/00 ; 

80) 1 (satu) buah Buku Peraturan Bupati Kabupaten Boven Digoel 

No.3 Tahun 2007 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Boven 

Digoel Tahun Anggaran 2007 ; 

81) 1 (satu) buah Buku Peraturan Bupati Kabupaten Boven Digoel 

No.1 Tahun 2005 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Boven 

Digoel Tahun Anggaran 2005 ; 

82) 1 (satu) buah Buku Peraturan Bupati Kabupaten Boven Digoel 

No.2 Tahun 2005 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Boven 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Digoel Tahun Anggaran 2005 ; 

83) 1 (satu) buah Buku Peraturan Bupati Kabupaten Boven Digoel 

No.1 Tahun 2006 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Boven 

Digoel Tahun Anggaran 2006 ; 

84) 1 (satu) buah Buku Peraturan Kabupaten Boven Digoel No.3 

Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2007 ; 

85) 1 (satu) buah Buku Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel 

No.3 Tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran  

2007 ; 

86) 1 (satu) buah Buku Laporan Pertanggungjawaban Bupati Boven 

Digoel tentang Penggunaan Dana Stabilitas Daerah (Tahun  

Anggaran 2006) ; 

87) 1 (satu) buah Buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat 

Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2007 ; 

88) 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Boven Digoel 

Tahun Anggaran 2007 Pemda Boven Digoel ; 

89) 1 (satu) buah Kontrak No.050/170.a/DISTAMBEN/2007 tanggal 4 

Desember 2007 untuk Pengadaan Tongkang Kabupaten Boven 

Digoel senilai Rp.2.998.000.000,- (dua milyar sembilan ratus 

sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan pelaksana PT.  

PERLITA ; 

90) 1 (satu) buah Kontrak No.903/36/III/2008 tanggal 9 April 2008 

untuk Pengadaan Tug Boat dan Crene Pengeruk Pasir Kabupaten 

Boven Digoel senilai Rp.2.725.910.000,- (dua milyar tujuh ratus 

dua puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan 

pelaksana PT. PERLITA ; 

91) 1 (satu) buah Buku Kontrak No.027/92/SET/2006 tentang 

Pengadaan 1 Unit Kapal Tanker LTC 180 sebesar 

Rp.4.840.550.000,- tanggal 17 Juli 2006 ; 

92) 1 (satu) buah Buku Kas Umum (BKU) Tahun Anggaran 2007 

Pemerintah Kabupaten Boven Digoel ; 

93) 1 (satu) buah Buku Kas Umum Bulan Oktober dan November 

2007 ; 

94) 1 (satu) bendel Buku Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 

tahun 2006 ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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95) 1 (satu) bendel Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Jayapura atas  

Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan Dalam Rangka 

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Boven Digoel Tahun Anggaran 2006 ; 

96) 1 (satu) Buku BPK RI Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan atas 

Laporan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah 

Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2007 No.4/KLHP/ 

XIX.JYP/12/08 tanggal 18 Desember 2008 ;  

97) 1 (satu) Buku Rekapitulasi PKPT Hasil Pemeriksaan Inspektorat 

Kabupaten Boven Digoel Tahun 2007/2008 ; 

98) 1 (satu) buah Buku warna kuning bertuliskan Badan Pemeriksa 

Keuangan Republik Indonesia Hasil Pemeriksaan Tujuan Tertentu   

atas Pelaksanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 dan 

2006 pada Kabupaten Boven Digoel di Tanah Merah ; 

99) 1 (satu) bendel Catatan tulisan tangan dengan tulisan masukan 

Tim Telahan BPK Pengendalian ; 

100) 1 (satu) buah Buku Notes warna coklat dengan tulisan Felix   

Verguso ; 

101) 1 (satu) buah Buku Notes warna hitam yang pada sampulnya 

bertuliskan POCKET ORGANIZER berwarna kuning keemasan ; 

102) 1 (satu) bendel Buku Kas Umum (BKU) Bulan Oktober 2007 

Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dan Dokumen perinciannya ; 

103) 1 (satu) bendel Dokumen Buku Kas Umum Bendahara Bantuan 

Sosial Tahun 2005 ; 

104) 1 (satu) bendel Dokumen Buku Kas Umum Bendahara Bantuan 

Sosial Tahun 2006 ; 

Tetap terlampirkan dalam berkas perkara ; 

7.  Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang 

timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebanyak 

Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; 

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 704 K/Pid.Sus/2011 tanggal 

10 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut : 

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : PENUNTUT 

UMUM PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA 

dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa : YUSAK YALUWO, SH., M.Si. tersebut ; 

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam 

tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 101



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

 
Hal. 102 dari 182 hal. Put. No.127 PK/Pid.Sus/2012 

 

 
 
 

 

Membaca surat permohonan peninjauan kembali bertanggal 30 Januari 

2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 01 Februari 2012 dari Pemohon  

Peninjauan Kembali sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan 

Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali ; 

 Membaca surat-surat yang bersangkutan ; 

 Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah 

diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Juni 2011 

dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang 

tetap ; 

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon 

Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut : 

Adapun Permohonan Peninjauan Kembali ini di susun dalam Memori 

Peninjauan Kembali dengan dalil-dalil Yuridis sebagai berikut : 

I. Dasar Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali :  

- Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan adalah sebagai 

bagian dari upaya hukum pembelaan dalam rangka mencari dan menggali 

kebenaran materil yang hakiki sebagaimana ditegaskan juga dalam Pasal  

11  DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA (DUHAM) 1948:  

"Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu 

pelanggaran hukum dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan 

kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, 

dimana dia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk 

pembelaannya".   

Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan juga berdasarkan 

ketentuan hukum positif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP) yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 263 ayat (1) dan 

ayat (2) dan pasal 264 ayat (3) KUHAP jo Undang-Undang Nomor : 14 

Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI, sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang No: 5 Tahun 2004 dan Perubahan Terakhir 

dengan Undang-Undang No: 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang No : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI.: 

Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyatakan: 

“Terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum yang tetap, kecuali Putusan Bebas atau Lepas dari segala 

tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan 

Permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung“. 

Ayat (2) : Permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar: 
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”1. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, 

bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih 

berlangsung, hasilnya berupa putusan bebas atau putusan lepas 

dari segala tuntutan hukum, atau tuntutan tidak dapat diterima atau 

terhadap perkara itu ditetapkan ketentuan pidana yang lebih ringan; 

2. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa 

sesuatu telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan 

yg lain; 

3. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan 

hakim atau suatu kekeliruan yg nyata”; 

Ayat (3) : “Permintaan Peninjauan Kembali tidak dibatasi dengan suatu 

jangka waktu “; 

- Bahwa berdasarkan dalil Yuridis diatas, Permohonan Peninjauan Kembali  

ini telah memenuhi persyaratan formal yang ditentukan undang-undang. 

Karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang 

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menerima Permohonan 

PEMOHON ini;  

II. Tentang Keadaan Baru (Novum) : 

- Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali ini, diajukan dengan 

berdasarkan keadaan-keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, 

bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih 

berlangsung, hasilnya berupa putusan bebas atau putusan lepas dari 

segala tuntutan hukum, atau tuntutan tidak dapat diterima atau terhadap 

perkara itu ditetapkan ketentuan pidana yang lebih ringan; 

- Bahwa keadaan-keadaan baru (Novum) yang PEMOHON ajukan adalah: 

1. Salinan / Turunan Akta Kuasa Nomor :23 Tanggal 26 Oktober 

2005, dibuat dihadapan Elizabeth Gondro Widyaningsih, SH. 

Notaris di Kabupaten Merauke; 

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Boven Digoel 

Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Penetapan Rancangan Peraturan 

Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2006; 

3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Boven Digoel 

Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Penetapan Rancangan Peraturan 

Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2007; 

4. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Boven 

Digoel dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 8 
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Oktober 2007 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran 

Tahun Anggaran 2007; 

5. Peraturan Daerah Boven Digoel Nomor 22 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2007; 

6. Peraturan Bupati Boven Digoel No. 3 Tahun 2007 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun 2007; 

7. Nota Pengantar Bupati untuk APBD Boven Digoel Tahun 2007 

Tanggal 8 Oktober 2008; 

8. Laporan Pertanggungjawaban Bupati Boven Digoel atas APBD 

Tahun 2007 Oktober 2008;  

9. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Boven Digoel Nomor 02/PIM/DPRD/BD/2008 Tanggal 

14 November 2008 Pembentukan Panitia Khusus Tentang LKPJ 

Tahun Anggaran 2007 Kabupaten Boven Digoel; 

10. Risalah Sidang Rapat Paripurna DPRD Masa Sidang III Tahun 

2008 November 2008 Dalam Rangka Pembahasan LKPJ Tahun 

2007, RAPERDA Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

Tahun 2007 dan Perubahan APBD Tahun 2008; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 3 tahun 2008 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007; 

- Bahwa Novum tersebut, pada saat persidangan berlangsung, belum 

pernah disampaikan dan diajukan, karenanya sudah sepatutnya Majelis 

Hakim Peninjauan kembali yang berwenang memeriksa dan mengadili 

perkara ini, menerima Novum yang PEMOHON ajukan; 

I. URAIAN / DALIL-DALIL YURIDIS: 

A. Pendahuluan : 

1. Tentang Keadaan Kabupaten Boven Digoel  

Luas Kabupaten Boven Digoel berdasarkan hasil Planimetris peta 

administrasi Bappeda tahun 2007 mencapai 27.836,68 KM 2 dan 

letak Geografis Kabupaten Boven Digoel secara astronomi terletak 

diantara 40 98-70 10’ Lintang Selatan dan 139090’-1410 Bujur Timur. 

Kabupaten Boven Digoel berbatasan dengan beberapa Kabupaten 

dan satu Negara tetangga dengan batas-batas sebagai berikut: 
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Sebelah Utara : Berbatasan dengan Distrik Suator Kabupaten 

Asmat dan Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan 

Bintang 

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Distrik Muting Kabupaten 

Merauke 

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Distrik Edera, Distrik Oba’a 

dan Distrik Citak Mitak Kabupaten Mappi. 

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Negara Papua New Guinea 

(PNG). 

Kabupaten Boven Digoel sebagian besar wilayahnya berada pada 

ketinggian 25-100 m di atas permukaan laut, kemiringan tanah di 

Kabupaten Boven Digoel beragam dimulai dari tanah datar dengan 

bergunung namun yang paling dominan yaitu kemiringan tanah yang 

agak datar hingga berombak. Berdasarkan Fisiografi sebagian besar 

wilayah Boven Digoel di dominasi oleh dataran, selebihnya merupakan 

wilayah bergelombang dan hanya sebagian kecil wilayah merupakan 

daerah gambut /rawa, perbukitan dan pegunungan; 

Kabupaten Boven Digoel termasuk beriklim panas, suhu udara 

rata-rata berkisar antara 260C- 280C, kelembaban udara relatif normal 

yaitu berkisar 86% hingga 94% rata-rata curah hujan beberapa tahun 

terakhir cukup tinggi dari tabel 1,7 dapat kita lihat curah hujan tertinggi 

mencapai 420,9 mm, kecepatan angin pada umumnya tidak terlalu 

berubah pada enam tahun terakhir dari tahun 2004, kecepatan angin 

berkisar rata-rata 4-4,5 knot pertahun dan termasuk kategori angin 

teduh dan matahari bersinar sepanjang tahun dengan intensitas 

penyinaran rata-rata 35% hingga 45%; 

Boven Digoel di masa yang lampau dikenal luas masyarakat 

Indonesia sebagai tempat pembuangan para pejuang bangsa kita, 

seperti Hatta dan Sutan Sjahrir. Di masa itu, mendengar nama Boven 

Digoel saja masyarakat sudah membayangkan betapa seramnya 

tempat itu. Sekian lama daerah ini tak terjamah oleh pembangunan 

apapun dan masyarakatnya tetap hidup dalam alam tradisional 

penduduk asli Papua, jauh dari alam modern dan kemajuan. Baru di 

era Reformasi, Boven Digoel dikembangkan menjadi Kabupatan baru , 

lepas dari Kabupaten Merauke, dengan harapan daerah ini dapat 

berkembang dan maju. Boven Digoel mempunyai arti sangat strategis 

bagi Negara Kesatuan RI mengingat daerah ini adalah wilayah 

perbatasan langsung antara RI dengan Papua New Guinea (PNG) 
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(vide Pendapat Ahli Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra SH., MSc. butir 4 

halaman 2). 

Pola hidup sebagian masyarakat masih sampai pada tingkatan 

masyarakat meramu dimana masyarakat memproduksi makanannya, 

untuk memperoleh makanan masyarakat masih banyak mengandalkan hasil 

hutan baik berupa pohon-pohonan yang tumbuh liar maupun berbu ru 

binatang. Di beberapa daerah memang sudah ada kegiatan 

perkebunan dan peternakan, tetapi belum dilakukan oleh seluruh 

masyarakat dari meramu ke proses industri. Hal ini menyebabkan 

masyarakat gagap dalam menghadapi transisi tersebut, karena masih 

sangat tingginya ketergantungan masyarakat pada alam, serta 

mentalitas masyarakat yang masih sangat dasar dan berpatokan 

kepada kegiatan meramu.  

Dengan luas wilayah lebih dari 27.000 km2, tingkat kesejahteraan 

di Kabupaten Boven Digoel masih sangat rendah. Salah satu yang 

menjadi indikator kesejahteraan yang sedemikian rendahnya adalah 

antara lain dengan tingginya angka kematian baik sakit atau gagal 

melahirkan ketimbang yang selamat.  

Persoalan lain terhadap masyarakat yang tersebar di Kecamatan -

kecamatan di Boven Digoel adalah krisis ekonomi yang disebabkan 

rendahnya penghasilan masyarakat, karena hasil masyarakat pada 

umumnya tidak dapat dijual, hal ini memaksa masyarakat itu untuk 

menjual hasil buminya yang sebagian besar hasil perkebunan rakyat 

ke Papua New Guinea, yang mana hal ini pun masih terhambat 

kendala karena kurang ditunjang dengan sarana jalan dan transportasi 

darat yang memadai serta keadaan alam yang sangat menantang. 

Berdasarkan laporan Pemerintah Provinsi Papua (2004) sebagian 

besar masyarakat Papua masih belum memiliki pendidikan yang 

memadai yakni lebih dari 79,4 % penduduk usia kerja (15 Tahun 

keatas) masih bependidikan SLTP kebawah, dengan kondisi 

ketenagakerjaan yang demikian, akan sulit untuk menangkap peluang 

usaha serta menetapkan lapangan kerja. 

Kondisi Pendidikan di Kabupaten Boven Digoel juga sangat 

terbatas, dikarenakan kondisi geografis dan kondisi geologis yang 

menjadikan sulit dicapai dan dijangkau beserta rendahnya sarana dan  

prasarana pendidikan yang memadai. Rendahnya rasio tenaga 

pengajar dibandingkan dengan jumlah murid serta rendahnya 

kompetensi tenaga pengajar yang sesuai dengan bidang yang 
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diajarkannya. Sedangkan dalam bidang infrastruktur, pelaksanaan 

pekerjaan pembangunan pun terhambat dengan tingginya curah hujan 

yang mengakibatkan sulit tercapainya pembangunan, ditambah lagi 

dengan pengadaan material yang mayoritas berasal dari luar Boven 

Digoel beserta minimnya transportasi angkutan darat. 

Kabupaten Boven Digoel didiami oleh 3 (tiga) suku yang tersebar 

di 10 Kecamatan yaitu suku Muya, Mandobo dan Auyu. Mata 

pencaharian utama dari suku-suku ini adalah berburu, menangkap 

ikan, berkebun dan produksi sagu yang mana sagu merupakan 

makanan pokok penduduknya; 

Bahwa pada Pemilu Kepala Daerah Tahun 2005 yang lalu 

Terpidana / PEMOHON, Yusak Yaluwo, SH, M.Si., terpilih sebagai 

Bupati Boven Digoel masa bakti 12 September 2005 s/d 12 

September 2010, dilantik pada tanggal 12 September 2005; 

Bahwa sebagai Bupati Boven Digoel yang pertama dengan segala 

kekurangannya yang masih berangkat dari nol baik sarana maupun 

prasarana kantor yang belum cukup bahkan hampir tidak ada 

ditambah lagi dengan masih kosong atau belum terisinya pejabat 

aparatur perangkat daerah yang tidak memungkinkan Pemerintah 

Daerah menjalankan fungsi pemerintahan secara total dan sempurna 

seperti daerah-daerah lainnya di Indonesia. Rendahnya koordinasi 

antara para pimpinan instansi secara vertikal di Papua, dikarenakan 

kondisi geografis yang sulit dijangkau, menjadikan pengambilan 

kebijakan yang bersifat teknis diskresional yang perlu disesuaikan 

dengan kondisi geografis dan masyarakat Kabupaten Boven Digoel. 

Sehingga apa yang menjadi dasar Majelis Hakim Judex Facti yang 

memeriksa dan mengadili perkara Terpidana / PEMOHON yang hanya 

mempertimbangkan dari segi kepastian hukum sangatlah tidak adil 

karena (pasal) peraturan perundang-undangan yang berlaku sangat 

tidak efektif diberlakukan pada pemerintah daerah yang baru saja 

terbentuk. Karena akan berdampak pada rasa keadilan masyarakat 

yang mana keberadaan tuntutan masyarakatnya akan relatif berbeda 

dengan tuntutan masyarakat daerah lain yang sudah lebih dahulu 

terbentuk dan dapat menjalankan sistem pemerintahan yang efektif 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

Dengan penuh pengharapan kepada Majelis Hakim a-quo perkara 

ini sudah selayaknya mempertimbangkan keadaan masyarakat Boven  

Digoel baik secara historis, geografis dan adat istiadat serta kondisi 
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sosial masyarakat Papua pada umumnya dan khususnya masyarakat 

Boven Digoel; 

Bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Terpidana / PEMOHON 

masih sangat tinggi dengan kontribusi Terpidana / PEMOHON kepada 

masyarakat yang memberikan pelayanan terbaik bagi mereka. 

Pernyataan ini dapat dibuktikan dengan terpilihnya kembali Terpidana/  

PEMOHON menjadi Bupati Boven Digoel yang kedua kalinya. Bagi 

rakyat di Boven Digoel, Terpidana / PEMOHON adalah pemimpin 

mereka yang kharismatik. Ketika Terpidana / PEMOHON ditahan di 

Rutan Cipinang oleh KPK, maka tanpa kampanye dan tanpa hadir 

secara fisik di daerahnya, Terpidana / PEMOHON terpilih secara 

mayoritas mutlak dalam satu putaran menjadi Bupati Boven Digoel  

(vide Pendapat Ahli Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra SH., MSc. butir 9 

halaman 4) dan telah dilantik kembali sebagai Bupati Boven Digoel 

oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam 

Negeri Nomor.131-91-792 Tahun 2010 tentang Pengesahan 

Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Boven Digoel 

Provinsi Papua tanggal 08 Oktober 2010; 

Kini meskipun Yusak telah dipidana dan mempunyai kekuatan 

hukum tetap, DPRD Boven Digoel sampai hari ini belum mengusulkan 

kepada Mendagri agar Yusak diberhentikan. Rakyat di Boven Digoel 

tetap menginginkan Yusak memimpin mereka. Puluhan bahkan 

ratusan orang setiap hari datang ke kantor Bupati Boven Digoel 

menanyakan kapan Yusak akan pulang ke sana. Perasaan rakyat di 

Boven Digoel sekarang ini sama dengan perasaan rakyat kita di 

zaman colonial, ketika pemimpin mereka ditangkap dan diasingkan 

oleh penjajah Belanda. Presiden SBY ketika menjadi Menko Polhukam 

dan menangani Desk Papua, termasuk saya, Menteri Kehakiman dan 

HAM di masa itu, tahu banyak tentang Yusak dan peranannya dalam 

membela keutuhan Negara Kesatuan RI. Pemerintah RI cukup 

dipusingkan oleh kenyataan adanya eksodus orang-orang Papua ke 

PNG yang didorong oleh aktivis Organisasi Papua Merdeka (OPM). 

Yusak, dalam posisinya sebagai Ketua Adat Besar mampu 

meyakinkan pelarian ke PNG itu untuk kembali ke haribaan NKRI. 

Yusak adalah seorang Republiken sejati, setelah dia disekolahkan 

oleh seorang pastur Katolik dan menjadi sarjana di Universitas Sam 

Ratulangi, Menado. Kini, setelah Yusak dipenjarakan, ribuan orang 

Papua kembali eksodus ke PNG dan gerakan separatis OPM kembali 
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menguat untuk memisahkan Papua dari Negara Kesatuan RI. Apa 

manfaat bagi Negara RI dengan menghukum Yusak. Apakah kita mau  

mendorong dia agar berubah haluan melawan NKRI dan  mendukung 

gerakan separatis OPM? Manfaat penegakan hukum terhadap Yusak, 

tidak ada artinya dengan dibandingkan dengan kesulitan Pemerintah 

RI menangani masalah Papua, apalagi jika Papua benar-benar lepas 

dari NKRI, maka kita akan menyesal untuk selama-lamanya (vide 

Pendapat Ahli Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra SH., MSc. butir 10 

halaman 4). 

Bahwa sesuai peraturan perundang-undangan dan guna 

kelancaran penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Boven Digoel, 

serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia maka 

Terpidana / PEMOHON Yusak Yaluwo, SH, MSi., memohon agar sudi 

kiranya Ketua / Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa 

dan mengadili Permohonan PK ini untuk memberikan prioritas dan 

mempercepat pemeriksaan perkara ini dengan memberikan putusan 

seadil-adilnya berdasarkan bukti-bukti dengan mempertimbangkan 

segala aspek yang ada dan melingkupi latar belakang perkara 

Terpidana/PEMOHON ini dimana berdasarkan bukti-bukti dan fakta-

fakta yang terungkap dipersidangan terbukti tidak ada satu alat bukti 

pun yang membuktikan bahwa Terpidana/PEMOHON telah 

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan 

menyalah-gunakan wewenang/jabatan yang ada pada diri Terpidana / 

PEMOHON;  

2. Tentang Otonomi Khusus : 

Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah -

daerah Provinsi. Negara mengakui dan menghormati satuan -satuan 

pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa 

yang diatur dengan Undang-undang. Yang dimaksud satuan-satuan 

pemerintah daerah yang bersifat khusus adalah daerah yang 

diberikan otonomi khusus. 

Bahwa daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan 

diberikan otonomi khusus selain diatur dengan Undang-Undang 

Pemerintahan daerah diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur 

dalam Undang-undang lain. 

Bahwa dalam hukum Nasional, otonomi adalah bagian dari 

Pemerintahan sendiri dari sebuah institusi dan organisasi publik. 

Dalam hal ini termasuk kewenangan membuat peraturan perundang -
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undangan, yang menyatakan bahwa pemerintahan otonomi berhak 

mengatur urusannya sendiri melalui pengesahan Undang-undang. 

Bahwa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, daerah otonomi khusus diatur dalam pasal 18 B ayat (1) 

Perubahan II UUD 1945 menyatakan: 

“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan 

daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur 

dengan Undang-undang”. 

Bahwa berdasarkan pengaturan tersebut, ada dua daerah 

(Provinsi) yang diakui kekhususannya berkaitan dengan faktor 

Sejarah ataupun Politik, diantaranya adalah Provinsi Papua melalui 

UU No.21 Tahun 2001 dan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam 

melalui UU No.11 Tahun 2006. Namun ada perbedaan mendasar dari  

perolehan status otonomi khusus yang diperoleh oleh dua Provinsi ini, 

sifat otonomi khusus untuk Provinsi Papua lebih merupakan tindakan 

sepihak dari pemerintahan pusat sementara Provinsi Nangroe Aceh 

Darussalam adalah buah kesepakatan dari nota kesepahaman antara 

Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang 

ditandatangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Kedua 

Provinsi ini mendapatkan otonomi khusus dengan sejarah panjang 

melakukan perlawanan terhadap pemerintah pusat yang otoriter.  

Sejak resmi menjadi wilayah Negara Kesatuan RI tahun 1963, 

Papua tak henti-hentinya bergolak, sebagian disebabkan oleh 

kekeliruan kebijakan Pemerintah RI dalam menangani masyarakat 

Papua, dan sebagian lagi adalah hasrat masyarakat Papua yang ingin 

merdeka, lepas dari Negara Kesatuan RI. Pada hemat saya, kedua 

hal ini saling berhubungan satu dengan yang lain. Sebagian  lainnya 

ialah dorongan dari LSM-LSM asing dan bahkan juga permainan 

politik negara-negara lain yang tidak rela Papua tetap menjadi bagian  

dari Negara Kesatuan RI (vide Pendapat Ahli Prof. DR. Yusril Ihza 

Mahendra SH., MSc. butir 4 halaman 2). 

Otonomi Khusus Papua yang dirancang pada tahun 1999 dan 

kemudian dituangkan dalam UU No 21 Tahun 2001 dianggap sebagai 

jalan-tengah menyelesaikan masalah Papua. Cukup lama masalah in i 

dibahas dalam sidang kabinet, dan saya adalah salah satu saksi 

sejarah yang menjadi pelakunya. Pemerintah RI memang bersusah 

payah mencari jalan penyelesaian yang terbaik untuk Papua. Dengan 

konsep otonomi khusus, wilayah ini tetap menjadi bagian NKRI 
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namun diberi status otonomi khusus. Artinya “kewenangan khusu s 

yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 

sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua” 

(Pasal 1 huruf b UU No 21 Tahun 2001) (vide Pendapat Ahli Prof. DR. 

Yusril Ihza Mahendra SH., MSc. butir 5 halaman 2). 

Bahwa adapun kewenangan Daerah Provinsi Papua sebagaimana 

Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2001 adalah mencakup 

kewenangan dalam seluruh bidang Pemerintahan, kecuali 

kewenangan bidang Politik Luar Negeri, Pertahanan Keamanan, 

Moneter dan Fiskal, Agama dan Peradilan serta kewenangan terten tu  

di bidang lain yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. 

Lebih lanjut kewenangan Otonomi Khusus Provinsi Papua menurut 

UU tersebut adalah: 

1) Kewenangan dalam bidang hubungan luar negeri yaitu Provinsi 

Papua mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan 

dengan lembaga atau badan di luar negeri yang diatur dengan 

keputusan bersama (Pasal 4 ayat (7)); 

2) Kewenangan dalam bidang perencanaan pembangunan yaitu 

Gubernur berkoordinasi dengan Pemerintahan Pusat dalam hal 

kebijakan tata ruang Provinsi (Pasal 4 ayat (8)); 

3) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat 

menetapkan kebijakan kepegawaian daerah sesuai dengan 

kebutuhan dan kepentingan daerah setempat (Pasal 27 ayat (1)); 

4) Pemerintah Provinsi Papua dapat melakukan penyertaan modal 

pada BUMN dan perusahaan-perusahaan swasta yang berdomisili 

dan beroperasi di Wilayah Provinsi Papua (Pasal 41 ayat (1)); 

5) Kewenangan dalam bidang keamanan : 

a. Gubernur mengkoordinasikan kebijakan mengenai keamanan 

di Provinsi Papua yang berkaitan dengan aspek ketertiban dan  

ketentraman masyarakat (Pasal 48 ayat (2) dan 

penjelasannya); 

b. Menerima pertanggungjawaban Kapolda Provinsi Papua 

tentang Pelaksanaan tugas Kepolisian (Pasal 48 ayat (4)); 

c. Memberi persetujuan pengangkatan dan pemberhentian 

Kapolda (Pasal 48 ayat (5)); 
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6) Di bidang peradilan, Gubernur memberi persetujuan/pertimbangan 

atas pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kejaksaan Tinggi 

Provinsi Papua (Pasal 52 ayat (2)); 

7) Di bidang pendidikan, Pemerintah Provinsi Papua 

menyelenggarakan pendidikan pada semua jenjang, jalur dan 

jenis pendidikan di Provinsi Papua (Pasal 56 ayat (1)); 

Bahwa selain itu terdapat kekhususan lain dari Provinsi Papua 

diantaranya Provinsi Papua dapat menggunakan istilah berbeda 

dengan Pusat. Beberapa Istilah yang khas bagi Provinsi Papua 

adalah : 

1) Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), yaitu Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai Badan 

Legislatif Daerah Provinsi Papua. Di daerah lain, lembaga ini 

disebut DPRD saja; 

2) Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yaitu Peraturan Daerah 

dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagai Pemerintahan 

Daerah Provinsi. Di daerah lain ini disebut Perda saja. 

3) Distrik yaitu wilayah kerja Kepala Distrik sebagai perangkat 

Daerah Kabupaten/Kota. Daerah lain, lembaga ini disebut sebagai 

Kecamatan ; 

4) Kampung atau yang disebut nama lain, yaitu kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur 

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

asal-usul dan adat istiadat setempat diakui dalam sistem 

pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten/Kota. Di 

daerah lain, lembaga ini disebut sebagai Desa dan Kelurahan; 

dan 

5) Badan Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama 

lain, yaitu sekumpulan orang yang membentuk satu kesatuan 

yang terdiri dari berbagai unsur di dalam kampung tersebut serta 

dipilih dan diakui oleh warga setempat untuk memberikan saran 

dan pertimbangan kepada Pemerintah Kampung. Di daerah lain, 

lembaga ini disebut dengan dewan Kelurahan. 

Bahwa mengenai kelembagaan ini terdapat beberapa lembaga 

dan pranata yang bersifat khas di Papua yaitu: 

1) Majelis Rakyat Papua (MRP), yaitu representasi kultural orang asli 

Papua yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka 

perlindungan hak-hak asli orang Papua dengan berlandaskan 
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pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan 

perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama. Dalam 

pelaksanaan otonomi khusus yang mana dilaksanakan menurut 

UU Nomor 21 Tahun 2001 bahwa diamanatkan untuk membentuk 

suatu badan yaitu Majelis Rakyat Papua (MRP). Kedudukan MRP 

terdapat dalam Bab V Pasal 5 ayat (2), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 

21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua. 

Tentang MRP diatur lebih lanjut PP Nomor 54 Tahun 2004 

tentang Majelis Rakyat Papua, kemudian PP Nomor 64 Tahun 

2008 tentang Perubahan Atas PP Nomor 54 tentang majelis 

Rakyat Papua; 

2) Lambang Daerah, yaitu panji kebesaran dan simbol kultural bagi 

kemegahan jati diri orang Papua dalam bentuk Bendera Daerah 

dan lagu daerah yang tidak diposisikan sebagai simbol 

kedaulatan; dan 

3) Peraturan Daerah Khusus, yang selanjutnya disebut PERDASUS, 

adalah peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka 

pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam Undang-undang Otonomi 

Khusus. 

Bahwa dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 

Tahun 2004. Pengertian Pemerintahan Daerah atau disebut Otonomi 

Daerah sebagaimana Pasal 1 ayat (2) adalah penyelenggaraan 

urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut 

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dalam 

arti seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Lebih 

lanjut menurut Pasal 1 ayat (5) Otonomi Daerah adalah hak, 

wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Bahwa terkait dengan Pembagian Urusan Pemerintahan, Pasal 

10 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

menyatakan :  

1) Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang 

oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi Urusan Pemerintah 

Pusat. 
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2) Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 

3) Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah 

sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. Politik luar Negeri; 

b. Pertahanan; 

c. Keamanan; 

d. Yustisi; 

e. Moneter dan fiskal nasional dan agama. 

4) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), Pemerintahan menyelenggarakan sendiri 

atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada 

perangkat Pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat 

menugaskan kepada pemerintahan daerah dan atau 

pemerintahan desa. 

Secara umum kewenangan Daerah Otonom (Provinsi) setelah 

adanya Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut adalah: 

1) Mengatur dan mengurus kewenangan lintas Kabupaten/Kota, 

adapun urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan 

daerah untuk Kabupaten/Kota merupakan urusan yang berskala 

Kabupaten/Kota (pasal 14) 

2) Menyelenggarakan kewenangan pemerintah pusat yang 

dilimpahkan dalam rangka desentralisasi (penyerahan wewenang 

pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan Dekonsentrasi 

(pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada 

Gubernur sebagai wakil pemerintahan dan/atau kepada instansi 

vertikal di wilayah tertentu)- Pasal 20 ayat (2) dalam 

menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah menggunakan 

asas desentralisasi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi sesuai 

peraturan perundang-undangan. 

Bahwa selain hal-hal yang diatur secara khusus dalam UU 

Otonomi Khusus, Provinsi Papua masih tetap menggunakan UU 
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tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku secara umum bagi 

seluruh daerah di Indonesia. 

Pelaksanaan UU No 20 Tahun 2001 jo UU No 31 Tahun 1999 

tentang Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Papua memerlukan 

kearifan, kehati-hatian dan kecermatan yang tinggi dengan 

mempertimbangkan keadaan khusus di daerah itu. Hal ini tidak 

dimaksudkan agar kita bersikap lunak terhadap kasus korupsi. 

Keadaan yang khusus itu ialah, pertama, Papua baru secara resmi 

menjadi bagian Negara Kesatuan RI pada tahun 1963 melalui 

penentuan pendapat rakyat (Pepera) yang dilaksanakan oleh 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Faktor sejarah ini. Kedua,  

faktor sosiologis yakni kenyataan bahwa penduduk asli Papua adalah 

rumpun Malanesia (rumpun masyarakat Pasifik) yang berbeda 

dengan rumpun Melayu yang menjadi penduduk asli wilayah-wilayah 

Indonesia lainnya. Faktor ketiga ialah faktor pembangunan sosial dan 

ekonomi masyarakat Papua yang jauh tertinggal dibandingkan 

dengan daerah-daerah lain pada umumnya. Infrastruktur di Papua 

sangat parah. Rakyat pada umumnya masih hidup dalam alam 

tradisional (maaf kalau saya mengatakannya “masih primitif”, bukan 

dengan maksud menghina atau merendahkan), sehingga jauh 

tertinggal dengan daerah-daerah lain (vide Pendapat Ahli Prof. DR. 

Yusril Ihza Mahendra SH., MSc. butir 3 halaman 2). 

Penerbitan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 : 

Perpu Nomor 1 Tahun 2008 merupakan revisi dari UU 21 Tahun 

2001 yang ditujukan untuk memberikan dasar hukum bagi 

pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Papua Barat. Dalam UU 

No.21 Tahun 2001, hanya dijelaskan mengenai pelaksanaan otonomi 

khusus bagi Provinsi Papua “Provinsi Papua” yang dimaksud dalam 

UU ini diterjemahkan secara berbeda-beda oleh berbagai pihak, 

apakah Provinsi Papua “sebelum pemekaran” ataukah “setelah 

Pemekaran”. Pada waktu UU 21 Tahun 2001 disahkan, yang 

dimaksud Provinsi Papua mencakup seluruh wilayah Pulau Papua 

bagian barat. Dalam perkembangannya, bagian sebelah timur dari 

provinsi Papua barat memerlukan kepastian hukum yang sifatnya 

mendesak dan segera agar tidak menimbulkan hambatan percepatan 

pembangunan khususnya bidang sosial, ekonomi, dan politik serta 

infrastruktur di provinsi Papua Barat. Oleh karena itu, Presiden 
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menerbitkan Perpu 1 Tahun 2008 sebagai dasar hukum pelaksanaan 

Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat.   

3. Tentang Teori Freies Ermessen  : 

Keberadaan Peraturan kebijakan tidak dapat dilepaskan dengan 

kewenangan bebas (vrijebevoegdheid) dari pemerin tah yang sering 

disebut dengan istilah Freiese Ermessen. Oleh karena itu pengertian  

Freiese Ermessen berasal dari kata Frei yang atinya bebas, lepas, 

tidak terikat, dan merdeka. Sedangkan Ermessen berarti 

mempertimbangkan, menilai, menduga, dan mempertimbangkan 

sesuatu; 

Istilah ini kemudian secara khas digunakan dalam bidang 

pemerintahan sehingga Freiese Ermessen (diskresionare) diartikan 

sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi 

pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan 

tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada Undang-undang. 

Seperti yang dikemukakan oleh Bahsan Mustafa yang mengatakan 

Freiese Ermessen diberikan kepada pemerintah mengingat fungsi 

pemerintah atau administrasi negara, yaitu menyelenggarakan 

kesejahteraan umum sehingga keputusan pemerintah lebih 

mengutamakan pencapaian tujuan atau sasaran (doelmatigheid) 

daripada sesuai dengan hukum yang berlaku. (Ridwan HR: Hukum 

Administrasi Negara: Rajawali Pers, 2006); 

Freiese Ermessen muncul sebagai alternatif untuk mengisi 

kekurangan dan kelemahan di dalam penerapan asas legalitas, 

karena asas legalitas saja tidak cukup untuk dapat berperan secara 

maksimal dalam melayani kepentingan masyarakat yang 

berkembang seiring meningkatnya tuntutan pelayanan publik yang 

harus diberikan pemerintah negara terhadap kehidupan sosial 

ekonomi yang kian komplek; 

Dalam praktiknya penyelenggaraan pemerintahan, Freiese 

Ermessen dilakukan oleh administrasi Negara dalam hal sebagai 

berikut: 

1) Bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 

penyelesaian in kronkrito terhadap suatu masalah tertentu, 

padahal masalah tersebut menuntut penyelesaian segera, 

misalnya menghadapi suatu bencana alam, aparat pemerintah 

harus segera mengambil tindakan yang menguntungkan bagi 
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Negara dan maupun bagi rakyat, tindakan semata-mata timbul 

atas prakarsa sendiri; 

2) Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar berbuat 

aparat pemerintah memberikan kebebasan sepenuhnya; 

3) Adanya delegasi perundang-undangan, maksudnya aparat 

pemerintah diberi kekuasaan untuk mengatur sendiri, yang 

sebenarnya kekuasaan itu merupakan kekuasaan aparat yang 

lebih tinggi tingkatannya. 

B. Uraian Tentang Keadaan Baru (Novum) : 

1. Salinan / Turunan Akta Kuasa Nomor : 23 Tanggal 26 Oktober 2005, 

dibuat dihadapan Elizabeth Gondro Widyaningsih, SH. Notaris di 

Kabupaten Merauke (Bukti Novum PK-1) : 

1) Bahwa berdasarkan Novum a-quo diperoleh fakta hukum terkait 

dengan “perbuatan (feit)” yang dilakukan oleh 

Terpidana/PEMOHON yakni pemberian kuasa kepada Jhony 

Ramli Sumual; 

2) Bahwa pemberian kuasa tersebut haruslah dipandang sebagai 

sebuah perbuatan yang mempunyai implikasi hukum tersendiri, 

berbeda dengan perbuatan melakukan sendiri pembelian kapal 

Tanker LCT 180 (Kapal Wambon) sebagaimana yang dinyatakan 

oleh Judex Facti dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya , 

halaman 301, paragraph ke-3; 

3) Bahwa pemberian kuasa tersebut dilakukan oleh Terpidana dalam 

kapasitasnya sebagai Kepala Daerah/Bupati bersama-sama 

Paulus Wanggimop dalam kedudukannya sebagai Ketua Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boven Digoel; 

4) Bahwa dengan adanya persetujuan bersama tersebut, haruslah 

dipandang bahwa perbuatan Terpidana/ PEMOHON  telah 

mendapatkan persetujuan dari DPRD, bukan atas itikad serta 

keinginan Terdakwa/ PEMOHON secara pribadi, melainkan telah 

melalui suatu proses pembahasan yang berujung kepada 

pemberian kuasa tersebut.  

5) Bahwa tindakan tersebut haruslah dipandang sebagai suatu 

kebijakan yang diambil oleh PEMOHON dalam keadaan darurat 

dengan menggunakan UU otonomi khusus Provinsi Papua 

sebagai dasar kebijakannya dan oleh karenanya tindakan tersebut 

harus dipandang bukan sebagai tindakan melawan hukum. (Vide 
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Pendapat Ahli Dr. Ignatius Sriyanto, SH, MH. halaman 5 paragraf 

ke-1). 

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Boven Digoel Nomor 

17 Tahun 2006 Tentang Penetapan Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Boven Digoel Tahun Anggaran 2006 : 

Bahwa berdasarkan Novum (Bukti Novum PK-2) tersebut ditemukan 

fakta hukum atas penggunaan APBD Tahun Anggaran 2006 telah 

melalui atau mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Boven 

Digoel berdasarkan keputusan tersebut, yang mana di dalam 

keputusannya ada terdapat Dana Bantuan Sosial, artinya terhadap 

Dana Bantuan Sosial telah dianggarkan sebelumnya. 

Bahwa terkait dengan adanya penggunaan keuangan daerah yang 

telah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat, 

termasuk yang di dalamnya terdapat penggunaan Dana Bantuan 

Sosial sebesar Rp. 19.268.876.000 (sembilan belas milyar dua ratus 

enam puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu  rupiah) 

terbukti adanya fakta bahwa dari adanya penggunaan Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Boven Digoel 2006, telah 

melalui persetujuan DPRD yang di dalamnya ada dana bantuan 

sosial, sehingga penggunaan dana bantuan sosial tersebut sudah 

dianggarkan. 

Bahwa mekanisme penggunaan anggaran tersebut tidak diatur 

secara teknis dalam Keputusan DPRD tersebut, sehingga merupakan 

diskresional dari Terpidana/PEMOHON berdasarkan teori Freise 

Emerssen yang telah dikemukakan diawal Permohonan Peninjauan 

Kembali ini, yang pula Kebijakan Diskresional tersebut telah 

didasarkan pada keadaan geografis serta keadaan masyarakat 

Kabupaten Boven Digoel.  

3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Boven Digoel Nomor 3 

Tahun 2007 Tentang Penetapan Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Boven Digoel Tahun Anggaran 2007 : 

Bahwa berdasarkan Novum (Bukti Novum PK-3) tersebut ditemukan 

fakta hukum atas penggunaan APBD Tahun Anggaran 2007 telah 

melalui atau mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Boven 

Digoel berdasarkan keputusan tersebut, yang mana didalam 
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keputusannya ada terdapat Dana Bantuan Sosial, artinya terhadap 

Dana Bantuan Sosial telah dianggarkan sebelumnya. 

Bahwa terkait dengan adanya penggunaan anggaran daerah 

Kabupaten Boven Digooel Tahun 2007 sebagaimana tertuang dalam 

Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, berdasarkan 

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven 

Digoel No. 3 Tahun 2007, terbukti bahwa telah dibahas terlebih 

dahulu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven 

Digoel yang didalamnya termasuk adanya anggaran Bantuan Sosial 

dan juga ada anggaran bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa/ 

Kampung, yang secara berurutan masing-masing berjumlah sebesar 

Rp.95.869.942.138,30 (sembilan puluh lima milyar delapan ratus 

enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu 

seratus tiga puluh delapan rupiah) dan Rp.4.300.000.000 (empat 

milyar tiga ratus juta rupiah). 

4. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Boven 

Digoel dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 8 Oktober 

2007 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun 

Anggaran 2007 

1) Bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah 

Daerah Kabupaten Boven Digoel dengan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD), tanggal 8 Oktober 2007 diperoleh fakta 

hukum, adanya perubahan anggaran pendapatan daerah untuk 

tahun 2007; 

2) Bahwa dalam Nota Kesepakatan a-quo Rencana Perubahan 

Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Boven Digoel tahun 2007 

telah disepakati pihak DPRD setempat; 

3) Bahwa sebagai Kepala Daerah dari sebuah daerah pemekaran 

yang baru dibentuk dengan segala keterbatasan dan 

keterbelakangan yang ada, Terpidana/PEMOHON berusaha 

untuk memajukan dan memakmurkan daerahnya; 

5. Peraturan Daerah Boven Digoel Nomor 22 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2007 

1) Bahwa adanya Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2007, yang mana terdapat Pos Mata Anggaran Belanja 
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Urusan Pemerintahan Umum organisasi Sekretariat daerah 

belanja bantuan sosial sebesar Rp. 234.374.182.367,94 (dua 

ratus tiga puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta 

seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tujuh koma 

sembilan puluh empat rupiah) telah sesuai dengan apa yang 

dijabarkan pada Peraturan Bupati Boven Digoel Nomor 3 Tahun 

2007 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007; 

2) Bahwa berdasarkan Novum tersebut, diperoleh fakta hukum 

dimana ada anggaran bantuan sosial sebagaimana yang tercatat 

dalam Pos Anggaran Urusan Pemerintahan, Pemerintah umum 

pada organisasi Sekretariat Daerah berupa belanja bantuan sosial 

sebesar Rp. 234.374.782.367.94,- (dua ratus tiga puluh empat 

milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh 

dua ribu tiga ratus enam puluh tujuh sembilan puluh empat rupiah) 

(vide hal. 52, Bukti Novum PK-5); 

6. Peraturan Bupati Boven Digoel No. 3 Tahun 2007 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun 2007 

1) Bahwa berdasarkan Novum (Bukti Novum PK-6) mengenai 

Peraturan Bupati Boven Digoel No. 3 Tahun 2007 tentang 

penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah  

tahun 2007, diperoleh fakta hukum terkait dengan mata anggaran  

bantuan sosial yang sesuai dengan posnya masing-masing telah  

dijabarkan anggaran belanjanya: 

a. Belanja hibah kepada masyarakat kelompok/perorangan 

sebesar Rp. 11.200.000.000,- (sebelas milyar dua ratus juta 

rupiah) (vide hal 312 Bukti Novum PK-11) 

b. Belanja bantuan sosial sebesar Rp.234.374.182.367,94,-(dua 

ratus tiga puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta 

seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tujuh 

koma sembilan puluh empat rupiah) (vide hal 313 Bukti Novum 

PK-5) 

2) Bahwa dari adanya hal di atas telah dijabarkan dan telah 

ditetapkan dalam suatu bentuk peraturan Bupati, sehingga terlihat 

jelas dan nyata adanya kesesuaian antara Perda Nomor 22 

Tahun 2007 dengan peraturan pelaksanaannya Nomor 3 Tahun 

2007; 
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7. Nota Pengantar Bupati untuk APBD Boven Digoel Tahun 2007 

Oktober 2008 

1) Bahwa berdasarkan Novum (Bukti Novum PK-7), ditemukan 

adanya fakta hukum PEMOHON selaku Bupati terkait dengan 

pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Boven 

Digoel untuk APBD 2007 Terpidana/PEMOHON selaku Bupati 

telah berusaha maksimal untuk memajukan daerahnya dan 

mensejahterakan masyarakatnya; 

2) Bahwa melalui Nota Pengantar tersebut Terpidana/ PEMOHON 

telah melaporkan kinerjanya untuk APBD 2007 beserta 

perubahannya dihadapan para Wakil Rakyat setempat; 

3) Bahwa dengan telah dipertanggung jawabkannya APBD 

Kabupaten Boven Digoel 2007 beserta segala perubahannya, 

maka seharusnya Terpidana/PEMOHON selaku Bupati telah 

menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum yang 

berlaku. 

8. Laporan Pertanggung Jawaban Bupati Boven Digoel atas APBD 

Tahun 2007  

1) Bahwa berdasarkan Novum (Bukti Novum PK-8) ditemukan fakta 

terkait dengan penggunaan APBD Kabupaten Boven Digoel tahun 

2007, dengan segala itikad baiknya PEMOHON telah melaporkan  

kepada DPRD setempat sebagai bentuk pertanggungjawaban 

kerjanya; 

2) Bahwa DPRD selaku Lembaga Perwakilan Rakyat yang 

mempunyai tugas dan fungsi diantaranya adalah “Controlling” 

telah menerima Laporan tersebut sebagai suatu bentuk 

pertanggungjawaban. 

9. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Boven Digoel Nomor 02/PIM/DPRD/BD/2008 Tanggal 14 November 

2008 Pembentukan Panitia Khusus Tentang LKPJ Tahun Anggaran 

2007 Kabupaten Boven Digoel : 

1) Bahwa berdasarkan Novum (Bukti Novum PK-9) tersebut 

diperoleh fakta hukum di mana DPRD Kabupaten Boven Digoel 

dalam menjalankan tugas dan fungsinya dari segi “Controlling” 

terhadap Eksekutif telah melakukan tugasnya dengan membentuk 

PANSUS untuk meneliti isi dari Laporan Pertanggungjawaban 

PEMOHON tersebut;  
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2) Bahwa dengan telah dibentuknya PANSUS melalui keputusan 

tersebut, artinya segala hal yang terdapat dalam RAPERDA 

terkait dengan LKPJ akan melalui suatu pembahasan tersendiri 

yang akan dilakukan oleh para anggota DPRD Kabupaten  Boven  

Digoel dari berbagai Fraksi, untuk kemudian menguji apakah 

segala tindakan Terpidana/PEMOHON Peninjauan Kembali telah  

sesuai dan dapat diterima pertanggungjawabannya terhadap 

APBD 2007. 

10. Risalah Sidang Rapat Paripurna DPRD Masa Sidang III Tahun 2008 

November 2008 Dalam Rangka Pembahasan LKPJ Tahun 2007, 

RAPERDA Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2007 

dan Perubahan APBD Tahun 2008 : 

Bahwa berdasarkan Novum (Bukti Novum PK-10) tersebut, mengenai 

DPRD telah melakukan suatu pembahasan LKPJ tahun anggaran 

2007 Kabupaten Boven Digoel, yang mana telah dilakukan 

pembahasan tersebut artinya segala tindakan dan putusan yang 

diambil oleh Bupati Boven Digoel dapat dibenarkan sehingga 

dapatlah Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 3 tahun  

2008 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 untuk 

disahkan oleh DPRD.  

Berdasarkan Novum (Bukti Novum PK-10) tersebut, dengan telah 

diadakannya Rapat Paripurna DPRD masa sidang III Tahun 2008 

dalam rangka pembahasan LKPJ Tahun 2007, Raperda 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2007 dan 

Perubahan APBD Tahun 2008 telah disetujui oleh DPRD sebagai 

implementasi pengejawantahan dari kehendak masyarakat Boven 

Digoel.  

Adapun beberapa dokumen yang terdapat pada Risalah Sidang 

tersebut diatas adalah: 

a. Nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Boven Digoel 

dengan DPRD Kabupaten Boven Digoel No. 903/385/BUP/2008 

tanggal 11 November 2008 tentang Kebijakan Umum Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

b. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Boven Digoel 

Tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008; 
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c. Pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 

Anggaran 2008; 

d. Keputusan DPRD Kabupaten Boven Digoel No. 06 Tahun 2008 

Tentang Pengesahan Jadwal Acara Rapat-rapat Paripurna DPRD 

Kabupaten Boven Digoel masa sidang III Tahun Anggaran 2008; 

e. Rapat Paripurna II, Dengan Materi Laporan Panitia Anggaran; 

f. Laporan Tim 1 Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Boven Digoel 

Tahun Anggaran 2007;  

g. Rapat Paripurna III, dengan materi pandangan umum anggota 

DPRD terhadap LKPJ, Raperda Perubahan APBD Tahun 2008 

dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 

2007;  

h. Pandangan umum anggota Dewan Matheus Silubun, SH dari 

Fraksi Gabungan DPRD Kabupaten Boven Digoel terhadap : 

- LKPJ Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2007; 

- Nota Keuangan tentang Rancangan Perubahan Anggaran 

APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2008;  

- Nota Keuangan tentang laporan Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran APBD Tahun 2007; 

i. Pandangan umum anggota DPRD pada Sidang Paripurna DPRD 

Kabupaten Boven Digoel masa sidang III Tahun 2008 terhadap 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2007 

dan Nota Pengantar Perubahan RAPBD Tahun 2008; 

j. Rapat Paripurna IV, materi Pendapat Komisi-komisi DPRD 

terhadap LKPJ, Raperda Perubahan APBD Tahun 2008 dan 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2007; 

k. Pendapat Komisi A, terhadap : 

- Laporan LKPJ Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2007; 

- Nota Keuangan tentang Rancangan  Perubahan APBD 

Kabupaten Boven Digoel Tahun 2008; 

l. Pendapat Komisi B 

- Laporan LKPJ Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2007; 

- Nota Keuangan tentang Rancangan  Perubahan APBD 

Kabupaten Boven Digoel Tahun 2008; 

m. Pendapat Komisi C 

- Laporan LKPJ Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2007; 
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- Nota Keuangan tentang Rancangan  Perubahan APBD 

Kabupaten Boven Digoel Tahun 2008; 

n. Jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum Anggota;  

o. Jawaban Bupati Boven Digoel terhadap : 

- Laporan Panitia Anggaran DPRD;  

- Pandangan umum anggota DPRD; 

- Pendapat Komisi-komisi DPRD, tentang LKPJ Bupati Boven 

Digoel Tahun Anggaran 2007, dan Rancangan Perubahan 

APBD Tahun Anggaran 2008; 

p. Rapat Paripurna VI, dengan materi pendapat akhir Fraksi DPRD 

terhadap LKPJ, Raperda Perubahan APBD Tahun 2008 dan 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2007; 

q. Laporan Pendapat Akhir Fraksi Golkar terhadap : 

- LKPJ Tahun Anggaran 2007; 

- Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 

Anggaran 2007; 

- Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008; 

r. Pendapat Akhir Fraksi Gabungan terhadap : 

- LKPJ Tahun Anggaran 2007; 

- Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 

Anggaran 2007; 

- Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008; 

s. Rapat Paripurna VII, Persetujuan Raperda APBD Perubahan 

Tahun 2008 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 

Anggaran 2007 menjadi Peraturan Daerah;  

t. Keputusan DPRD Kabupaten Boven Digoel No. 07 Tahun 2008 

Tentang Penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2007; 

u. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven 

Digoel No. 08 Tahun 2008 Tentang Penetapan Rancangan 

Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2008; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 3 tahun 2008 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 

1) Bahwa berdasarkan Novum (Bukti Novum PK-11) tersebut 

ditemukan fakta hukum terkait dengan penyelenggaraan 

pemerintah daerah Kabupaten Boven Digoel sebagaimana yang 
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telah diamanatkan dalam APBD Boven Digoel tahun 2007 telah 

selesai dipertanggungjawabkan oleh Terpidana/PEMOHON 

selaku Bupati. 

2) Bahwa dengan diterbitkannya Novum (Bukti Novum PK-11) 

tersebut, sudah sewajarnya segala tindakan terkait dengan 

pelaksanaan terhadap penggunaan APBD Boven Digoel 2007 

oleh Terpidana/PEMOHON telah mendapatkan persetujuan dari 

DPRD. 

3) Bahwa lebih jauh lagi, dengan diterbitkannya Peraturan Daerah 

Kabupaten Boven Digoel No. 3 Tahun 2008 Tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Novum PK 11) 

merupakan bukti nyata bahwa telah terjadi pembahasan terhadap 

kinerja Terpidana/PEMOHON atas APBD 2007, yang mana telah 

disahkan, dan oleh karenanya segala tindakan 

Terpidana/PEMOHON tersebut sudah dipertanggungjawabkan di 

hadapan DPRD. 

4) Bahwa dengan telah dipertanggungjawabkannya APBD 

Kabupaten Boven Digoel Tahun 2007 beserta segala 

perubahannya, maka seharusnya Terpidana/PEMOHON selaku 

Bupati dibebaskan dari tanggung jawabnya (release and 

discharge) atas penggunaan APBD Kabupaten Boven Digoel 

tersebut. 

Bahwa bukti-bukti novum di atas merupakan rangkaian peristiwa dalam 

kaitan pelaksanaan fungsi Bupati dalam menjalankan fungsi tata 

negara. Proses pengajuan dan pembahasan seluruh novum di atas 

merupakan proses hukum Tata Negara, di mana telah diakhiri dengan 

adanya persetujuan dari DPRD Kabupaten Boven Digoel. Apabila 

proses hukum Tata Negara membuktikan yang bersangkutan bersalah 

dan diberhentikan, barulah tindak pidana yang diduga bersumber dari 

kesalahan tersebut diproses secara pidana (Vide Pendapat ahli Dr. Zen  

Zanibar MZ, SH., MH. halaman 14). Bahwa dalam kaitannya dengan 

novum yang PEMOHON ajukan, tidak terbukti adanya suatu kesalahan 

PEMOHON secara hukum Tata Negara. Terbukti dengan telah 

dikeluarkannya persetujuan atas LKPJ PEMOHON oleh DPRD 

Kabupaten Boven Digoel 

C. Uraian/Dalil Yuridis tentang adaya pertentangan atas putusan a quo 

terhadap pelbagai putusan yang telah ada sebelumnya : 
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1. Bahwa terkait dengan putusan atas perkara a-quo, Mahkamah Agung 

Republik Indonesia telah melahirkan pelbagai putusan yang amar 

pokoknya bertolak belakang dengan amar putusan terhadap perkara 

Terpidana/Termohon; 

2. Bahwa hal mana dapat dilihat dari putusan-putusan sebagai berikut: 

1) Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1072 K/Pid.Sus/2009 

Tahun 2010 

Para pihak ANDI MUHAMMAD IRDAN YUNUS SAPUTRA ; Jaksa 

/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang. Amar 

putusan : Niet Ontvantkelijke. Pemohon kasasi Jaksa /Penuntut 

Umum. Dalam kasus Perpanjangan Lanjutan Pembangunan Jalan 

Ruas Menge-Tancung Purai, Kecamatan Belawa, Kabupaten 

Wajo.  

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor: 103/Pid 

/B/ 2008/PN.SKG., tanggal 05 Maret 2009 yang amar lengkapnya 

sebagai berikut : 

- Menyatakan Terpidana Andi Muhammad Irdan Yunus Sapu tra  

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan  bersalah melakukan 

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan 

Primair dan Subsidair Jaksa Penuntut Umum tersebut ; 

- Membebaskan Terpidana Andi Muhammad Irdan Yunus 

Saputra dari seluruh dakwaan tersebut ; 

- Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan  

dan harkat serta martabatnya ; 

- Menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas 

perkara; 

- Membebanan biaya perkara ini kepada Negara. 

Menimbang, bahwa karena permohonan Kasasi Jaksa/ Penuntut 

Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terpidana tetap 

dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.  

MENGADILI: 

- Menyatakan tidak dapat di terima permohonan kasasi dari 

Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan 

Negeri Sengkang tersebut ; 

- Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada 

Negara 

2) Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1068 K/Pid.Sus/2009 

Tahun 2010 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Drs. SYARIEF JAMALUDDIN, DKK ; JAKSA/PENUNTUT UMUM 

PADA KEJAKSAAN NEGERI SUMBAWA BESAR. Pemohon 

kasasi Jaksa/Penuntut Umum. Dalam perkara Proyek Pengadaan  

Mesin Ketik 13 inc sebanyak 326 (tiga ratus dua puluh enam) 

buah untuk keperluan Desa dan Kelurahan serta Badan 

Perwakilan Desa (BPD) yang sumber dananya dari APBD 

Kabupaten Sumbawa sebesar Rp. 978.000.000 , - (sembilan ratus 

tujuh puluh delapan juta rupiah).  

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 

384/ Pid.B/2007/PN.SBB. tanggal 16 April 2008, yang amar 

lengkapnya sebagai berikut : 

- Menyatakan Terpidana (I) DRS. SYARIF JAMALUDDIN, 

Terpidana (II) IBRAHIM FATAH, Sm.Hk. , dan Terpidana (III) 

BURHAN, SH.MH. , terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana : "KORUPSI YANG 

DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" ; 

- Menyatakan bahwa perbuatan Terpidana (I) DRS. SYARIF 

JAMALUDDIN, Terpidana (II) IBRAHIM FATAH, Sm.Hk. , dan 

Terpidana (III) BURHAN, SH.MH., dilakukan berdasarkan 

perintah jabatan ; 

- Melepaskan oleh karena itu Terpidana (I) DRS. SYARIF 

JAMALUDDIN, Terpidana (II) IBRAHIM FATAH, Sm.Hk. , dan 

Terpidana (III) BURHAN, SH.MH., dari segala tuntutan hukum; 

- Memulihkan hak para Terpidana tersebut dalam kemampuan, 

kedudukan, harkat serta martabatnya ; 

- Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan.  

Menimbang, bahwa karena permohonan Kasasi I Jaksa/ Penuntut 

Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Para Terpidana tetap 

dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.  

MENGADILI: 

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari 

Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA 

KEJAKSAAN NEGERI SUMBAWA BESAR tersebut; 

- Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada 

Negara ; 

3) Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 630 K/Pid.Sus/2011 Tahun  

2011  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Pemohon Ir. ANDI WAHYUDIN HABIB Bin HABIB dalam perkara 

Proyek Sistem Informasi Manajemen (SIM) Rumah Sakit Umum 

Daerah Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 

Anggaran 2006 berdasarkan surat perjanjian pekerjaan (kontrak) 

Nomor: 30/KPA- PK/RSUD/NM/SR/XI /2006 , tanggal 14 

November 2006. Dengan amar putusan: 

Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi 

/Terpidana: Ir. ANDI WAHYUDIN HABIB Bin HABIB tersebut ; 

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar 

No.132/PID/2010/PT.MKS., tanggal 16 Juni 2010 yang 

menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor: 

87/PID.B/2009/PN.SIDRAP. tanggal 16 Februari 2010 ; 

MENGADILI SENDIRI : 

- Menyatakan Terpidana : Ir . ANDI WAHYUDIN HABIB Bin 

HABIB tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam 

semua dakwaan; 

- Membebaskan Terpidana : Ir . ANDI WAHYUDIN HABIB Bin 

HABIB dari dakwaan tersebut; 

- Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan 

dan harkat serta martabatnya; 

- Menetapkan barang bukti berupa No 1 s.d 26 dikembalikan 

kepada RSUD Nene Mallomo; 

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan 

kepada Negara; 

4) Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 459 K/PID.SUS/2011 

Tahun 2011 

Ir. MZA. DJALAL, M.Si. dalam perkara Pengadaan Barang/Jasa 

Pemborongan pada Kegiatan Perbaikan dan Pemeliharaan Alat-

alat Besar di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 

Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2004, Pemohon kasasi 

Jaksa/Penuntut Umum.  

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 

2640/Pid.B/2010 / - PN.Sby. tanggal 02 Desember 2010 yang 

amar lengkapnya sebagai berikut : 

- Menyatakan Terpidana Ir. MZA DJALAL, M.Si. tidak terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

”Korupsi secara bersama-sama” ; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- Membebaskan Terpidana Ir. MZA DJALAL, M.Si. dari seluruh 

dakwaan Penuntut Umum; 

- Memulihkan hak Terpidana Ir. MZA DJALAL, M.Si. dalam 

kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ; 

- Menyatakan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan 

Penasihat Hukum Terpidana tetap dilampirkan dalam berkas 

perkara ini ; 

- Membebankan biaya perkara kepada Negara. 

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari 

Pemohon Kasasi / Jaksa /Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat 

diterima dan Terpidana tetap dibebaskan, maka biaya perkara 

dibebankan kepada Negara ; 

MENGADILI 

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari 

Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA 

KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA tersebut ; 

- Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada 

Negara ; 

3. Bahwa apabila dicermati secara seksama dari substansi perkara 

maupun pertimbangan hukum dalam putusan-putusan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tersebut 

sesungguhnya dapat dijadikan pegangan bagi Judex Juris dalam 

memutus perkara Terpidana/PEMOHON; 

4. Bahwa berdasarkan dalil yuridis di atas terbukti adanya pertentangan  

atas putusan perkara Terpidana/PEMOHON terhadap pelbagai 

putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah 

ada sebelumnya; 

5. Bahwa karenanya sudah sepatutnya dan seharusnya Majelis Hakim 

Peninjauan Kembali membatalkan putusan-putusan Judex Ju ris dan  

mengadili sendiri untuk selanjutnya menyatakan bahwa 

Terpidana/PEMOHON tidak terbukti secara sah dan meyakinkan 

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan baik pada 

dakwaan primair maupun dakwaan subsidair dan untuk itu 

membebaskan Terpidana/PEMOHON.  

D. Uraian/Dalil Yuridis tentang kekhilafan Hakim/kekeliruan yang nyata: 

1. Judex Facti telah keliru dan ambigius dalam menafsirkan KepPres 

Nomor 80 Tahun 2003 : 
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1) Bahwa dalam pertimbangan Hukumnya, pada halaman 303, 

paragraph ke 5, Judex Facti, menyatakan : “ menimbang, bahwa 

apabila fakta – fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan 

diatas dihubungkan satu sama lain dengan kapal tanker LCT 180 

(Kapal Wambon) yang bernilai Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar 

lima ratus juta rupiah) di Pemerintah Kabupaten Boven Digoel i tu , 

pejabat yang berwenang menetapkan penyedia barang kapal 

tanker dimaksud adalah pengguna barang, in casu pemimpin 

proyek, tanpa memerlukan persetujuan Bupati Boven Digoel, 

karena nilai pengadaannya tidak lebih dari Rp. 50.000.000.000,- 

(lima puluh milyar rupiah). Sedangkan apabila nilai pengadaannya 

diatas Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), barulah 

Bupati Boven Digoel yang berwenang menetapkan penyedia 

barangnya. Namun di sisi lain Judex Facti menyatakan bahwa 

Terpidana tidak memiliki kewenangan untuk melakukan sendiri 

pengadaan Kapal Tanker dimaksud (Quod-non); 

2) Bahwa merujuk pada pertimbangan hukum tersebut, dikaitkan 

dengan Pasal 26 KepPres 80 Tahun 2003 tersebut sesungguhnya 

pertanggungjawaban hukum atas pengadaan kapal tersebut, tidak 

dapat dimintakan kepada Terpidana / PEMOHON; 

3) Bahwa disatu sisi Judex Facti mengakui adanya kondisi darurat 

yang diatur dalam KepPres Nomor 80 Tahun 2003 dan Pasal 81 

ayat (2) dan ayat (3) PP Nomor 58 Tahun 2005, namun sisi lain 

Judex Facti tidak mau mempertimbangkan fakta persidangan 

terkait dengan kondisi/ keadaan darurat di maksud; 

4) Bahwa Judex Facti telah keliru menerapkan hukum, sehubungan 

dengan Pasal 81 ayat (3) PP 58 Tahun 2005 yang mensyaratkan 

“keadaan darurat” haruslah terjadi berulang-ulang. Tenggelamnya 

KM Digoel memang bukan kejadian berulang. Namun dampak 

tenggelamnya kapal itu telah menimbulkan kelangkaan BBM, 

sembako dan bahan-bahan bangunan, sehingga harganya 

melonjak di luar batas normal di Papua. Keadaan inilah yang 

darurat, sehingga Terpidana / PEMOHON berinisiatif mengatasi 

keadaan dengan membeli Kapal Wambon. Setelah kapal 

Wambon ada, maka kelangkaan BBM, sembako dan bahan 

bangunan di Boven Digoel kembali normal (vide Pendapat Ahli 

Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra SH., MSc. butir 11 halaman 4-5)..  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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5) Bahwa Judex Facti juga salah menerapkan hukum, khususnya 

Pasal 17 ayat (5) Keppres No 80 Tahun 2003 tentang penunjukan 

langsung. Penerapan ketentuan ini haruslah mengacu pada UU 

No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, dengan 

mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus di Boven Digoel. 

Hakim yang memutus perkara ini, mengasumsikan keadaan 

Papua, dan Boven Digoel khususnya, seperti sama dengan 

daerah-daerah lain, sehingga memutuskan perkara ini 

bertentangan dengan semangat keadilan dan jauh dari sikap arif 

dan bijaksana. Keppres 80 Tahun 2003 itu secara hirarkis berada 

di bawah UU No 21 Tahun 2001. Tindakan Terpidana / 

PEMOHON mengadakan Kapal Wambon telah sejalan dengan 

ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU No 21 Tahun 2001 bahwa 

Pemerintah Papua harus memberikan perhatian khusus bagi 

pengembangan suku-suku terisolasi, terpencil dan terabaikan di 

Papua (vide Pendapat Ahli Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra SH., 

MSc. butir 11 halaman 4-5). 

6) Bahwa KepPres Nomor 80 Tahun 2003 adalah berada dalam 

lingkup Hukum Administrasi Negara, karena KepPres Nomor 80 

Tahun 2003 tidak memuat sanksi pidana atas pelanggarannya. 

Oleh karena itu, perbuatan Terpidana / PEMOHON yang 

dipandang melanggar KepPres Nomor 80 Tahun 2003 tidak dapat 

dipandang sebagai melawan hukum dalam hukum pidana dan 

karenanya tidak dapat dikenakan sanksi pidana, Jika harus 

dikenakan sanksi adalah sanksi administrasi sebagaimana diatur 

dalam KepPres Nomor 80 tahun 2003; 

7) Bahwa dalam Hukum Administrasi Negara, keabsahan dari suatu  

perbuatan pemerintahan (bestuurhandling) didasarkan pada : 

- wetmatigheid (sesuai/ berdasarkan dengan undang-undang); 

- rechtmategheid (sesuai/ berdasarkan hukum); 

- doelmatigheiden (efektif dan efisien); 

- discretie/ beleidsvrijheid (kebebasan kebijakan); 

8) Bahwa wetmatigheid atau rechtmategheid pada dasarnya 

berkenaan dengan penggunaan wewenang pemerintahan 

(bestuurhandling). Dalam Hukum Administrasi Negara, dasar 

keduanya (wetmatigheid atau rechtmategheid) adalah peraturan 

perundang–undangan baik tertulis maupun tidak tertulis untuk 
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melakukan suatu perbuatan hukum baik publik (publiekrechtelijke) 

maupun perdata (privattrechttelikje); 

9) Bahwa dalam pengambilan suatu keputusan oleh pejabat 

pemerintahan pada situasi tertentu yang menjadi dasar 

pengambilan keputusannya adalah menurut pertimbangan 

doelmatigheid en doeltreffenheid (pencapaian tujuan dari 

keputusannya adalah efektif dan efisien); 

10) Bahwa efektif adalah tercapainya suatu tujuan dengan tepat dan 

benar, sedangkan efisien adalah penggunaan sumber daya yang 

hemat dan optimal; 

11) Bahwa adapun kekuasaan bebas (discretie/ discretionari power) 

didasarkan pada Freiese Ermessen/dicretionari, power/pouvoir 

dicretiooaire (asas kebebasan bertindak) bagi pejabat TUN : 

adalah suatu tindakan/perbuatan administrasi yang bebas menilai 

dan bebas mempertimbangkan terhadap situasi/persoalan yang 

penting dan timbul secara tiba-tiba/mendadak); 

12) Bahwa dalam situasi penting yang timbul secara tiba-

tiba/mendadak administratur negara / pejabat negara terpaksa 

bertindak cepat untuk membuat penyelesaian. Namun keputusan-

keputusan yang diambil untuk menyelesaikan masalah -masalah 

itu harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum 

maupun moral. 

Jadi karakteristik Freiese Ermessen itu antara lain : 

a. pada dasarnya pejabat Tata Usaha Negara (administratur 

negara) itu tidak boleh menolak untuk mengambil suatu 

keputusan (beleid/policy) walaupun tidak ada peraturannya ; 

b. adanya kebebasan/kekuasaan dalam batas tertentu bagi 

administratur negara yang dimungkinkan oleh hukum untuk 

bertindak atas inisiatif sendiri ; 

c. harus dipertimbangkan kelayakan dan kesesuaian secara adi l  

demi kepentingan umum serta dapat dipertanggungjawabkan 

secara moral dan hukum. 

d. Bahwa dengan demikian, dari aspek Hukum Administrasi 

Negara pun perbuatan Terpidana/PEMOHON bukanlah 

merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum. 

2. Judex Facti telah keliru dalam mempertimbangkan unsur 

“Perbuatan” (Feit) dalam arti formil maupun materil : 
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1) Bahwa terkait dengan pengadaan kapal Tanker LCT 180 (Kapal 

Wanbon), ada kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum 

Judex Facti terkait dengan “perbuatan” (feit) yang dilakukan oleh 

Terpidana / PEMOHON. Kekeliruan mana dapat dilihat dari  : 

a. Pertimbangan hukum Judex Facti (Pengadilan Tipikor) pada 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hal 301 paragraf III : 

“Menimbang, dari fakta-fakta yang juga terungkap di depan 

persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa 

pembayaran harga kapal tersebut di atas dilakukan oleh 

Terpidana dengan meminjam uang di Bank Rakyat Indonesia 

(Bank BRI) cabang Merauke sebesar Rp. 6.000.000.000,- 

(enam milyar rupiah), karena anggaran untuk membeli kapal 

tersebut belum dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten 

Boven Digoel. Pinjaman uang di Bank BRI Cabang Merauke 

tersebut dilakukan dengan menggunakan nama saksi Jhony 

Ramly Markus Sumual sebagai peminjam. Fakta mana 

didukung oleh keterangan saksi Hengki Kayoi yang 

bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi 

Robertus Anggawen, Sandrak Toni, Jhony Ramly Markus 

Sumual dan keterangan Terpidana di depan persidangan 

perkara ini”.    

Dari pertimbangan hukum ini, terlihat nyata bahwa Judex Facti  

berpendapat bahwa “perbuatan” yang dilakukan oleh 

Terpidana adalah “meminjam uang” Bank Rakyat Indonesia 

(BRI) cabang Merauke. 

b. Pertimbangan Judex Facti (Pengadilan Tipikor) pada PN 

Jakarta Pusat, hal 303 paragraf III: 

“Menimbang, bahwa dengan demikian Terpidana selaku 

Bupati Boven Digoel tidak mempunyai kewenangan untuk 

melakukan sendiri pengadaan kapal tanker dimaksud, 

terlebih-lebih hanya dengan membeli begitu saja kapal 

tanker LCT 180 (kapal wambon) tersebut dari saksi Alfred 

Wibowo Korah dengan meminjam uang dari Bank BRI 

Cabang Merauke untuk membayarnya, sebab belum ada 

penganggaran untuk pengadaan kapal tanker, dimaksud. 

Seharusnya pengadaan kapal tanker tersebut dilakukan 

oleh Pemimpin Proyek yang diangkat Terpidana pada awal 

tahun anggaran, kemudian Pemimpin Proyek inilah yang 
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melakukan semua kegiatan pengadaan barang/jasa dalam 

tahun anggaran tersebut, dengan membentuk panitia 

pengadaan untuk setiap kali pengadaannya. Pemimpin 

Proyek inilah yang bertanggung jawab secara keseluruhan, 

baik dalam segi administrasi, fisik, keuangan, dan 

fungsional atas pengadaan barang/jasa yang 

dilaksanakannya, sebagaimana yang dimaksud dalam 

Pasal 9 ayat (5) Keppres Nomor 80 Tahun 2003. Akan 

tetapi oleh karena Terpidana melakukan sendiri pembelian 

Kapal Tanker LCT 180 (kapal wambon) dengan tidak 

berpedoman pada Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tersebut 

di atas, maka Terpidana telah melakukan perbuatan 

melawan hukum formil”. 

Dari pertimbangan hukum ini terlihat nyata bahwa Judex Facti , 

berpendapat bahwa : “perbuatan” yang dilakukan Terpidana/ 

PEMOHON adalah “melakukan sendiri pembelian kapal tanker 

LCT telah melakukan perbuatan melawan hukum formil”. 

Dari pertimbangan hukum ini terlihat nyata bahwa Judex Facti , 

berpendapat bahwa : “perbuatan” yang dilakukan Terpidana/ 

PEMOHON adalah “melakukan sendiri pembelian kapal tanker 

LCT 180 (kapal wambon)”;  

c. Pertimbangan hukum Judex Facti, (Pengadilan Tipikor) pada 

PN Jakarta Pusat, halaman 343, paragraf ke 3: 

“Menimbang bahwa, dengan demikian, dalam kaitan 

dengan pengadaan Kapal Wambon tersebut, Terpidana 

jelas terbukti telah menyalahgunakan kewenangannya 

dalam jabatannya selaku Boven Digoel yang memegang 

kekuasaan keuangan daerah, yaitu tidak melakukan 

pengangkatan pengguna barang atau pimpro 

sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 9 ayat (2) 

Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah”. 

Dari pertimbangan hukum di atas, terlihat nyata bahwa 

“perbuatan” yang dilakukan Terpidana/PEMOHON adalah: 

“tidak melakukan pengangkatan pengguna barang atau 

pimpro”. 
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2) Bahwa sesungguhnya “perbuatan-perbuatan” a-quo sebagaimana 

dinyatakan Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya 

mempunyai implikasi yuridis masing-masing. Namun dengan 

demikian apakah “perbuatan-perbuatan” yang dipertimbangkan 

oleh Judex Facti tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara 

pidana kepada Terpidana/ PEMOHON? apakah dalam melakukan 

“perbuatan-perbuatannya” (quad-non) tersebut, ada alasan 

pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana?; 

3) Bahwa dalam Doktrin Hukum Pidana terkait dengan hal-hal yang 

dapat menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan pidana 

sebagaimana diatur dalam BAB III Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana (KUHP), di kenal doktrin “alasan penghapus pidana di luar 

Undang-undang” yakni sesat yang dapat dimaafkan. Dalam hal ini  

dapat dibedakan 2 (dua) kategori: 

a. Sesat tentang perbuatan (Error Facti): 

Ini mengenai kekeliruan yang dimaafkan dalam situasi 

perbuatan. Tidak disyaratkan sikap hati-hati yang maksimal. 

Sesat yang tidak harus dicelakan kepada seorang manusia 

biasa, menghapuskan pidana; 

b. Sesat tentang Hukum (Error Juris): 

Pada dasarnya undang-undang berlaku untuk semua orang, 

tanpa mempertimbangkan apakah mereka mengenalnya atau 

tidak. Namun, kalau ada seorang yang tidak mengetahui 

undang-undang dan hakim berkeyakinan ada sesat yang 

dapat dimaafkan, maka pidana tidak boleh dijatuhkan. (Hukum 

Pidana oleh Prof. Dr. D. Schaffmeiter, Prof. Dr. N. Keijren, Mr. 

E. PH. Sutorius. Editor: Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A. 

Edisi Pertama, Cetakan ke-1, 1995). 

4) Bahwa dikaitkan dengan Doktrin Hukum Pidana di atas, “Perbuatan -

perbuatan” yang dinyatakan dalam pertimbangan hukumnya tersebu t  

sesungguhnya dapat dikategorikan sebagai suatu kesesatan  ten tang 

perbuatan (Error Facti); 

5) Bahwa selanjutnya, apakah “Perbuatan -perbuatan” Terpidana/ 

PEMOHON a-quo telah memenuhi kriteria sebagai suatu “perbuatan  

melawan hukum” secara formil maupun materil?  

6) Bahwa sesungguhnya dan nyata-nyata Judex Facti hanya 

mempertimbangkan “Perbuatan-perbuatan” a-quo dari sisi formil 

belaka. 
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3. Judex Juris telah keliru dalam mempertimbangkan unsur “Kerugian 

Negara” : 

1) Bahwa ada suatu kekeliruan yang nyata bahkan lebih tepat 

dikatakan sebagai suatu hal yang tidak jelas terkait dengan 

perhitungan potensi “kerugian Negara” yang dinyatakan sebagai 

akibat perbuatan Terpidana/PEMOHON (quad-non), hal mana 

dapat terlihat dari: 

a. Terpidana/PEMOHON didakwa telah menimbulkan kerugian 

Negara senilai Rp. 66.777.767.123,- (enam puluh enam milyar 

tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tu juh 

ribu seratus dua puluh tiga rupiah); 

b. Judex Facti (Keputusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat), menyatakan kerugian Negara yang 

ditimbulkan (quad-non) adalah sebesar Rp. 47.122.287.123,- 

(empat puluh tujuh milyar seratus dua puluh dua juta dua 

ratus delapan puluh tujuh seratus dua puluh tiga rupiah); 

c. Selanjutnya Judex Juris (Keputusan Pengadilan Tinggi 

Jakarta), menyatakan bahwa kerugian Negara yang timbul 

adalah Rp. 37.271.520.000,- (tiga puluh tujuh milyar dua ratus 

tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).  

2) Bahwa unsur kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi 

merupakan unsur yang harus dipertimbangkan secara teliti dan 

seksama; 

3) Bahwa adalah tidak adil, apabila seorang Terpidana harus 

menjalani hukuman atas suatu “kerugian Negara” yang tidak jelas; 

4) Bahwa Judex Juris juga telah mengesampingkan fakta 

persidangan terkait dengan unsur-unsur “kerugian Negara”. Hal 

mana terbukti dari: 

a. Tidak ada kerugian Negara dalam pengadaan kapal Tanker, 

mengingat: 

- Objek yang menjadi pokok perkara yakni Kapal LCT 180 

(Kapal Wambon) tidak fiktif wujud dari bendanya konkrit 

dan menjadi asset daerah; 

- Selisih lebih uang untuk dari pengadaan kapal Tanker LCT 

180 tersebut sebesar Rp. 2.450.000.000,- (dua milyar 

empat ratus lima puluh juta rupiah) telah dikembalikan ke 

kas daerah sebelum perkara berjalan. 
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b. Bahwa fakta hukum mana juga diperkuat oleh pendapat 

berbeda (Dissenting Opinion) oleh Hakim ad-hock/ Pembaca I, 

sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukumnya, 

halaman 199, paragrap ke 2, yang menyatakan: 

“Bahwa jika Judex Juris berpendapat unsur melawan 

hukum formil maupun materiil terbukti, namun unsur 

memperkaya diri sendiri, orang lain maupun korporasi 

tidak terbukti, begitu juga tidak terbukti unsur merugikan 

keuangan Negara secara formil maupun materiil, maka 

berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.42 

K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966 dalam perkara 

Machroes Efendi yang menguatkan pertimbangan hukum 

Pengadilan Tinggi Jakarta No.146/1964 tertanggal, 27 

Januari 1965 yaitu: faktor-faktor kepentingan umum, yang 

terlayani serta faktor-faktor tidak adanya keuntungan yang 

masuk dalam saku Pemohon Kasasi II/Terpidana dan 

akhirnya faktor tidak dideritanya kerugian oleh Negara 

sebagaimana dimaksud diatas, merupakan faktor-faktor 

yang mempunyai nilai lebih dari cukup guna 

menghapuskan sifat bertentangan dengan hukum pada 

perbuatan-perbuatan Pemohon Kasasi II/Terpidana, yang 

terbukti formil masuk dalam rumusan tindak pidana, yang 

dituduhkan kepada Terpidana di atas” 

Maka haruslah dipertimbangkan sebagai faktor pembenar dan  

faktor pemaaf yang harus melepaskan Terpidana/ PEMOHON 

dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging), 

mengingat keadaan darurat sehubungan dengan 

tenggelamnya KM Digoel yang berpotensi menimbulkan 

keresahan yang meluas pada masyarakat Boven Digoel 

dengan melambungnya harga BBM, kesulitan untuk 

memperoleh sembako dan bahan bangunan, dengan 

mengingat kabupaten ini berada di perbatasan dengan negara 

tetangga Papua New Guenea, yang mana keadaan yang 

serba sulit ini memicu kembalinya gerakan separatisme 

Papua. 

c. Bahwa terkait dengan pemberian dana bantuan sosial/BLT, 

Judex Juris juga telah mengesampingkan fakta hukum dan 

keliru dalam mempertimbangkan mengenai jumlah dana yang 
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disalurkan yang berimplikasi pada jumlah “kerugian Negara”. 

Hal mana dapat dilihat dari: 

- Judex Facti (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) menyatakan bahwa 

kerugian Negara atas penggunaan uang daerah dalam 

kurun waktu Januari 2006 hingga November 2007, 

keseluruhannya berjumlah Rp. 64.261.000.000,- (enam 

puluh empat milyar dua ratus enam puluh satu juta rupiah); 

- Judex Facti (Pengadilan Tinggi Jakarta) dalam 

pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa penerimaan 

dana kas Pemkab Boven Digoel ke rekening Terpidana  

pada Bank Rakyat Indonesia Cut Mutia Jakarta sebesar 

Rp. 64.241.000.000,- (enam puluh empat milyar dua ratus 

empat puluh satu juta rupiah), jumlah mana kemudian 

dikurangi dengan jumlah penyaluran sebesar                   

Rp. 27.005.480.000,- (dua puluh tujuh milyar lima juta 

empat ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan demikian 

jumlah penyaluran Dana Bantuan Sosial/BLT yang harus 

dipertanggungjawabkan kepada Terpidana/ PEMOHON 

(quad-non) adalah Rp. 37.235.520.000,- (tiga puluh tujuh 

milyar dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh 

ribu rupiah). 

d. Bahwa berdasarkan bukti Novum, yakni : 

- Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) Kabupaten Boven Digoel (Bukti Novum PK-3); 

- Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penjabaran  

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) Kabupaten Boven Digoel (Bukti Novum PK-3). 

Diperoleh fakta hukum bahwa penggunaan keuangan daerah  

yang diperuntukan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) 

kepada masyarakat yang diambil dari Pos Mata Anggaran 

Bantuan Sosial pada anggaran Sekretariat Daerah, telah 

dianggarkan dan sesuai dengan peruntukannya serta dengan  

persetujuan DPRD. Bagaimana caranya, dia sebagai Bupati 

menyerahkan bantuan sosial tersebut, karena tidak diatur 

dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah , 

maka semuanya menjadi diskresi dirinya sebagai Bupati. 
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Bahwa Yusak memberikan bantuan tunai secara langsung 

kepada rakyatnya, itulah yang dipahami oleh pemahaman 

rakyat Boven Digoel. Bukanlah bantuan namanya, kalau 

masyarakat satu persatu tidak dikasih uang tunai oleh Bupati. 

Itulah daya pemahaman rakyat di Boven Digoel dan mereka 

memintanya dan mendesaknya agar Bupati memberi mereka 

uang (vide Pendapat Ahli Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra SH., 

MSc. butir 5 halaman 2). 

5) Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, sesungguhnya tidak 

ada unsur “kerugian Negara” ; 

6) Bahwa berdasarkan uraian/ dalil yuridis yang diperkuat dengan 

fakta-fakta hukum, terbukti Judex Juris telah salah dan keliru 

dalam mempertimbangkan unsur “kerugian Negara”, untuk itu 

sudah sepatutnya Majelis Hakim Peninjauan Kembali menyatakan 

tidak terpenuhinya unsur “kerugian Negara” baik secara formil 

maupun materil.   

4. Judex Facti dan Judex Juris tidak mempertimbangkan : 

1.) Keadaan khusus Kabupaten Boven Digoel sebagai bagian  

Otonomi Khusus Provinsi Papua  

Menurut M. Hatta (salah satu Founding Father dan konseptor 

desentralisasi dan otonomi Indonesia, otonomi berarti membuat 

peraturan dan melaksanakannya sendiri. Menurut Hatta memiliki 

kebebasan untuk melaksanakan kedua kegiatan tersebut (*Hatta, 

Demokrasi dan Otonomi, dalam Keng Po, 27 April 1957), 

selanjutnya penerapan peraturan yang dibuat oleh badan yang 

lebih tinggi tidak mengurangi otonomi seluas-luasnya bagi daerah  

otonom. 

Dalam pengertian desentralisasi dan otonomi dalam Undang-

Undang No. 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 12 Tahun 

2008 tersebut daerah otonomi dalam wilayah Indonesia termasuk 

wilayah yang berlaku otonomi khusus Papua memiliki kebebasan  

mengatur dan melaksanakan pemerintahan daerah sendiri di 

bawah payung Undang-undang Dasar 1945 serta Undang-undang 

Pemerintahan Daerah. Dengan kata lain pemerintah Pusat tidak 

boleh membatasi kebebasan daerah dengan aturan lain diluar 

UUD 1945 dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan 

undang-undang yang berkaitan langsung dengan kewenangan 
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otonomi daerah. (Vide Pendapat ahli Dr. Zen Zanibar MZ, SH., 

MH, halaman 9 paragraf ke-2). 

Khusus bagi Provinsi Papua dan seluruh Kabupaten/Kota dalam 

wilayah Provinsi Papua kekhususan selain melaksanakan otonomi 

seluas luasnya menurut UUD 1945 juga otonomi seluas-luasnya 

yang memang khusus bagi semua daerah otonom dalam wilayah 

Provinsi Papua termasuk Kabupaten Boven Digoel. Kekhususan 

yang dimaksud dikarenakan kondisi Papua yang memiliki alam, 

budaya, sosial, adat istiadat dan ekonomi yang khusus. Oleh 

karena hal tersebut memerlukan pertimbangan khusus pula dalam 

membuat dan melaksanakan kebijakan. (Vide Pendapat ahli Dr. 

Zen Zanibar MZ, SH., MH. halaman 9 paragraf ke-3). 

Bahwa otonomi daerah seluas-luasnya menurut UUD 1945 dan 

UU Otonomi Khusus Papua memastikan bahwa tidak boleh ada 

hambatan lain kecuali oleh UUD 1945 sendiri maupun UU 

Otonomi Khusus Papua. Hambatan-hambatan yang terjadi 

belakangan ini dikreasikan sedemikian rupa berdasarkan undang-

undang lain yang tidak ada hubungannya dengan otonomi daerah  

dengan alasan terjadi korupsi karena penyalahgunaan wewenang. 

(Vide Pendapat ahli Dr. Zen Zanibar MZ, SH., MH. halaman 13 

paragraf ke-2). 

Bahwa, PEMOHON semata-mata melaksanakan fungsi 

jabatannya sebagai Pejabat Negara (Bupati Kepala Daerah 

Kabupaten Boven Digoel) bersama-sama atau paling tidak 

disetujui oleh DPRD Kabupaten Boven Digoel dan belum pernah 

diproses secara Hukum Tata Negara. Padahal semestinya 

diproses dulu secara Hukum Tata Negara seperti tercantum 

dalam UU Pemda dan UU Otonomi Khusus Papua. (Vide 

Pendapat ahli Dr. Zen Zanibar MZ, SH., MH. halaman 13  

paragraf ke-3).   

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 

319 : 

 “Membangun masyarakat atau mengentaskan kemiskinan 

masyarakat tidak dapat dilakukan dengan cara membagi-

bagikan uang. Yang seharusnya dilakukan adalah 

membangun infrastruktur dan sarana-sarana yang 

memungkinkan terciptanya lapangan kerja, menggerakkan 

roda ekonomi, sehingga masyarakat punya mata pencaharian. 
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Apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan-

perbuatan kontra produktif, karena sama saja dengan 

memberikan “ikan” kepada masyarakat, bukannya “kail”.” 

Judex Facti menyalahkan apa yang dilakukan 

Terpidana/PEMOHON, karena seharusnya Terpidana/ 

PEMOHON “memberikan kail, bukan ikannya” dalam membantu 

masyarakat. Pemahaman Hakim seperti ini, sekali lagi, saya 

katakan, adalah menyamakan masyarakat Papua, khususnya 

Boven Digoel, dengan daerah-daerah lain. Hakim di Jakarta yang 

mengadili perkara ini tidak mengerti situasi di Papua, apalagi di 

Boven Digoel, lalu menerapkan hukum dengan semena-mena 

(vide Pendapat Ahli Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra SH., MSc. 

butir 13 halaman 5) 

2). Kondisi darurat dikaitkan dengan alasan pembenar sebagai dasar 

penghapus pidana menurut KUHPidana; 

Pertentangan adanya 2 (dua) kepentingan hukum yang 

bertentangan:  

a. Dihubungkan dengan KEPPRES No. 80 Tahun 2003 dengan 

Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus 

Provinsi Papua dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 

Tentang Pemerintahan Daerah.  

Bahwa dalam hal ini, berlaku “Lex superiori derogat Lex 

inferiori”, artinya undang-undang yang urutan atau 

tingkatannya lebih tinggi mengesampingkan atau 

mengabaikan undang-undang yang lebih rendah. Bila terdapat 

kasus yang sama, akan tetapi ketentuan undang-undangnya 

berbeda, maka ketentuan yang dipakai adalah ketentuan yang 

tingkatannya lebih tinggi. Contoh : undang-undang lebih tinggi 

dari peraturan pemerintah, maka peraturan pemerintah 

diabaikan dan harus berpatokan pada undang-undang. 

Maka dengan penjelasan dan contoh tersebut maka Undang-

Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi  

Papua yang tingkatannya lebih tinggi dan mengesampingkan 

KEPPRES No. 80 Tahun 2003 yang lebih rendah. Sehingga 

Kebijakan yang diambil oleh PEMOHON masa jabatan 2005-

2010 dalam keadaan darurat dengan menggunakan Undang-

undang Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagai dasar 

Kebijakan berkaitan dengan pembelian dan pengadaan Kapal 
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Tanker LCT 180 (KM Wambon), karena tenggelamnya KM. 

Digoel dan pemberian bantuan sosial oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten Boven Digoel Papua kepada masyarakat berupa 

Bantuan Langsung Tunai sebagai kompensasi kenaikan harga 

BBM dengan menggunakan dana APBD yang tergolong 

miskin, harus dipandang sebagai kebijakan yang benar. (Vide 

Pendapat Ahli Dr. Ignatius Sriyanto, SH, MH. halaman 6 

paragraf ke-1). 

Dalam undang-undang manapun di Indonesia atau dalam 

sistem hukum Indonesia dari dulu sampai sekarang tidak ada 

sanksi pidana apabila pejabat negara melanggar ketentuan 

dalam hukum Tata Negara yang dijalankannya. Dalam UUD 

1945 maupun dalam UU Pemda apabila pejabat Negara dalam 

hal ini Gubernur Kepala Daerah Kabupaten/Kota melanggar 

Hukum Tata Negara diberhentikan sesuai dengan prosedur 

yang diatur dalam UU Pemda. Dalam hal pelanggaran Hukum 

Tata Negara terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan fungsi yang 

berhubungan dengan pejabat Negara, misalnya Pembentukan/ 

Perancangan Perda APBD, maka mekanisme Hukum Tata 

Negara menyediakan prosedur konsultasi dengan 

pemerintahan lebih tinggi (Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Provinsi). Hukum Tata Negara yang berhubungan dengan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah juga menyediakan 

prosedur pengawasan oleh pemerintah yang lebih tinggi. (Vide 

Pendapat ahli Dr. Zen Zanibar MZ, SH., MH. halaman 11 

paragraf ke-3). 

b. Perihal penggunaan Dana APBD 2006-2007   

- Bahwa Diskresi atau Kebijakan seorang Bupati selaku 

Pejabat Administrasi Negara (Terpidana/ Pemohon) yang 

diambil dalam keadaan darurat dengan menggunakan 

Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi 

Khusus Provinsi Papua sebagai dasar kebijakannya dalam 

peristiwa pengadaan kapal LCT 180 dan pembagian BLT 

kepada warga masyarakatnya yang tergolong miskin, harus 

dipandang tidak melawan hukum. Dalam hal ini seharusnya 

pengadilan mempertimbangkan rangkaian faktor dan 

peristiwanya, seperti dalam Yurisprudensi tersebut, yaitu : 
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1. Meskipun yang dituduhkan adalah suatu delik formil, 

namun Hakim secara materiel harus memperhatikan juga 

keadaan dari Terdakwa atas dasar mana ia tak dapat 

dihukum (materielee wederrehctlijkheid). 

2. Pada umumnya suatu tindakan dapat hilang sifatnya 

sebagai melawan hukum selain berdasarkan suatu 

ketentuan perundang-undangan juga berdasarkan azas-

azas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum; 

Sepertinya dalam perkara ini faktor Negara tidak dirugikan, 

kepentingan umum dilayani dan Terdakwa sendiri tidak 

mendapat untung. 

Sesuai dengan tujuan ada azas “materielee 

wederrehtelijkkheid” suatu perbuatan yang merupakan 

perbuatan pidana, tidak dapat dipidana apabila perbuatan 

tersebut adalah sosial adequate.  

- Bahwa dalam perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali 

ini ternyata seluruhnya perbuatan PEMOHON yang 

didakwakan dalam rangka melaksanakan jabatannya 

sebagai Pejabat Negara selaku Bupati Kabupaten Boven 

Digoel (memberi kuasa, Pengajuan Raperda APBD 

Kabupaten Boven Digoel Tahun 2006, pengajuan Raperda 

APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2007, Nota 

Kesepakatan antara Pemda Kabupaten Boven Digoel 

dengan DPRD 8 Oktober 2007, Perda Kabupaten Boven 

Digoel No. 22/2007 Tentang Perubahan APBD 2007, Perbup 

Kabupaten Boven Digoel No. 3/2007 Tentang Penjabaran 

Perubahan APBD 2007, Pengajuan Raperda APBD 

Kabupaten Boven Digoel Tahun 2008, dan Nota Pengantar 

Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2007). Dengan kata 

lain tidak ada perbuatan pidana yang dilakukan PEMOHON. 

(Vide Pendapat Ahli Dr. Zen Zanibar MZ, SH., MH.) 

Bahwa Bab III KUHPidana mengatur tentang hal-hal yang 

menghapuskan, mengurangi, dan memberatkan pidana. 

Bahwa terkait dengan adanya perbuatan-perbuatan yang 

didakwakan terhadap Terpidana, seharusnya Judex Facti 

dan Judex Juris, mempertimbangkan adanya : 

a. Dua kepentingan hukum yang bertentangan: 
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Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti 

(Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) 

hal. 303 Paragraf III, menyatakan: 

“Menimbang, bahwa dengan demikian Terpidana 

selaku Bupati Boven Digoel tidak mempunyai 

kewenangan untuk melakukan sendiri pengadaan kapal 

tanker dimaksud, terlebih-lebih hanya dengan membeli 

begitu saja kapal tanker LCT 180 (kapal wambon) 

tersebut dari saksi Alfred Wibowo Korah dengan 

meminjam uang dari Bank BRI Cabang Merauke untuk 

membayarnya, sebab belum ada penganggaran untuk 

pengadaan kapal tanker, dimaksud. Seharusnya 

pengadaan kapal tanker tersebut dilakukan oleh 

Pemimpin Proyek yang diangkat Terpidana pada awal 

tahun anggaran, kemudian Pemimpin Proyek inilah 

yang melakukan semua kegiatan pengadaan barang/ 

jasa dalam tahun anggaran tersebut, dengan 

membentuk panitia pengadaan untuk setiap kali 

pengadaannya. Pemimpin Proyek inilah yang 

bertanggung jawab secara keseluruhan, baik dalam 

segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas 

pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya, 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) 

Keppres Nomor 80 Tahun 2003. Akan tetapi oleh 

karena Terpidana melakukan sendiri pembelian Kapal 

Tanker LCT 180 (kapal wambon) dengan tidak 

berpedoman pada Keppres Nomor 80 Tahun 2003 

tersebut di atas, maka Terpidana telah melakukan 

perbuatan melawan hukum formil”. 

Dari pertimbangan hukum ini terlihat nyata bahwa Judex 

Facti, berpendapat bahwa : “perbuatan” yang dilakukan 

Terpidana/PEMOHON adalah “melakukan sendiri 

pembelian kapal tanker LCT telah melakukan perbuatan 

melawan hukum formil”. 

Dari pertimbangan hukum ini terlihat nyata bahwa Judex 

Facti, berpendapat bahwa: “perbuatan” yang dilakukan 

Terpidana/PEMOHON adalah “melakukan sendiri 

pembelian kapal tanker LCT 180 (KM Wambon)”; 

Disclaimer
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Bahwa seharusnya Judex Facti bisa lebih cermat, arif, dan 

bijaksana melihat bahwa mengingat kondisi Pemerin tahan 

Kabupaten Boven Digoel yang baru terbentuk yang jauh 

dari kesiapan baik secara Aparatur maupun administrasi 

kedaerahan belum memungkinkan untuk dipenuhinya 

ketentuan sebagaimana dimaksud KEPPRES No. 80 

Tahun 2003 aquo. 

Bahwa disisi lain ada kebutuhan yang sangat mendesak 

yakni Kepentingan Umum yang harus terlayani, dimana 

akibat tidak adanya sarana pengangkut kebutuhan 

masyarakat terjadi suatu kondisi diluar kelaziman. 

b. Bahwa adanya suatu kepentingan hukum bersamaan 

dengan kewajiban hukum yang saling bertentangan:  

- Bahwa terkait dengan penggunaan dana/keuangan 

daerah oleh PEMOHON (selaku Bupati) dalam 

Pemberian Langsung Tunai kepada masyarakatnya, hal 

ini dilakukan mengingat kondisi masyarakat Kabupaten  

Boven Digoel yang rata-rata masih terbelakang, lebih 

mementingkan pemenuhan kebutuhan hidup secara 

konkrit. 

- Bahwa kalaulah Bantuan Langsung Tunai tersebut 

dilakukan oleh PEMOHON (selaku Bupati) belum ada 

mekanisme pengaturannya (Quad-non) hal mana 

adalah merupakan persoalan teknis/formalitas 

administrasi. 

- Bahwa sebagaimana yang telah PEMOHON uraikan 

sehubungan dalam uraian Novum, sesungguhnya Dana 

Bantuan Langsung Tunai tersebut telah dianggarkan 

dalam Perda No. 22 Tahun 2007 Tentang Perubahan 

APBD Tahun Anggaran 2007 jo Perda Kabupaten 

Boven Digoel No. 3 Tahun 2008 Tentang Pendapatan 

Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.  

c. Bahwa merujuk kepada Yurisprudensi sebagaimana 

Putusan Mahkamah Agung RI, masing-masing: 

- Putusan No. 117 K/ Kr /1968, Tanggal 27-7-1969 dalam 

perkara Soetopo dan Soetedjo 

- Putusan No. 30 K/Kr/1967 tanggal 20-09-1967 dalam 

perkara : Soetomo Bin Hadikoesoemo 
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- Putusan No. 72 K/Kr/1970, Tanggal 25-5-1972 dalam 

perkara : Mohammad Toha Ilyas dan Wilson Hutauruk. 

- Putusan No. 42 K/Kr/1965 Tanggal 8-1-1966 dalam 

perkara : Machroes Effendi. 

Bahwa sesungguhnya “perbuatan -perbuatan” yang 

didalilkan terhadap Pemohon telah memenuhi keten tuan 

sebagaimana dalam Pasal 48 KUHPidana (keadaan 

darurat atau “Nood Toestand”). 

d. Bahwa terkait dengan uraian Yuridis diatas, Noll (Ahli 

Hukum dari Jerman) memformulasikan  : 

 “Pertentangan antara tertib hukum yang berlaku 

dengan tertib hukum yang dipostulasikan (seharusnya) 

diatur bukan dalam lingkup hukum pidana, melainkan 

dalam Hukum Tata Negara (Jan Remelink: “Hukum 

Pidana, komentar atas pasal-pasal terpenting dan 

KUHPidana Belanda dan KUHPidana Indonesia)”.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kondisi yang 

terjadi di Kabupaten Boven Digoel yang dijadikan dasar 

untuk mempidanakan Terpidana / PEMOHON adalah 

Tidak Tepat. 

5. Judex Facti telah melanggar ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf (c) 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP): 

1) Bahwa Pasal 160 ayat (1) huruf (c) KUHAP, menyatakan “Dalam 

hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang 

memberatkan Terpidana yang tercantum dalam surat pelimpahan 

perkara dan atau yang diminta oleh Terpidana atau Penasehat 

Hukum atau Penuntut Umum selama berlangsungnya sidang atau 

sebelum dijatuhkannya putusan, Hakim Ketua sidang wajib 

mendengar keterangan saksi tersebut”; 

2) Bahwa Judex Juris (Pengadilan Tinggi Jakarta) dalam 

pertimbangan hukumnya pada halaman 88 angka (3) 

menyatakan: “Pendapat Terpidana/Tim Penasehat Hukum yang 

menyatakan, bahwa putusan batal demi hukum, karena tidak 

mempertimbangkan keterangan beberapa saksi berupa surat 

pernyataan yang ditandatangani dihadapan notaris (surat affidavit) 

yang menunjukkan bahwa dana APBD yang dicairkan oleh 

Terpidana tersebut olehnya dipergunakan untuk kepentingan 

umum, tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti sebagaimana 
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yang dimaksud oleh KUHAP Pasal 185 ayat (1); lebih dari itu, 

Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pemeriksaan 

pada tingkat pertama telah cukup, sehingga tidak perlu didengar 

keterangan saksi-saksi yang menandatangani affidavit tersebut”; 

3) Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah merupakan 

penerapan hukum yang keliru dan senyata-nyatanya 

bertentangan dengan ketentuan pasal 160 ayat (1) huruf (c) Kitab 

Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang tegas-

tegas menyatakan “WAJIB” bagi Hakim untuk memeriksa saksi 

yang diajukan Terpidana tersebut; 

4) Bahwa berdasarkan uraian dan dalil yuridis diatas, sudah 

sepatutnya dan seharusnya Majelis Hakim Peninjauan Kembali 

membatalkan Putusan Judex Juris ; 

6. Judex Facti telah memutus sesuatu yang tidak dituntut (ultra petita) 

dan melampaui kewenangannya : 

1) Bahwa sebagaimana diketahui, Terpidana telah didakwa 

berdasarkan Subsidairitas, dimana Jaksa Penuntut Umum telah 

mendakwa Terpidana/PEMOHON: 

Primair:  

“Perbuatan Terpidana diancam pidana sebagaimana diatur 

dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UURI No. 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 

20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI No. 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 

55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana (KUHP)”. 

Subsidair: 

“Perbuatan Terpidana diancam pidana sebagai mana diatur 

dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang No.31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 

Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)”. 

2) Bahwa Penuntut umum, sesuai surat tuntutannya yang pada 

pokoknya telah menuntut Terpidana/PEMOHON: 

a. Menyatakan Terpidana Yusak Waluyo, SH. M.Si., telah 

terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
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tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana 

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UURI 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tiindak Pidana Korupsi jo. Pasal 

55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP; 

b. Menjatuhkan pidana terhadap Terpidana Yusak Yaluwo, SH. 

Msi., dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi 

selama Terpidana berada dalam tahanan dengan perintah 

Terpidana tetap ditahan, dan ditambah dengan pidana denda 

sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 

selama 6 (enam) bulan kurungan; 

c. Menghukum Terpidana Yusak Yaluwo, SH. MSi., membayar 

uang pengganti sebesar Rp. 66.777.767.123,- (enam puluh 

enam milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam 

puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) 

dikompensasikan dengan barang bukti berupa uang yang 

disita dari Terpidana sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar 

tiga ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi                

Rp. 65.427.767.123,- (enam puluh lima milyar empat ratus dua 

puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh seratus dua puluh 

tiga rupiah) dengan ketentuan apabila Terpidana tidak 

membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan 

sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum 

tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut 

Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti 

tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang 

mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka 

dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun. 

3) Bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Judex Juris 

(Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) telah 

memutus Terpidana / PEMOHON berdasarkan Dakwaan Primer; 

4) Bahwa sesuai Doktrin hukum acara, Hakim tidak boleh memutus 

melebihi atau memutus apa yang tidak diminta (ultra petita). 

Berdasarkan doktrin ini, jelas Judex Juris telah memutus apa yang 

tidak dituntut oleh Penuntut Umum terhadap Terpidana/ 

PEMOHON; 
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5) Bahwa dengan demikian dapat dikatakan juga Judex Juris telah 

melampaui kewenangannya. 

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung 

berpendapat : 

Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan kembali tidak dapat 

dibenarkan, Judex Juris telah mempertimbangkan dengan tepat dalam 

putusannya sehingga tidak terdapat suatu kekhilafan ataupun kekel iruan yang 

nyata dalam putusannya. 

Adapun mengenai alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali 

dapat dipertimbangkan sebagai berikut : 

1. Alasan adanya novum (surat-surat baru/keadaan baru 1 sampai dengan 11). 

Bahwa novum yang diajukan (1 sampai dengan 11) bukanlah merupakan 

surat-surat / keadaan baru yang bersifat menentukan sebagaimana 

ketentuan Pasal 263 ayat 2 KUHAP karena apabila novum tersebut 

dihubungkan dengan fakta-fakta yang diketemukan di persidangan, maka 

nampak jelas bahwa Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Boven Digoel telah  

melakukan tindakan yang bertentangan dengan surat-surat baru tersebut 

(novum) yang diajukan, karena faktanya adalah sebagai berikut : 

- Bahwa dalam bulan September 2005 Terdakwa sebagai Bupati Kepala 

Daerah Boven Digoel telah dengan sengaja berinisiatif sendiri 

melakukan pengadaan barang berupa 1 (satu) unit Kapal Tanker LCT 

180 ( Kapal Wambon ) dengan harga Rp.3.500.000.000,- tanpa melalui 

pelelangan sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan Presiden 

No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa. Selain itu juga tidak dialokasikan anggaran sebelumnya 

tentang pengadaan dimaksud. 

- Dalam pelaksanaan pembelian kapal tersebut Terdakwa sengaja 

memerintahkan saksi Johny Ramly Markus Sumual untuk meminjam 

uang di BRI Cabang Merauke sejumlah Rp.6.000.000.000,- 

- Bahwa atas pinjaman tersebut Terdakwa memerintahkan saksi Robertus 

Anggawen selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah 

Kabupaten Boven Digoel untuk mengembalikan pinjaman tersebut 

dengan menggunakan APBD tahun 2006, membuka cek senilai 

Rp.6.016.767.213,- berikut bunganya, sehingga terdapat selisih 

pembayaran sebesar Rp.6.016.767.213, - Rp.3.500.000.000, = 

Rp.2.516.767.123,- sisa uang tersebut tidak dikembalikan ke kas daerah 

akan tetapi digunakan sendiri untuk kepentingan Terdakwa. 

- Bahwa tindakan Terdakwa dalam rangka pengadaan kapal in casu 
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dengan pembayaran bunga pinjaman pada BRI Cab. Merauke tanpa 

persetujuan DPRD adalah sebagai perbuatan melawan hukum  

- Demikian pula tindakan Terdakwa dalam rangka pembelian kapal in casu 

tidak membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa/Pimpro dan 

mengangkat Pejabat Pengguna Anggaran serta tidak melalui prosedur 

lelang adalah bertentangan dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 

80 Tahun 2003 ditentukan bahwa : pejabat yang berwenang menetapkan 

penyedia barang Pejabat Pengguna Barang/Pimpro tanpa persetuju an 

Bupati (disini Terdakwa) apabila nilai pengadaan dibawah                      

Rp 50.000.000.000,-, sehingga Terdakwa dalam pengadaan barang 

berupa Kapal Tanker in casu tidak mempunyai kewenangan. 

- Bahwa alasan pembelian Kapal Tanker LCT 180 (Kapal Wambon) oleh 

Terdakwa karena kondisi darurat adalah tidak berdasar, karena sesuai 

dengan ketentuan dalam Pasal 81 ayat (2) dan (3) PP No. 58 Tahun 

2005 yang menentukan bahwa : keadaan darurat haruslah terlebih 

dahulu ditetapkan kriterianya dalam Peraturan Daerah tentang APBD 

Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel dengan diterbitkannya / 

dikeluarkannya surat keputusan kondisi dalam keadaan darurat.  

2. Alasan Pemohon tentang kebijakan yang dikeluarkan dapat menyimpangi 

ketentuan yang berlaku disebabkan karena Kabupaten Boven Digoel adalah 

sebagai kabupaten pemekaran sehingga tidak harus mempertimbangkan 

segi kepastian hukum dalam menjalankan sistem pemerintahannya. Hal ini 

tidak dapat dibenarkan karena sesuai dengan fakta bahwa dalam kurun 

waktu Januari 2006 sampai November 2007 Terdakwa secara lisan telah 

beberapa kali memerintahkan saksi Robertus Anggawen selaku Kepala 

Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Boven Digoel maupun 

bendahara pos-pos mata anggaran Pemerintah Kabupaten Boven Digoel 

untuk mengeluarkan uang dari kas daerah dengan menyerahkannya kepada 

Terdakwa secara tunai maupun transfer ke rekening pribadi atas nama 

Terdakwa di Bank BRI Cab. Cut Mutiah Jakarta, dianggap sebagai kebijakan  

Terdakwa, hal itu bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang 

No. 1 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 dimana 

dalam pelaksanaannya Terdakwa sebagai Bupati dapat menunjuk pelaksana 

teknis adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku 

PPKD dan Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Barang 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan 
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Pemerintah dimaksud, sehingga Terdakwa tidak harus bertindak sendiri 

secara langsung selaku pelaksana teknis keuangan daerah in casu. 

- Bahwa dari uraian fakta tersebut, maka pemberian Terdakwa selaku 

Bupati Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel kepada para saksi 

yang seluruhnya berjumlah Rp 64.261.000.000 yang dianggap sebagai 

bantuan sosial adalah merupakan suatu tindakan yang bertentangan 

dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun  2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 

- Bahwa dari dana sosial sebesar Rp. 64.261.000.000,- oleh Terdakwa 

telah dikeluarkan untuk kepentingan bantuan sosial melalui pengeluaran  

para saksi sejumlah Rp. 19.268.876.000,- dari pengeluaran tersebut, 

sehingga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa 

adalah sebesar Rp. 45.772.287.123,-  

- Bahwa dari seluruh rangkaian fakta-fakta yang diketemukan di 

persidangan tersebut di atas, maka terbuktilah secara sah dan 

meyakinkan Terdakwa telah melakukan tindakan korupsi yaitu 

memperkaya diri sendiri sehingga menimbulkan kerugian negara 

sebesar Rp. 64.261.000.000,- sesuai dalam Dakwaan Primair Pasal 2 

ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak 

Pidana Korupsi. 

- Namun mengenai ancaman atau lamanya pidana yang akan di jatuhkan 

kepada Terdakwa Mahkamah Agung/Majelis Hakim Peninjauan Kembali  

akan mempertimbangkan sebagai berikut : 

- Bahwa Kabupaten Boven Digoel termasuk daerah pemekaran yang 

baru terbentuk sehingga kondisinya relatif tidak sama dengan daerah 

yang sudah terbentuk terlebih dahulu khususnya dalam sistem 

administrasi pemerintahannya. 

- Daerahnya masih sangat membutuhkan sistem perekonomian yang 

dapat setara dengan daerah-daerah lain dihubungkan dengan income 

per kapita yang masih rendah. 

- Daerah Boven Digoel masih membutuhkan SDM yang memadai 

sehingga dapat mempercepat sistem pemerintahan yang layak. 

- Kondisi Terdakwa masih dicintai rakyatnya dan diharapkan dapat 

menyatukan NKRI secara utuh juga sebagai Ketua Adat Besar di 

daerahnya. 

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a 

KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dengan perbaikan 
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sekedar mengenai pidana pokok dan pidana tambahan sehingga amarnya 

berbunyi sebagaimana akan diuraikan di bawah ini ;  

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung tersebut 

telah terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari salah satu 

Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu 

Sophian Martabaya, S.H., dengan pertimbangan : 

Bahwa, Terdakwa adalah Bupati Kabupaten Boven Digoel yang pertama, 

setelah adanya pengembangan daerah/wilayah tersebut. Sebagai pejabat 

Bupati periode tahun 2005-2010, Terdakwa telah menjalankan pemerintahan 

yang dimulai dari bawah, dengan segala kekurangan, yakni minimnya supra 

dan infrastruktur di wilayah baru tersebut. 

Bahwa Terdakwa/Terpidana menjalankan kebijakan pemerintah  tidak 

sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak menjalankan 

administrasi pemerintah yang baik, sehingga beberapa kebijakan Terpidana 

melanggar peraturan perundang-undangan, baik undang-undang tentang 

perbendaharaan negara vide Undang-Undang No. 1 Tahun 2004, Undang-

Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah 

No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah , Peraturan 

Pemerintah No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan 

Negara/Daerah. Yaitu : 

1. Dalam pengadaan Kapal LCT 180 bahwa Terdakwa tidak melakukan 

pelelangan umum, karena pengadaan kapal yang seharga Rp. 3,5 milyar 

tersebut seyogyanya adalah melalui pelelangan umum atau tender. Uang 

yang dikeluarkan sebesar Rp 6.000.000.000,- digunakan pembelian kapal 

sebesar Rp 3.500.000.000,- sisanya Rp 2.5 milyar tidak dapat 

dipertanggungjawabkan Terdakwa. Meskipun di persidangan diketahui 

ternyata uang sisa pembelian kapal dipegang oleh Maksrende Kepala 

SKPD oleh saksi John Sumual (hal 242 putusan Judex Facti Pengadilan 

Negeri). 

2. Terdakwa melakukan pengeluaran-pengeluaran dana dari kas daerah tidak 

melalui mekanisme tata usaha yang baik, sehingga melanggar aturan -

aturan tersebut diatas. Terdakwa menggunakan dana stabilitas, bansos 

hanya melalui kebijakan-kebijakan yang tidak tepat tata kelolanya, sehingga 

menurut hitungan Judex Facti kerugian negara akibat kebijakan yang kel iru  

itu mencapai Rp 64.261.000.000,- 

Bahwa dari pengeluaran sejumlah tersebut, sebagian digunakan 

Terdakwa untuk bantuan kepada warganya, untuk bantuan sosial, pengobatan, 

pembangunan gereja, pembangunan perguruan tinggi, perumahan dosen  dan  
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lainnya yang jumlahnya dihitung dari kalkulasi keterangan saksi No. 5 sampai 

dengan 25 pada putusan Judex Facti Pengadilan Negeri, yang memberikan 

kesaksian secara dibawah sumpah, jumlahnya mencapai Rp 28.505.000.000,- 

selebihnya tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa. Sehingga menurut 

Pembaca II kerugian negara adalah Rp 64.261.000.000 – Rp 28.505.000.000 =                      

Rp. 35.756.000.000,-. Bahwa beberapa kebijakan Terdakwa patut di apresiasi. 

Misalnya membangun sarana ibadah, membantu pendirian perguruan tinggi 

dan pembangunan perumahan dosen, serta membantu masyarakat Boven 

Digoel yang masih terbelakang dalam segala bidang kehidupan. Sebagai 

Daerah Otonomi Khusus vide Undang-Undang No. 21 Tahun 2001, memang 

banyak yang menerobos aturan-aturan, namun tetap keluar dari tata tertib tata 

usaha pemerintahan dan hal tersebut tidak dapat dibenarkan. 

Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali merupakan Kepala Adat 

sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan Kabupaten Boven Digoel, yang dikenal 

oleh warganya sebagai orang yang dermawan, suka membantu warga yang 

sedang mengalami kesusahan dan kekekurangan, sehingga setiap hari ada 

atau tidak Terdakwa dirumah, warga datang dan menunggu untuk meminta 

bantuan, sehingga Terdakwa sampai terkena masalah pidana tetap diharapkan  

dan dicintai warganya. 

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting 

Opinion) dalam Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi 

tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan Pasal 182 ayat (6) KUHAP, Majelis 

setelah bermusyawarah diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu 

menolak dengan perbaikan sekedar mengenai pidana pokok dan pidana 

tambahan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan 

Kembali/Terpidana ; 

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali 

ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali 

dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ; 

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 

Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 

65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 

Tahun 1981 dan  Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah  

diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua 

dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-

undangan lain yang bersangkutan ; 
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M E N G A D I L I 

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan 

Kembali/Terpidana : YUSAK YALUWO, SH., M.Si. tersebut ; 

Memperbaiki putusan Mahkamah Agung RI No. 704 K/Pid.Sus/2011 

tanggal 10 Mei 2011 jo putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 

Pengadilan Tinggi Jakarta No.14/PID/TPK/2010/PT.DKI. tanggal 19 Januari 

2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.15/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST. tanggal 

02 November 2010, sekedar mengenai pidana pokok dan pidana tambahan, 

sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut : 

1. Menyatakan Terpidana YUSAK YALUWO, SH., M.Si. terbukti secara sah 

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagai 

perbuatan perbarengan ; 

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terpidana YUSAK YALUWO, SH., M.Si. 

dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dan pidana 

denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan 

apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 

selama 6 (enam) bulan ;  

3. Memidana Terpidana YUSAK YALUWO, SH., M.Si. untuk membayar uang 

pengganti sebesar Rp.45.772.287.123,- (empat puluh lima milyar tujuh ratus 

tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh 

tiga rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang 

pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan Pengadilan 

berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan 

dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana 

tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang 

pengganti, maka Terpidana dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun ; 

4. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan 

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 

5. Menetapkan barang-barang bukti berupa : 

1)  Uang Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ; 

2)  Uang Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta   

rupiah) ; 

Dirampas untuk Negara ; 

3)  Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.81-724 Tahun 2005  

tentang Pemberhentian Pejabat Bupati dan Pengesahan 

Pengangkatan Bupati Boven Digoel Provinsi Papua tanggal 10 

Agustus 2005 (2 lembar Kabag TU Kementerian Dalam Negeri) ; 
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4)  Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten Boven Digoel tanggal 12 September 2005 (1 lembar   

asli) ; 

Dikembalikan Kepada Terdakwa ; 

5)  1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

-  1 (satu) lembar Nota Dinas untuk Koordinasi dengan Pemerintah 

Pusat ; 

-  1 (satu) lembar Kwitansi ;  

6)  1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

-  1 (satu) lembar Nota Dinas untuk pembayaran Koordinasi dengan 

Kabupaten Merauke ; 

-  1 (satu) lembar Kwitansi ; 

7)  1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

-  1 (satu) lembar Nota Dinas untuk pembayaran biaya Koordinasi 

dengan kabupaten Induk ; 

-  1 (satu) lembar Kwitansi ; 

8)  1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

-  1 (satu) lembar Disposisi Bupati ; 

-  1 (satu) lembar Disposisi Plt. Kabag Keuangan ; 

-  2 (dua) lembar Kwitansi tanda terima ; 

-  1 (satu) lembar UM 02 ; 

9)  1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

-  1 (satu) lembar Disposisi Bupati dalam rangka Pemilu ; 

-  1 (satu) lembar Disposisi Plt. Kabag Keuangan ; 

-  2 (dua) lembar Kwitansi tanda terima ; 

10)  1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

-  1 (satu) lembar Nota Dinas untuk biaya dalam rangka audiensi 

Bupati ; 

-  1 (satu) lembar Kwitansi ; 

11)  1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

-  1 (satu) lembar Nota Dinas untuk biaya Koordinasi ; 

-  1 (satu) lembar Kwitansi ; 

12)  1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

-  1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang Nomor SPMU : 

0004/I/OP/2007 beserta 3 (tiga) lembar lampirannya ; 

-  1 (satu) lembar Disposisi Bupati ; 

-  1 (satu) lembar Disposisi Bag. Keuangan ; 
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-  3 (tiga) lembar Kwitansi ; 

-  1 (satu) lembar UM 02 ; 

13)  1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

-  1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk Kunjungan Kasum ABRI ; 

-  1 (satu) lembar Disposisi Bagian Keuangan ; 

-  3 (tiga) lembar Kwitansi ; 

14)  1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

-  1 (satu) lembar Nota Dinas untuk Koordinasi dengan Bappenas 

Jakarta ; 

-  3 (tiga) lembar Kwitansi ; 

15)  1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

-  1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/436 ; 

-  1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/436 ; 

-  1 (satu) lembar Bilyet Giro No.GDV 348193 ; 

-  1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

-  1 (satu) lembar UM 04 ; 

16)  1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

-  1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.900/438/SET/2006 ; 

-  1 (satu) lembar Bilyet Giro No.GDV 348195 ; 

-  1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

-  1 (satu) lembar UM 04 ; 

17) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

-  1 (satu) lembar Nota Dinas untuk Study Mahasiswa Distrik Kouh ; 

-  1 (satu) lembar Kwitansi ; 

18) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

-  1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

-  1 (satu) lembar UM 04 ; 

19)  1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar UM 04 ; 

20)  1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang Nomor SPMU :  

0005/I/OP/2007 berikut 3 (tiga) lembar lampirannya ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bagian Keuangan ; 

- 3 (tiga) lembar Kwitansi ; 

21)  1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar UM 04 ; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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22) 3 (tiga) lembar Kwitansi untuk pembayaran Bantuan Biaya Kepada 

Masyarakat ; 

23) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Nota Dinas untuk Kunjungan Kerja Bupati ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi ; 

24) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Disposisi untuk Koordinasi ; 

- 3 (tiga) lembar Kwitansi ; 

25) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar UM 04 ; 

26) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar UM 04 ; 

27) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.GDV 346318 ; 

28) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.GDV 346320 ; 

29) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran dari Bupati ; 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar UM 04 ; 

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.GDV 346322 ; 

30) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar UM 04 ; 

31) 2 (dua) lembar Kwitansi untuk pembayaran Bantuan untuk Gereja 

dan Masjid ; 

32) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk Koordinasi dengan 

Bappenas Jakarta ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi ; 

33) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk Kegiatan Natal ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi ; 

34) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 157
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- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang Nomor SPMU : 

0002/I/OP/2007 berikut 3 (tiga) lembar lampirannya ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk Safari Natal ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bagian Keuangan ; 

- 3 (tiga) lembar Kwitansi ; 

35) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk Biaya Natal dan Tahun 

Baru ; 

- 3 (tiga) lembar Kwitansi ; 

36) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang Nomor SPMU : 

0003/I/OP/2007 berikut 3 (tiga) lembar lampirannya ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk Safari Natal ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bagian Keuangan ; 

- 3 (tiga) lembar Kwitansi ; 

37) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang Nomor SPMU : 

0006/I/OP/2007 berikut 3 (tiga) lembar lampirannya ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk Pembangunan Gereja ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bagian Keuangan ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi ; 

38) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang Nomor SPMU : 

0007/I/OP/2007 berikut 1 (satu) bendel lampirannya ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk kunjungan ke Distrik 

Arimob ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bagian Keuangan ; 

- 4 (empat) lembar Kwitansi ; 

39) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang Nomor SPMU : 

0009/I/OP/2007 berikut 1 (satu) bendel lampirannya ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk peresmian kawasan   

wisata ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bagian Keuangan ; 

- 3 (tiga) lembar Kwitansi ; 

40) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang Nomor SPMU : 

0008/I/OP/2007 berikut 1 (satu) bendel lampirannya ; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk kegiatan pemerintahan ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bagian Keuangan ; 

- 3 (tiga) lembar Kwitansi ; 

41) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk disposisi bantuan ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi ; 

42) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk bantuan masyarakat ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi ; 

43) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk bantuan masyarakat ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi ; 

44) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati untuk bantuan masyarakat ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi ; 

45) 1 (satu) lembar Voucher TR 01 Pengiriman Uang BRI tanggal 25 

Juni 2007 senilai Rp.3.210.000.000,00 ; 

46) 1 (satu) lembar Voucher TR 01 Pengiriman Uang BRI tanggal 26 

Juni 2007 senilai Rp.1.000.000.000,00 ; 

47) 1 (satu) lembar Cek No. CEH 288433 ; 

48) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D:0902/UP/IV/2007 ; 

- 2 (dua) lembar SPM No.SPM/900/57/SETDA/2007 ; 

- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran No.900/57/SPP-

UP/2007 ; 

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP ; 

- 1 (satu) lembar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran 

No.900/57/SPP-UP/2007 ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Boven Digoel ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar 

Rp.200.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar 

Rp.100.000.000,- ; 

49) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D:0903/UP/IV/2007 ; 

- 1 (satu) lembar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran 

No.900/58/SPP-UP/2007 ; 

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran No.900/58/SPP-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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UP/2007 ; 

- 1 (satu) lembar Rincian Pengeluaran Berdasarkan kegiatan ; 

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP ; 

- 2 (dua) lembar SPM No.SPM/900/58/SETDA/2007 ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Boven Digoel ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar 

Rp.1.000.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar 

Rp.670.000.000,- ; 

50) 1 (satu) lembar Cek No. CEH 288434 ; 

51) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D:0905/UP/IV/2007 ; 

- 1 (satu) lembar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran 

No.900/60/SPP-UP/2007 ; 

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran No.900/60/SPP-

UP/2007 ; 

- 1 (satu) lembar Rincian Pengeluaran Berdasarkan kegiatan ; 

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP ; 

- 3 (tiga) lembar SPM No.SPM/900/61/SETDA/2007 ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Boven Digoel ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar 

Rp.2.000.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar 

Rp.1.142.000.000,- ; 

52) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D:0904/UP/IV/2007 ; 

- 3 (tiga) lembar SPM No.SPM/900/59/SETDA/2007 ; 

- 1 (satu) lembar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran 

No.900/59/SPP-UP/2007 ; 

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran No.900/59/SPP-

UP/2007 ; 

- 1 (satu) lembar Rincian Pengeluaran Berdasarkan kegiatan ; 

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP ; 

- 2 (dua) lembar Disposisi Bupati Boven Digoel ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar  

- Rp.2.000.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Rp.1.000.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar 

Rp.1.900.000.000,- ; 

53) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- senilai 

Rp.3.000.000.000,- dari Bupati Boven Digoel untuk pembayaran 

biaya operasional dan persiapan kegiatan kunjungan Bupati 

dalam rangka peresmian gereja Reformasi dan kunjungan kerja di 

Distrik Bomakia ; 

- 1 (satu) bendel rincian pengeluaran di Distrik Bomakia ; 

- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- senilai 

Rp.3.000.000.000,- dari Bendahara Sekretariat Daerah kepada  

YUSAK YALUWO untuk Pembayaran Operasional Pemerintah 

terkait dengan kunjungan ke Distrik Bomakia tanggal 14 

November 2007 ; 

54) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D:0901/UP/IV/2007 ; 

- 2 (dua) lembar SPM No.SPM/900/56/SETDA/2007 ; 

- 2 (dua) lembar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran 

No.900/56/SPP-UP/2007 ; 

- 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran No.900/56/SPP-

UP/2007 ; 

- 2 (dua) lembar Rincian Pengeluaran Berdasarkan kegiatan ; 

- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP ; 

- 2 (dua) lembar Disposisi Bupati Boven Digoel ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar 

Rp.1.000.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar 

Rp.600.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar 

Rp.1.000.000.000,- ; 

55) 1 (satu) lembar Cek No. CEH 288445 ; 

- 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D:0900/UP/IV/2007 ; 

- 2 (dua) lembar SPM No.SPM/900/55/SETDA/2007 ; 

- 1 (satu) lembar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran 

No.900/55/SPP-UP/2007 ; 

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran No.900/55/SPP-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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UP/2007 ; 

- 1 (satu) lembar Rincian Pengeluaran Berdasarkan kegiatan ; 

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Boven Digoel ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar 

Rp.4.000.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar 

Rp.1.000.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Cek No. CEH 288448 ; 

56) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Boven Digoel kepada Kabag 

Keuangan untuk perjalanan luar daerah tanggal 27 November   

2007 ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- senilai 

Rp.2.000.000.000,- dari Bupati Boven Digoel untuk bantuan Dana 

Pembangunan Infrastruktur tanggal 27 November 2007 ; 

- 1 (satu) lembar permohonan Distrik Firiwage No.900/12/DIS 

FR/XI/2007 kepada Bupati Kabupaten Boven Digoel perihal 

Bantuan Biaya Angkut 150 unit solarcell ke Firiwage tanggal 26 

November 2007 ; 

- 1 (satu) lembar permohonan Distrik Firiwage No.900/13/DIS  

FR/XI/2007 kepada Bupati Kabupaten Boven Digoel perihal 

Bantuan Dana Pembangunan Infrastruktur Ibukota Distrik Baru 

tanggal 26 November 2007 ; 

- 1 (satu) lembar permohonan Distrik Firiwage No.900/14/DIS 

FR/XI/2007 kepada Bupati Kabupaten Boven Digoel perihal 

Bantuan Pembersihan Kampung dan Operasional Kampung-

kampung tanggal 27 November 2007 ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- senilai 

Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari Bendahara Sekretariat 

Daerah kepada YUSAK YALUWO, SH., M.Si untuk pembayaran 

Operasional Penunjang dalam rangka Koordinasi Kepala Daerah 

dengan Pemerintah Pusat tanggal 27 November 2007 ; 

- 2 (dua) lembar Kwitansi senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar 

rupiah) dari Bendahara Sekretariat Daerah kepada YUSAK 

YALUWO, SH., M.Si untuk Pembayaran Operasional Penunjang 

dalam rangka Koordinasi Kepala Daerah dengan Pemerintah 

Pusat tanggal 27 November 2007 ; 
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57) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Boven Digoel kepada Kabag 

Keuangan perihal keluarkan dana Rp.1.000.000.000,- untuk 

perjalanan luar daerah tanggal 29 November 2007 ; 

- 28 (dua puluh delapan) lembar Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- 

tanggal 29 November 2007 dengan jumlah Rp.498.000.000,- 

(empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) ; 

- 37 (tiga puluh tujuh) lembar Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- bulan 

Desember 2007 dengan jumlah Rp.502.000.000,- (lima ratus dua 

juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- senilai 

Rp.1.000.000.000,- dari Bendahara Sekretariat Daerah kepada 

YUSAK YALUWO untuk Operasional Penunjang dalam rangka 

Koordinasi Kepala Daerah dengan Pemerintah Pusat tanggal 29 

November 2007 ; 

58) 1 (satu) lembar Voucher TR 01 Bank Rakyat Indonesia ; 

59) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. GDT 849252 ; 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar Surat No.640/26/Z/2006 perihal Pemindah- 

bukuan ; 

- 1 (satu) berkas Turunan Akta Jual Beli Kapal pada Notaris Nancy 

Nirwana Somalinggi, SH tanggal 16 Oktober 2006 ; 

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Uang Rp.2.450.000.000,- 

tanggal 27 Oktober 2005 ; 

60) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk biaya penerimaan kunjungan kerja 

Pejabat Negara/Departemen/Departemen Lembaga Pemerintah 

Non Departemen - Luar Negeri sebesar Rp.600.000.000,- tanggal 

30 Oktober 2007 ; 

- 1 (satu) bendel Cek Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor Cek 

CEH. 288426 sampai dengan CEH. 288450 ; 

- 1 (satu) bendel Dokumen pengeluaran dana untuk dialog/audiensi 

dengan tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial 

dan masyarakat sebesar Rp.5.000.000.000,- Tahun Anggaran 

2007, dengan 1 (satu) lembar Disposisi dari Wakil Bupati Boven 

Digoel ; 

- 1 (satu) bendel Dokumen pengeluaran dana untuk Kunjungan 

Disclaimer
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Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten 

Boven Digoel sebesar Rp.5.800.000.000,- Tahun Anggaran 2007 

dengan 1 (satu) lembar asli Disposisi dari Wakil Bupati Boven 

Digoel ; 

- 1 (satu) bendel Dokumen pengeluaran dana untuk Kegiatan 

Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  

lainnya sebesar Rp.3.366.000.000,- Tahun Anggaran 2007, 

dengan 1 (satu) lembar asli Disposisi dari Wakil Bupati Boven 

Digoel ; 

- 1 (satu) bendel Dokumen pengeluaran dana untuk belanja 

operasional penunjang kegiatan penerimaan kunjungan kerja 

Pejabat Negara/Departemen Lembaga Pemerintah Non 

Departemen/Luar Negeri sebesar Rp.3.000.000.000,- Tahun 

Anggaran 2007 dengan 1 (satu) lembar asli Disposisi dari Wakil 

Bupati Boven Digoel ; 

- 1 (satu) bendel Dokumen pengeluaran dana untuk Kegiatan Rapat 

Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah sebesar  

Rp.2.000.000.000,- Tahun Anggaran 2007 dengan 1 (satu) lembar 

asli Disposisi dari Wakil Bupati Boven Digoel ; 

- 1 (satu) bendel Dokumen Pengeluaran Dana untuk Belanja 

Operasional Penunjang Kegiatan Rapat Koordinasi Unsur 

Muspida sebesar Rp.300.000.000,- Tahun Anggaran 2007 dengan 

1 (satu) lembar asli Disposisi dari Wakil Bupati Boven Digoel ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Kabupaten Boven Digoel kepada 

Kabag Keuangan (Pampilia Montayop) untuk pengeluaran 

sebesar Rp.2.000.000.000,- tanggal 4 September 2007 ; 

- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/149/SET/2007 sebesar 

Rp.2.000.000.000,- tanggal 4 September 2007 ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Kabupaten Boven Digoel kepada 

Kabag Keuangan (Pampilia Montayop) untuk pengeluaran 

sebesar Rp.2.000.000.000,- tanggal 4 Mei 2007 ; 

- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/152/SET/2007 sebesar 

Rp.2.000.000.000,- tanggal 4 September 2007 ; 

- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Kabupaten Boven Digoel kepada 

Kabag Keuangan (Pampilia Montayop) untuk pengeluaran 

sebesar Rp.1.000.000.000,- tanggal 4 September 2007 ; 

- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/153/SET/2007 sebesar 

Rp.1.000.000.000,- tanggal 4 September 2007 ; 

Disclaimer
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- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Kabupaten Boven Digoel kepada 

Kabag Keuangan (Pampilia Montayop) untuk pengeluaran 

sebesar Rp.500.000.000,- tanggal 4 September 2007 ; 

- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/150/SET/2007 sebesar  

Rp.500.000.000,- tanggal 4 September 2007 ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Kabupaten Boven Digoel kepada 

Kabag Keuangan (Pampilia Montayop) untuk pengeluaran dana 

sebesar Rp.1.000.000.000,- tanggal 4 September 2007 ; 

- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/153/SET/2007 sebesar 

Rp.1.000.000.000,- tanggal 4 September 2007 ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Kabupaten Boven Digoel kepada 

Kabag Keuangan untuk mengeluarkan dana sebesar 

Rp.600.000.000,- dalam rangka kunjungan kerja dalam daerah di 

Wilayah Distrik Jair dan Sekitarnya tanggal 30 Oktober 2007 ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bagian Keuangan (Sekda Boven Digoel)  

kepada Bendahara Sekda tanggal 30 Oktober 2007 ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk biaya penerimaan kunjungan kerja 

Pejabat Negara/Departemen/Departemen/Lembaga Pemerintah 

Non Departemen - Luar Negeri sebesar Rp.600.000.000,- tanggal 

30 Oktober 2007 ; 

61) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank BRI No.035203520541101240 

tanggal 25 Januari 2010, Rp.700.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank BRI No.03520352053110162 

tanggal 18 Februari 2010 Rp.1.000.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank BRI No.035203520541101241 

tanggal 25 Januari 2010 Rp.475.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Tanda Terima No.912/047-TT/VII/2007 tanggal 6 

Agustus 2007 mengenai Pembayaran Panjar Pengadaan Kapal 

Tugboat, Tongkang, Dragline ; 

62) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia Unit 

Tanah Merah tanggal 06 Agustus 2007 sebesar 

Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi dari Kepala Dinas Pertambangan dan 

Energi kepada Bendahara Dinas Pertambangan dan Energi 

tanggal 06 Agustus 2007 ; 

- 1 (satu) lembar Tanda Terima No.912/047-TT/VIII/2007 uang 
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sejumlah Rp.3.000.000.000,- untuk Pengadaan Kapal Tugboat, 

Tongkang/Drag Line tanggal 06 Agustus 2007 ; 

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan No.912/087/VIII/2007 tanggal 27 

Juli 2007 yang ditandatangani JOHANIS TANETI ; 

- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/109/SET/07 tertanggal 

27 Juli 2007 ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi kepada Kabag Keuangan tanggal 26 

Juni 2007 ; 

- 1 (satu) lembar Surat No.912/068/VII/2007 perihal Permohonan 

Pinjaman/Panjar tanggal 25 Juli 2007 yang ditandatangani oleh 

JOHANIS TANETI ; 

- 1 (satu) lembar Surat No.26/PT/V/MRK-2009 perihal Surat 

Pernyataan Pembatalan Kontrak tanggal 3 Januari 2009 ; 

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan No.01/PT/III/MRK-2009 yang 

ditandatangani oleh Direktur PT. PERLITA (SULYADI) ; 

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesediaan untuk Menyetorkan 

Dana Kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tanggal 

13 Juli 2009 ; 

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesediaan untuk Menyetorkan 

Dana Kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tanggal 

13 Juli 2009 ; 

- 1 (satu) lembar SP2D BRI Unit Tanah Merah ; 

- 1 (satu) lembar SPM tanggal 12 November 2007 ; 

- 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri pengembalian cicilan 

dana Tongkang ; 

63) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar SPMU No.1980/IV/OP/2006 ; 

- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran No.900/039/SPP-

BT/XII/2006 ; 

- 1 (satu) lembar Faktur Tagihan No.04/BKN/BD/XI/2006 ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi Rp.4.840.550.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 15 November 

2006 ; 

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.552.2/ 

639/set/2006 tanggal 30 Agustus 2006 ; 

- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No.552.4/ 

639/ Set/2006 tanggal 30 Agustus 2006 ; 

- 1(satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.552.3/  
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639/Set/2006 tanggal 30 Agustus 2006 ; 

- 1 (satu) lembar Surat No.027/624/BUP/2006 ; 

- 1 (satu) lembar Surat No.027/623/SET/2006 ; 

64) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI Kantor Cabang 

Merauke tanggal 11 Oktober 2006 senilai Rp.500.000.000,- (lima 

ratus juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI Kantor Cabang 

Merauke tanggal 28 September 2006 senilai Rp.400.000.000,- 

(empat ratus juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI Kantor Cabang  

Merauke tanggal 15 September 2006 senilai Rp.600.000.000,- 

(enam ratus juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI Kantor Cabang 

Merauke tanggal 26 September 2006 senilai Rp.500.000.000,- 

(lima ratus juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI Kantor Cabang 

Merauke tanggal 29 September 2006 senilai Rp.200.000.000,- 

(dua ratus juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI Kantor Cabang 

Merauke tanggal 06 Oktober 2006 senilai Rp.500.000.000,- (lima 

ratus juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI Kantor Cabang 

Merauke tanggal 06 Oktober 2006 senilai Rp.600.000.000,- (enam 

ratus juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI Kantor Cabang 

Merauke tanggal 06 Oktober 2006 senilai Rp.500.000.000,- (lima 

ratus juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI Kantor Cabang 

Merauke tanggal 06 Oktober 2006 senilai Rp.200.000.000,- (dua 

ratus juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar asli Surat Bupati Kabupaten Boven Digoel 

No.900/138/SET/06 kepada Kepala BRI Cabang Merauke tanggal 

30 Desember 2005 perihal Pemindahbukuan ; 

- 1 (satu) bendel yang terdiri dari 15 lembar Buku Kas Umum 

Pemegang Kas Bupati Boven Digoel tahun 2006 yang  

ditandatangani Pembantu Bendahara Stabilitas Daerah 

(FRANSISCA YULIANA) ; 
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- 3 (tiga) lembar Disposisi berikut 45 (empat puluh lima) lembar 

Kwitansi untuk pembayaran biaya Koordinasi ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi berikut 21 (dua puluh satu) lembar 

Kwitansi untuk pembayaran biaya pembersihan Kota Tanah 

Merah Kawasan Bandara ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi untuk Kegiatan Pelantikan, Peresmian 

dan Peletakan Batu Pertama berikut 10 (sepuluh) lembar 

Kwitansinya ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi untuk Bantuan Sosial Masyarakat berikut  

18 (delapan belas) lembar Kwitansinya ; 

- 2 (dua) lembar Disposisi berikut 4 (empat) lembar Kwitansi untuk 

Pembayaran Bantuan Beras ; 

- 2 (dua) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Biaya Operasional 

dalam rangka 17 Agustus 2006 ; 

- 3 (tiga) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Koordinasi Bupati ; 

- 2 (dua) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Tiket TMH-

Merauke ; 

- 3 (tiga) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Tunggu 

selama 2 jam di Bomakia ; 

- 2 (dua) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Biaya Tiket ; 

- 2 (dua) lembar Kwitansi untuk pembayaran biaya koordinasi ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Modal 

Usaha Ternak Ayam ; 

- 2 (dua) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan kepada 

Kapolsek Tanah Merah ; 

65) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Kabupaten Boven Didoel tanggal 

22 Desember 2006 kepada Kabag Keuangan untuk mengeluarkan 

dana Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk bantuan 

masyarakat ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan 

kepada WILIBRODUS ASAGI tanggal 28 Desember 2006 sebesar 

Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;  

- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan  

kepada THOBIAS KAMBANGGO tanggal 22 Desember 2006 

sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan 

kepada JULIUS KATOP tanggal 28 Desember 2006 sebesar 

Disclaimer
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Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan 

kepada ELIAS TOYAP tanggal 28 Desember 2006 sebesar 

Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan 

kepada ALFONSIUS BEAP tanggal 28 Desember 2006 sebesar 

Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan 

kepada YUNUS BIRAK tanggal 22 Desember 2006 sebesar 

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan 

kepada BENEDIKTA WAUK tanggal 28 Desember 2006 sebesar 

Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan 

kepada THEODORUS SAGI tanggal 22 Desember 2006 sebesar 

Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan 

kepada CHAMELAS UWAK tanggal 22 Desember 2006 sebesar 

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan 

kepada PAULUS KENONGJOM tanggal 22 Desember 2006 

sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan 

kepada SIMSON WAREMBA tanggal 22 Desember 2006 sebesar 

Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan 

kepada XAVERIUS KATINUN tanggal 22 Desember 2006 sebesar 

Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan 

kepada XAVERIUS KATINUN tanggal 22 Desember 2006 sebesar 

Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Stabilitas Keuangan  

kepada MARIA BAYUP tanggal 27 Desember 2006 sebesar 

Rp.2.002.490,- (dua juta dua ribu empat ratus sembilan puluh  

rupiah) ;  

66) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 3 (tiga) lembar Daftar Penyetoran Kas dari Hasil Realisasi 

Temuan TL BPK-RI Perwakilan Papua Tahun Anggaran 2009 ; 
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- 2 (dua) ) lembar Daftar Penyetoran Kas dari Hasil Realisasi 

Temuan TL Inspektorat Tahun Anggaran 2009 ; 

- 1 (satu) bendel foto copy Laporan Pelaksanaan Tindak Lanjut 

Hasil Pemeriksaan BPK-RI Tahun Anggaran 2006 ; 

- 8 (delapan) lembar foto copy Pemantauan Tindak Lanjut Hasil  

Pemeriksaan Atas Belanja Daerah Kabupaten Boven Digoel 

Tahun Anggaran 2006 ; 

- 5 (lima) lembar foto copy Pemantauan Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan Atas Belanja Daerah Kabupaten Boven Digoel 

Tahun Anggaran 2007 ; 

- 4 (empat) lembar foto copy Daftar Rekapitulasi Tindak Lan jut Hasil 

Pemeriksaan BPK RI Provinsi Papua-Kabupaten Boven Digoel 

Tahun Pemeriksaan 2006 ; 

- 4 (empat) lembar foto copy daftar Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan BPK RI Provinsi Papua-Kabupaten Boven Digoel 

Tahun Pemeriksaan 2007 ; 

67) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar SPMU No.0053/I/OP/2007, 3 (tiga) lembar asli 

SPP-BT No.900/04/SPP-BT/II/2007, 1 (satu) lembar asli Kwitansi 

untuk pembayaran biaya operasional kapal LCT, 1 (satu) lembar 

asli rincian biaya pengeluaran operasional kapal LCT ; 

- 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Pemegang Kas bulan Desember 

2006 tanggal 31 Desember 2006 ; 

- 4 (empat) lembar Perjanjian Kerjasama antara Pemda Boven 

Digoel dengan PT. Bangun Karya Nusantara tentang 

Pengoperasian Kapal LCT (KM Wambon Boven Digoel) No.550/ 

477/BUP/2007 dan 010/BKN-6/07n tanggal 13 Juni 2007 ; 

- 2 (dua) lembar Kesepakatan Bersama (MoU) antara Pemda 

Boven Digoel dengan PT. Bangun Karya Nusantara tentang 

Pengoperasian Kapal LCT (KM Wambon Boven Digoel) No.550/  

476/BUP/2007 dan 09/BKN-6/07n tanggal 11 Juni 2007 ; 

68) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Daftar Verifikasi SPJ pada Sekretariat Daerah 

Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2007 tanggal 14 

Agustus 2009 sebesar Rp.8.000.000.000,- yang ditandatangani 

oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Drs. 

SEPNATH WATTIMENA, M.Si dan Kasubag Verifikasi PAMFILIA 

F MONTAYOP, SE ; 
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- 4 (empat) lembar Register Pengesahan Laporan Pertanggung-

jawaban Pengeluaran (SPJ) tanggal 14 Agustus 2009 yang 

ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Drs. ASAF TANDI dan  

Bendahara PATRISIA MOGAN, Amd ; 

- 1 (satu) bendel Kwitansi terdiri dari 6 (enam) lembar asli Kwitansi 

bermeterai Rp.6.000,- dengan total sejumlah Rp.1.000.000.000,- 

(satu milyar rupiah) ; 

- 1 (satu) Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- senilai Rp.825.000.000, 1 

(satu) lembar asli Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- senilai 

Rp.550.000.000, 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermeterai 

Rp.6.000,- senilai Rp.561.625.000, 5 (lima) lembar Daftar Bantuan 

Untuk Masyarakat Distrik Kouh, 20 (dua puluh) lembar asli 

Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- dengan total sejumlah 

Rp.2.052.000.000,- ; 

- 29 (dua puluh sembilan) lembar Kwitansi bermeterai Rp.6.000,- 

dengan total sejumlah Rp.498.000.000,- (empat ratus sembilan 

puluh delapan juta rupiah) ;  

69) 4 (empat) lembar Rekening Koran Keuangan Setda Boven Digoel 

No. Rek. 31-39-0041 bulan Januari 2006 ; 

70) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar CEK Bank BRI No. CEI. 288426 telah dicairkan 

tanggal 27 Desember 2006 ; 

- 1 (satu) lembar CEK Bank BRI No. CEI. 288427 telah dicairkan 

tanggal 3 Januari 2007 ; 

- 1 (satu) lembar CEK Bank BRI No. CEI. 288430 telah dicairkan 

tanggal 9 Oktober 2007 ; 

- 1 (satu) lembar CEK Bank BRI No. CEI. 288431 telah dicairkan 

tanggal 11 Oktober 2007 ; 

- 1 (satu) lembar CEK Bank BRI No. CEI. 288444 telah dicairkan 

tanggal 12 November 2007 ; 

- 1 (satu) lembar CEK Bank BRI No. CEI. 288449 telah dicairkan 

tanggal 14 November 2007 ; 

- 1 (satu) lembar CEK Bank BRI No. CEI. 288450 telah dicairkan 

tanggal 15 November 2007 ; 

- 1 (satu) lembar CEK Bank BRI No. CEI. 493702 telah dicairkan 

tanggal 15 November 2007 ; 

- 1 (satu) lembar CEK Bank BRI No. CEI. 493703 telah dicairkan 

tanggal 29 November 2007 ; 
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- 1 (satu) lembar CEK Bank BRI No. CEI. 493704 telah dicairkan  

tanggal 29 November 2007 ; 

71) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar bukti Setoran Tunai tanggal 27 Oktober 2005 atas 

nama John Ramli Sumual 1 (satu) lembar Rekening Koran 

Pinjaman No. Rek. 0352-01-002654-10-9 atas nama John Ramli 

Sumual ; 

- 1 (satu) lembar Kwitansi realisasi pinjaman ; 

- 1 (satu) lembar bukti Setoran Tunai tanggal 27 Oktober 2005 atas 

nama John Ramli Sumual ; 

72) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Perjalanan Dinas Luar Daerah 

Bupati Tahun 2007 ; 

- 1 (satu) lembar Disposisi Sekretaris Kabupaten Boven Digoel 

tanggal 27 November 2007 ; 

- 1 (satu) lembar SPPD Bupati No.094/2135/SPPD/2007 tanggal 27 

November 2007 ; 

- 1 (satu) lembar Surat Penugasan Bupati No.094/2135/Tahun 2007 

tanggal 27 November 2007 ; 

73) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Dokumen Pengiriman Uang (TR 01) BRI No.Remit 

380901001848652 tanggal 25-06-2007 kepada HENGKI KAYOI 

atas permintaan FAMFILIA sejumlah Rp.3.210.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Dokumen Pengiriman Uang (TR 02) BRI 

035203520544646 259 tanggal 25-06-2007 atas nama HENGKI 

KAYOI sejumlah Rp.3.210.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Dokumen Pengiriman Uang (TR 01) BRI No.Remit 

380901001964658 tanggal 26-06-2007 kepada HENGKI KAYOI 

atas permintaan FAMFILIA sejumlah Rp.1.000.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Dokumen Pengiriman Uang (TR 02) BRI 

035203520544646 175 tanggal 26-06-2007 atas nama HENGKI 

KAYOI sejumlah Rp.1.000.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Dokumen Pengiriman Uang (TR 01) BRI No.Remit 

380901003562650 tanggal 20-11-2007 kepada HENGKI          

KAYOI atas permintaan MARCELINA TUKON sejumlah 

Rp.4.000.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Dokumen Pengiriman Uang (TR 02) BRI  

035203520544646 216 tanggal 20-11-2007 atas nama HENGKI 

Disclaimer
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KAYOI sejumlah Rp.4.000.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Dokumen Pengiriman Uang (TR 01) BRI No.Remit 

380901002929655 tanggal 27-09-2007 kepada HENGKI KAYOI 

atas permintaan MARCELINA TUKON sejumlah 

Rp.10.500.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Dokumen Pengiriman Uang (TR 02) BRI 

035203520544646 338 tanggal 04-10-2007 atas nama HENGKI 

KAYOI sejumlah Rp.10.500.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Dokumen Pengiriman Uang (TR 01) BRI No.Remit 

38093809051470194 tanggal 03-09-2007 kepada HENGKI KAYOI 

atas permintaan YULITA IMAP sejumlah Rp.15.000.000.000,- ; 

- 1 (satu) lembar Dokumen Pengiriman Uang (TR 02) BRI 

035203520534646 15 tanggal 11-09-2007 atas nama HENGKI 

KAYOI sejumlah Rp.15.000.000.000,- ; 

74) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Surat No.01/IP/DPRD/BD/2005 perihal 

Persetujuan Ijin Prinsip tanggal 8 Desember 2005 ; 

- 1 (satu) bendel Keputusan Gubernur Provinsi Papua No.65 Tahun 

2006 tentang Petunjuk Pengelolaan Dana Penerimaan Khusus 

Dalam Rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun Anggaran 

2006 ; 

- 1 (satu) bendel Keputusan Gubernur Provinsi Papua No.82 Tahun 

2007 tentang Petunjuk Pengelolaan Dana Penerimaan Khusus 

Dalam Rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun Anggaran  

2007 ; 

- 1 (satu) bendel Keputusan Gubernur Provinsi Papua No.198 

Tahun 2009 tentang Petunjuk Pengelolaan Dana Penerimaan 

Khusus Dalam Rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun 

Anggaran 2010 ; 

75) 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari : 

- 1 (satu) lembar Voucher BRI UM 02 tanggal 17 Januari 2007, 1 

(lembar) SPMU No.1980/IV/OP/2006 ; 

- 1 (satu) lembar SPMU No.0053/I/OP/2007 ; 

- 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D/915/SET/K/074/2007, 1 (lembar) 

SPMU No.SP2D/915/SET/K/074/2007, 3 (tiga) lembar SPP ; 

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Nota Pembayaran No.915/453/ 

SET/2006, 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro No. GDV 348197 ; 

- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/738/SET/2006 ; 
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- 1 (satu) lembar BG No. GDV 345552, 1 (satu) lembar Print Out 

tanggal 13 Agustus 2007, 1 (satu) lembar foto copy cap basah 

Surat Bupati Boven Digoel No.900/652/SET/07 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 345553, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar asli Surat Bupati Boven Digoel No.900/853/ 

BUP/07 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 345556, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Boven Digoel No.900/ 

890/SET/07 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343376, 1 (satu) lembar Slip Setoran 

BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343377, 1 (satu) lembar Slip Setoran 

BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343378, 1 (satu) lembar Slip Setoran 

BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343129, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar Surat Bupati Boven Digoel No.915/141/ 

SET/07 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343118, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar Surat Bupati Boven Digoel No.915/129/ 

SET/07 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343135, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/147/SET/07 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343124, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/134/SET/07 ; 

- 1 (satu) lembar Slip BRI, 1 (satu) lembar asli UM 04 ; 

- 1 (satu) lembar Slip BRI, 1 (satu) lembar asli UM 04 ; 

- 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343104, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D/915/SET/K/070/2007, 1 (satu) 

lembar SPM No.SPM/915/SET/K/070/2007, 3 (tiga) lembar SPP 

No.SPP/915/SET/K/070/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343115, 1 (satu) lembar Voucher UM  

06, 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D/915/SET/K/073/2007, 1 (satu) 

lembar SPM No.SPM/915/SET/K/073/2007, 3 (tiga) lembar SPP 

No.SPP/915/SET/K/073/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 342944, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar SP2D No.SP2D/915/SET/K/063/2007, 1 (satu) 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 174
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lembar SPM No.SPM/915/SET/K/063/2007, 3 (tiga) lembar SPP 

No.SPP/915/SET/K/063/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343119, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/130/SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343127, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/139/SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343121, 1 (satu) lembar Voucher 

BRI UM 04 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343136, 1 (satu) lembar Voucher 

BRI UM 06 ; 

- 1 (satu) lembar SPMU No.0769/III/OP/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343117, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar Surat Bupati Boven Digoel No.915/128/SET/ 

2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343116, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/122/SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343120, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.916/131/SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343133, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar Surat Bupati Boven Digoel No.915/146/SET/ 

2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343138, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/153/SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343141, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/150/SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343139, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/149/SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343142, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/152/SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar SP2D No.0905/IV/UP/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 346991, 1 (satu) lembar Voucher UM  

04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/002/Keu/2007, 1 

(satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 346993, 1 (satu) lembar Voucher UM 

04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/248/SET/2007, 1 

(satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 346994, 1 (satu) lembar Voucher UM 

04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/012/SET/2007, 1 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 175
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(satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 346995, 1 (satu) lembar Voucher UM 

04, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Nota Pembayaran No.915/ 

013/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 346999, 1 (satu) lembar Voucher UM 

04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/018/SET/2007, 1 

(satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 347278, 1 (satu) lembar Voucher UM 

04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/020/SET/2007, 1 

(satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 347280, 1 (satu) lembar Voucher UM 

04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/022/SET/2007, 1 

(satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 347281, 1 (satu) lembar Voucher UM  

- 04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/023/SET/2007, 1 

(satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 347288, 1 (satu) lembar Voucher UM 

04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/029/SET/2007, 1  

(satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 347289, 1 (satu) lembar Voucher UM 

04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/031/SET/2007, 1 

(satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 347293, 1 (satu) lembar Voucher UM 

04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/032/SET/2007, 1 

(satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 347298, 1 (satu) lembar Voucher UM 

04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/037/SET/2007, 1 

(satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 347441, 1 (satu) lembar Voucher UM  

04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/058/SET/2007, 1 

(satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 347446, 1 (satu) lembar Voucher UM 

04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/062/SET/2007, 1 

(satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI, 1 (satu) lembar BG No. 

GDV 347445, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 (satu) lembar 

Nota Pembayaran No.915/062/SET/2007, 1 (satu) lembar Slip 

Pengiriman Uang BRI, 1 (satu) lembar foto copy Disposisi Bupati 

Boven Digoel kepada Kabag Keuangan ; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 176
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- 1 (satu) lembar Voucher TR 02 BRI, 1 (satu) lembar Voucher UM 

04, 1  (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 347450, 1 (satu) lembar Voucher UM 

04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/066/SET/2007, 1 

(satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 347802, 1 (satu) lembar Voucher UM 

04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/068/SET/2007, 1 

(satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 342803, 1 (satu) lembar Voucher UM 

04, 1 (satu) lembar foto copy Nota Pembayaran No.915/069/SET/ 

2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI, 1 (satu) lembar 

SP2D No.SP2D/915/SET/K/041/2007, 1 (satu) lembar SPM 

No.SPM/915/SET/K/041/2007, 3 (tiga) lembar SPP No.SPP/915/ 

SET/K/041/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 342812, 1 (satu) lembar Voucher UM 

04, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/076/SET/2007, 1  

(satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 342818, 1 (satu) lembar Voucher UM 

04, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/084/ 

SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 342815, 1 (satu) lembar Voucher UM 

04, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/079/ 

SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 342825, 1 (satu) lembar Voucher UM 

04, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/089/ 

SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No.GDV 342931, 1 (satu) lembar  Voucher UM  

04, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/095/ 

SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 342934, 1 (satu) lembar Voucher UM 

04, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/098/ 

SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 342937, 1 (satu) lembar Voucher UM 

04, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/101/ 

SET/ 2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 342942, 1 (satu) lembar Voucher UM 

04, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/100/ 

SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI ; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 177



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

 
Hal. 178 dari 182 hal. Put. No.127 PK/Pid.Sus/2012 

 

 
 
 

 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 342938, 1 (satu) lembar Voucher UM 

04, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/105/ 

SET/2007, 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI, 1 (satu) 

lembar BG No. GDV 342935, 1 (satu) lembar Voucher UM 04, 1 

(satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/099/ 

SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 342950, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/113/SET/2007, 1 

(satu) lembar Surat No.B-058/KC-XIII/08/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343103, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran No.915/116/SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343106, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/117/ 

SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343105, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/118/ 

SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343113, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/123/ 

SET/2007, 1 (satu) lembar Surat No.B-077/KC-XIII/08/2007, 1 

(satu) lembar Rekening Koran Pemerintah Kabupaten Boven 

Digoel ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343112, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/126/ 

SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343122, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/136/ 

SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343130, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/142/ 

SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343131, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/143/ 

SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343148, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/157/ 

SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343392, 1 (satu) lembar Voucher UM 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 178
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06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/172/ 

SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343386, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/166/ 

SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343388, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/165/ 

SET/2007 ; 

- 1 (satu) lembar BG No. GDV 343396, 1 (satu) lembar Voucher UM 

06, 1 (satu) lembar cap basah Nota Pembayaran No.915/180/ 

SET/2007 ; 

- 3 (tiga) lembar Voucher UM 06, 2 (dua) lembar foto copy Surat  

Bupati Boven Digoel tanggal 9 Agustus 2007, 1 (satu) lembar foto 

copy Cek No.CEA 20178 ; 

- 1 (satu) lembar KCTT-01 No.Rek.0352-01-000367-30-8 Dana 

Otsus Pemda Boven Digoel, 1 (satu) lembar KCTT-01 No Rek. 

0352-01-000367-30-8 Pemda Boven Digoel Dana Otsu, 2 (dua) 

lembar foto copy KTP an. Domin J. Ulian dan an. Robertus 

Anggawen, 1 (satu) lembar asli blanko SG-01, 2 (dua) lembar asli 

blanko SG-03, 2 (dua) lembar asli Surat Bupati Boven Digoel 

No.900/600 ; 

- 1 (satu) lembar KCTT-01 No Rek. 0352-01-000245-30-2 an.  

- Pemda Boven Digoel Dana DAU, 1 (satu) lembar foto copy KTP  

an. Domin J. Ulian dan an. Robertus Anggawen, 1 (satu) lembar 

asli blanko SG-01, 1 (satu) lembar asli blanko SG-03, 2 (dua) 

lembar foto copy Keputusan Bupati Boven Digoel No.6 Tahun 

2004, 1 (satu) lembar foto copy Surat No.900/101, 2 (dua) lembar 

Surat Bupati Boven Digoel No.900/07/BUP/2008 ; 

76) 1 (satu) bendel Dokumen SPP, SPM, dan SP2D : 

77) 1 (satu) bendel Print Out Bank BRI No.Rek.0000035201000367308 

Pemerintah Kabupaten Boven Digoel DAU periode 1/04/06-30/  

11/07 ; 

78) 1 (satu) bendel Print Out Bank BRI No.Rek.0000035201000328304 

Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Dana Alokasi Khusus Non 

Regoisasi Periode 1/04/06-30/11/07 ; 

79) 1 (satu) bendel Print Out Bank BRI No.Rek.0000035201000243304 

Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Bendahara Bantuan Sosial 

Bendahara Bagian Keuangan Boven Didoel Periode 01/01/07-
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10/08/00 ; 

80) 1 (satu) buah Buku Peraturan Bupati Kabupaten Boven Digoel No.3 

Tahun 2007 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Boven Digoel 

Tahun Anggaran 2007 ; 

81) 1 (satu) buah Buku Peraturan Bupati Kabupaten Boven Digoel No.1 

Tahun 2005 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Boven Digoel 

Tahun Anggaran 2005 ; 

82) 1 (satu) buah Buku Peraturan Bupati Kabupaten Boven Digoel No.2 

Tahun 2005 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Boven Digoel 

Tahun Anggaran 2005 ; 

83) 1 (satu) buah Buku Peraturan Bupati Kabupaten Boven Digoel No.1 

Tahun 2006 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Boven Digoel 

Tahun Anggaran 2006 ; 

84) 1 (satu) buah Buku Peraturan Kabupaten Boven Digoel No.3 Tahun  

2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2007 ; 

85) 1 (satu) buah Buku Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel No.3 

Tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 ; 

86) 1 (satu) buah Buku Laporan Pertanggungjawaban Bupati Boven 

Digoel tentang Penggunaan Dana Stabilitas Daerah (Tahun  

Anggaran 2006) ; 

87) 1 (satu) buah Buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat 

Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2007 ; 

88) 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Boven Digoel 

Tahun Anggaran 2007 Pemda Boven Digoel ; 

89) 1 (satu) buah Kontrak No.050/170.a/DISTAMBEN/2007 tanggal 4 

Desember 2007 untuk Pengadaan Tongkang Kabupaten Boven 

Digoel senilai Rp.2.998.000.000,- (dua milyar sembilan ratus 

sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan pelaksana PT.  

PERLITA ; 

90) 1 (satu) buah Kontrak No.903/36/III/2008 tanggal 9 April 2008 untuk 

Pengadaan Tug Boat dan Crene Pengeruk Pasir Kabupaten Boven 

Digoel senilai Rp.2.725.910.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh 

lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan pelaksana PT. 

PERLITA ; 

91) 1 (satu) buah Buku Kontrak No.027/92/SET/2006 tentang 
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Pengadaan 1 Unit Kapal Tanker LTC 180 sebesar 

Rp.4.840.550.000,- tanggal 17 Juli 2006 ; 

92) 1 (satu) buah Buku Kas Umum (BKU) Tahun Anggaran 2007 

Pemerintah Kabupaten Boven Digoel ; 

93) 1 (satu) buah Buku Kas Umum Bulan Oktober dan November 2007 ; 

94) 1 (satu) bendel Buku Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 

tahun 2006 ;  

95) 1 (satu) bendel Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Jayapura atas  

Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan Dalam Rangka 

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Boven Digoel Tahun Anggaran 2006 ; 

96) 1 (satu) Buku BPK RI Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan atas 

Laporan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten  

Boven Digoel Tahun Anggaran 2007 No.4/KLHP/XIX.JYP/12/08 

tanggal 18 Desember 2008 ;  

97) 1 (satu) Buku Rekapitulasi PKPT Hasil Pemeriksaan Inspektorat 

Kabupaten Boven Digoel Tahun 2007/2008 ; 

98) 1 (satu) buah Buku warna kuning bertuliskan Badan Pemeriksa 

Keuangan Republik Indonesia Hasil Pemeriksaan Tujuan Tertentu  

atas Pelaksanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 dan 2006 

pada Kabupaten Boven Digoel di Tanah Merah ; 

99) 1 (satu) bendel Catatan tulisan tangan dengan tulisan masukan Tim 

Telahan BPK Pengendalian ; 

100) 1 (satu) buah Buku Notes warna coklat dengan tulisan Felix   

Verguso ; 

101) 1 (satu) buah Buku Notes warna hitam yang pada sampulnya 

bertuliskan POCKET ORGANIZER berwarna kuning keemasan ; 

102) 1 (satu) bendel Buku Kas Umum (BKU) Bulan Oktober 2007 

Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dan Dokumen perinciannya ; 

103) 1 (satu) bendel Dokumen Buku Kas Umum Bendahara Bantuan 

Sosial Tahun 2005 ; 

104) 1 (satu) bendel Dokumen Buku Kas Umum Bendahara Bantuan 

Sosial Tahun 2006 ; 

Tetap terlampirkan dalam berkas perkara ; 

 Membebankan Terpidana tersebut untuk membayar biaya perkara dalam 

pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus 

rupiah) ; 

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah 
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Agung pada hari : Rabu, tanggal 11 September 2013 oleh H. M Imron 

Anwari,SH.,Sp.N.,MH., Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah 

Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Andi Samsan Nganro, SH., MH. dan 

Sophian Martabaya, S.H., Hakim Agung dan Hakim Adhoc Tipikor pada 

Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka 

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim 

Anggota tersebut, dan dibantu oleh Purwanto,SH., Panitera Pengganti dengan 

tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ; 

 

Hakim-Hakim Anggota  :                                             K e t u a  : 

ttd./ Dr. Andi Samsan Nganro, SH., MH.                         ttd./ 

                                                                 H. M Imron Anwari,SH.,Sp.N.,MH., 
ttd./ Sophian Martabaya, S.H., 

 
Panitera Pengganti ; 

ttd./ 
Purwanto, S.H.,  

 

Untuk salinan 
MAHKAMAH AGUNG R.I 

a.n.Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus 

 

 
 

 
 

ROKI PANJAITAN, S.H.,  

  NIP. : 195904301985121001 
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